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Kata Pengantar 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala rahmat dan karunia-Nya, Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”) 2026 PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini telah dapat diselesaikan. RKAP 
2026 disusun dengan berbasis risiko dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RJPP 2025-2029 
dengan tema sentral “Solidify Existing Business and Embark a Journey Towards Sustainable Expansion”. 
Melalui tema ini, ADHI memiliki tujuan jangka menengah untuk menguatkan bisnis core, yaitu segmen 
engineering & construction untuk dapat menjadi landasan kuat ADHI dalam mencapai pertumbuhan 
berkelanjutan. RKAP 2026 juga telah mengacu pada “Asta Cita” dari agenda Pembangunan Kabinet Merah 
Putih dan “Misi Pembangunan Nasional dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)”, serta 
menjadikan seluruh dinamika yang terjadi baik dalam faktor eksternal maupun internal yang signifikan 
sebagai masukan terhadap penyusunan RKAP 2026. 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ADHI 2026 ini mengacu pada: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan; 
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023, 

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;  
5. Surat PT Danantara Asset Management No. SR.122/DI-DAM/DO/2025 perihal Pedoman Strategis 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP”) 2026 Anak Perusahaan PT 
Danantara Asset Management (Persero) (“DAM”); dan 

6. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

RKAP 2026 menjelaskan tentang rencana kinerja pada tahun 2026 dengan proyeksi tahun 2025 sebagai 
baseline. Data-data yang dianalisis dan digunakan sebagai inputan bersifat kuantitatif dan kualitatif, di 
mana data kuantitatif meliputi aspek finansial termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, dan laba. 
Sementara data kualitatif tertuang dalam aspek strategi dan prospek bisnis ke depan, yang dibuat 
berdasarkan asumsi dari perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik nasional, regional 
maupun secara global, perubahan undang-undang atau peraturan, perubahan atas kebijakan-kebijakan 
dan proses bisnis, dan perubahan asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan 
(forward-looking statements), serta faktor pendirian BPI Daya Anagata Nusantara  (“Danantara”) dan 
pengalihan saham ADHI kepada PT Danantara Asset Management (“DAM”). Berdasarkan asumsi yang 
dibuat, ADHI telah memproyeksikan target-target yang akan dicapai pada tahun 2026. Target ini akan 
menjadi acuan sasaran kinerja tahun 2026, dan telah diturunkan ke dalam strategi dan program kerja untuk 
mencapai perubahan target yang telah ditentukan. 

Akhirnya, semoga RKAP 2026 ini dapat dicapai, sehingga ADHI akan mampu mewujudkan Visi:  

“Menjadi Perusahaan yang Inovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” 

Jakarta, 24 Oktober 2025 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk 
Direksi 

 

 

 

  



 

 

9 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Landasan Hukum Keberadaan Perseroan 

Architecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Assosiate 
N.V.) merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal berdirinya PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 
hingga akhirnya Pemerintah saat itu menasionalisasikan Associate N.V., dan kemudian ditetapkan sebagai 
Perusahaan Negara, PN Adhi Karya tanggal 11 Maret 1960 yang menjadi pemacu pembangunan infrastruktur 
di Indonesia. Berdasar pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 1 Juni 1974, PN Adhi Karya berubah status 
menjadi Perseroan Terbatas, PT Adhi Karya (Persero). Pada tanggal 18 Maret 2004, PT Adhi Karya (Persero) 
menjadi perusahaan BUMN konstruksi pertama di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang 
selanjutnya disebut ADHI dengan komposisi saham: Pemerintah 51%, EMBO 24,5% dan Publik 24,5%. 
Sebagai perseroan terbuka, ADHI terdorong untuk senantiasa memaksimalkan kinerjanya untuk 
kepentingan setiap pemangku kepentingan, termasuk bagi kemajuan industri konstruksi Indonesia yang 
semakin pesat. Sebagai salah satu perusahaan BUMN konstruksi Indonesia, ADHI aktif berperan sebagai 
mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi perusahaan Merah-Putih yang 
membanggakan negeri ini. Rekam jejak (milestone) ADHI 1960-2022 ditunjukkan dalam Gambar 1.1. 

Sejak berdirinya, ADHI selalu memberikan hasil engineering terdepan bagi Merah-Putih; mulai dari stadion 
Gelora Bung Karno yang membanggakan, Monumen Nasional landmark bersejarah bagi rakyat Indonesia, 
Masjid Istiqlal sebagai simbol spiritual bangsa, Gedung MPR/DPR Senayan yang fenomenal, hingga jembatan 
raksasa pertama yang dibutuhkan Indonesia di sungai Barito, dan sekarang transportasi massal Light Rail 
Transit (LRT) beserta kawasan berbasis transportasi terintegrasi. ADHI tidak pernah berhenti membanggakan 
negeri ini. Apapun tantangannya, jawaban berupa engineering terbaik selalu dapat dirancang dan diberikan 
ADHI demi masa depan negeri ini. Masa depan lebih baik telah dipikirkan oleh ADHI. The future is being 
engineered, already. 

 
Gambar 1.1: Milestone ADHI 1960-2022 

Sumber: Dokumen Internal ADHI 

Sementara itu, dinamika persaingan bisnis industri konstruksi di Indonesia yang semakin ketat dan global-
oriented, telah mendorong ADHI untuk melakukan transformasi bisnis dalam menghadapi perubahan 
lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Tercatat dalam sejarah perkembangannya, ADHI telah 
melalui tiga tahapan transformasi bisnis yang menjadi arah pengembangan dan keberlanjutan usaha jangka 
panjang dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi saat itu. 
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1. Transformation 1.0: Reborn and Beyond Construction, tahun 2006 
Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi tahun 1997 memberikan pelajaran berharga bagi ADHI untuk 
memahami tentang pentingnya memiliki sumber pendanaan yang kuat. Serangkaian aksi korporasi 
dilakukan ADHI untuk meningkatkan value creation. Proses transformasi diawali dengan redefinisi visi 
dan misi pada tahun 2001 dan mendivestasi anak usaha PT Adhimix yang dianggap chunky supply dan 
stuck in the middle, serta mereposisi PT ADHI Trading menjadi internal process procurement dengan 
membangun sistem e-procurement yang membantu proses koordinasi dan integrasi ADHI dengan para 
pemasok. Setelah dinilai kondisinya mendukung, ADHI memutuskan untuk melakukan go public 
dengan harga penawaran saham perdana (Initial Public Offering) sebesar Rp150. Setahun kemudian, 
tepatnya Desember 2005, harga saham ADHI mampu menembus angka Rp1.200, sehingga banyak 
pengamat pasar modal menyebut saham ADHI sebagai emiten yang layak disimpan yang 
menguntungkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah strategis berikutnya adalah 
Transformation 1.0 Reborn and Beyond Construction di tahun 2006 dengan kembali melakukan 
redefinisi visi, misi dan values ADHI, sekaligus melakukan perubahan logo perusahaan dengan konsep 
modern dan dinamis yang dianggap selaras dengan visi, misi dan values saat itu. Proses transformasi 
ADHI juga ditandai dengan aksi korporasi dengan melakukan ekspansi ke bisnis baru EPC (Engineering, 
Procurement and Construction) dan bisnis investasi, sehingga ADHI terlahir kembali sebagai 
perusahaan yang tidak hanya sekedar perusahaan konstruksi (beyond construction), dan sekaligus 
ditetapkan sebagai tagline ADHI. 

2. Transformation 2.0: Incorporated, tahun 2011 
Posisi ADHI sebagai BUMN Konstruksi terbesar di Indonesia periode 1999-2010 mengalami penurunan 
di tahun 2011. Hal ini mendorong ADHI untuk melakukan Transformation 2.0 Incorporated, yang juga 
dipicu oleh adanya beberapa masalah hukum yang menimpa ADHI. Selain mendefinisikan ulang visi, 
misi dan values, ADHI juga mendivestasikan anak usaha PT ADHICon Persada dan melakukan merger 
PT ADHI Persada Realti dan PT ADHI Persada Properti, serta melebarkan bisnisnya dengan membangun 
dan mengoperasikan hotel. Pemilihan lokasi hotel merupakan aset kantor ADHI yang berada di lokasi 
premium yang lebih bernilai jika dikembangkan sebagai hotel, yaitu di Jakarta, Semarang dan Medan. 
Strategi ini dipilih dengan tujuan untuk menghasilkan recurring income sebagai portofolio bisnis baru 
untuk menjawab permasalahan bisnis konstruksi yang semakin volatile. 

3. Transformation 3.0: Back to be the best, tahun 2018 
Perkembangan industri konstruksi di Indonesia yang berubah cepat, sekali lagi mengharuskan ADHI 
melakukan Transformation 3.0 Back to be the best dengan menetapkan properti sebagai engine of 
growth ADHI di masa mendatang sebagai peluang bisnis atas penugasan Pemerintah kepada ADHI 
untuk membangun LRT Jabodebek. Melalui Peraturan Presiden No. 98 tahun 2015, Pemerintah 
menugaskan ADHI untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) yang 
terintegrasi meliputi: jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. ADHI akan 
mengembangkan kawasan terpadu (mixed-use) berbasis transportasi massal di sepanjang jalur LRT 
Jabodebek. ADHI juga lebih agresif melakukan diversifikasi usaha yang selaras dengan kompetensi inti 
ADHI, sebagai jawaban antisipasi atas bisnis konstruksi yang semakin volatile. Dengan melahirkan anak 
usaha baru, ADHI memiliki aspirasi untuk menjadi sebuah holding company yang tumbuh membesar 
tapi tetap lincah (agile), dengan span of control yang terukur untuk setiap unit bisnis, serta rentang risiko 
yang tetap terlokalisir dalam setiap unit bisnis. Dalam perjalanan proses Transformation 3.0, dunia 
bisnis dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 dan perlemahan ekonomi sebagai akibat yang 
menyertainya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan proyek-proyek yang sedang dikerjakan ADHI 
mengalami kendala dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, terjadi penundaan 
proyek baru, yang tentunya berdampak negatif bagi kinerja ADHI yang masih dominan mengandalkan 
kontrak konvensional.  
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4. Transformation 4.0: ADHI for ESG, Creating Value and Sustainability, tahun 2024 
ADHI telah teruji mampu melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan 
dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Sadar akan kondisi ini, diperlukan portofolio bisnis baru untuk 
menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) tanpa harus mengandalkan bisnis 
konstruksi konvensional yang semakin volatile. Oleh sebab itu, diperlukan pondasi keuangan yang kuat 
untuk mengembangkan bisnis baru, terutama proyek-proyek investasi, baik yang bertujuan untuk 
mendapatkan feeding konstruksi, maupun proyek investasi untuk menghasilkan recurring income. 
Kenaikan ekuitas ADHI setelah IPO PT ADCP sebagai salah satu anak perusahaan ADHI di tahun 2021, 
dan right issue ADHI 2022 dengan PMN sebesar Rp1,976 T dan right issue saham publik sebesar 
Rp0,689 T di akhir tahun 2022, diharapkan dapat meningkatkan leverage pendanaan, sehingga ADHI 
dapat membiayai beberapa bisnis baru terkait investasi. 

Selain itu, karena proyek investasi membutuhkan equity yang cukup besar, ADHI juga telah mulai 
mendalami peluang bisnis baru untuk mendapatkan other income yang memenuhi kriteria: less equity 
and fast turnover, yang tentunya tetap disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh ADHI. Selain 
itu, ketidakpastian dinamika bisnis ke depan harus dijawab oleh ADHI dengan meningkatkan resiliency 
dengan mengelola, memanfaatkan risiko dan peluang jangka panjang yang mungkin belum terdeteksi 
di masa sekarang. Re-branding ADHI yang lebih peduli terhadap ESG (Environment, Social, and 
Governance) menjadi alternatif yang dipilih oleh ADHI untuk menjaga reputasi ADHI dari terpaan 
ketidakpastian bisnis di masa mendatang, sehingga ADHI menganggap perlu untuk melakukan 
redefinisi Visi dan Misinya, yang tidak hanya sekedar menciptakan profit, tetapi juga ikut berperan aktif 
menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih layak untuk generasi mendatang, sesuai dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Dengan Transformation 4.0 ini, ADHI 
yakin ke depannya akan mampu menciptakan nilai demi keberlangsungan perusahaan secara jangka 
panjang (creating value and sustainability). 

1.1.1. Dasar Hukum Pendirian 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 
3. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 
6. Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi 

Signifikan Badan Usaha Milik Negara; 
7. Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha 

Milik Negara; 
8. Surat Menteri BUMN Nomor S-595/MBU/08/2021 tentang Persetujuan Usulan Batasan dan/atau 

Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.; 
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan Terbuka; 
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; 
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Perusahaan Terbuka/Emiten; 
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Keterbukaan Informasi dan Tata 

Kelola Perusahaan; 
13. Anggaran Dasar Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk; dan 
14. Keputusan-Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 
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1.1.2. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM 

Pengesahan Kementerian Hukum: 
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
No. 10 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan, Nomor: 
AHU-AH.01.09-0231438, tanggal 09 Mei 2025. 

1.1.3. Perubahan Anggaran Dasar  

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi 
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0045416, tertanggal 21 Maret 2023. 

1.1.4. Regulasi yang Relevan  

Dalam menjalankan bisnisnya, ADHI mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan; 
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014; 
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023, tentang 

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; 
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan 
9. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

1.2. Visi & Misi Perseroan 

1.2.1. Pernyataan Resmi Visi dan Misi Perseroan 

ADHI telah melakukan transformasi bisnisnya, dari sales oriented menjadi business value oriented, sehingga 
diharapkan ADHI akan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth) dengan mengedepankan inovasi 
bisnis dan budaya perusahaan yang unggul. ADHI juga telah menetapkan perubahan Visi, Misi dan Values, 
sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 014-6/2020/432, tanggal 2 Oktober 2020, tentang Perubahan Visi, 
Misi dan Nilai Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

Visi ADHI: 

“Menjadi Perusahaan Inovatif yang dan Berbudaya Unggul, untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” 

Pertumbuhan berkelanjutan menjadi tujuan ADHI yang tidak hanya menciptakan profit, tapi juga peduli 
dengan keberlangsungan bumi, serta menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih baik untuk generasi 
mendatang, sesuai SDG’s. Indikator keberhasilan dapat diukur diukur dari:  

1. Peningkatan ekuitas ADHI, yang mencerminkan pertumbuhan perusahaan; dan 
2. ESG Risk Score dan/atau IDX ESG Leaders (IDXESGL), yang mencerminkan peran ADHI dalam 

menjaga keberlangsungan bumi. 
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Sementara itu, menjadi korporasi yang inovatif dan berbudaya unggul merupakan key success factor yang 
menjadikan ADHI tetap berfokus pada inovasi produk, layanan, serta proses bisnis yang lebih dari sekedar 
perusahaan konstruksi pada umumnya. ADHI juga memperkuat kapabilitas khususnya di sektor railway 
untuk mampu bersaing secara global sesuai amanah KBUMN.  

Indikator keberhasilan key success factors dapat diukur antara lain dari:  
1. Peningkatan jumlah inovasi produk dan layanan; 
2. Inovasi proses bisnis;  
3. Hit Rate tender proyek-proyek ICB (International Competitive Bidding);  
4. Peningkatan rasio proyek JO dengan partner asing; dan 
5. Index values Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (“AKHLAK”). 

Misi ADHI dinyatakan sebagai berikut. 
1. Membangun insan yang unggul, profesional, amanah dan berjiwa wirausaha; 
2. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi; 
3. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders;  
4. Menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG); 
5. Menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, 

kesehatan dan lingkungan kerja; dan 
6. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan 

dan pengelolaan risiko korporasi. 

1.2.2. Tujuan Jangka Panjang Perseroan  

ADHI menetapkan strategi operasinya dalam 4 (empat) lini bisnis, sebagaimana tertuang di anggaran dasar 
perusahaan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai Gambar 1.2. 

 
Gambar 1.2: Empat Lini Bisnis ADHI 

Sumber: Dokumen Internal ADHI 

1. Engineering & Construction;  
Lini bisnis ini melaksanakan pembangunan pekerjaan engineering dan konstruksi, baik sipil dan gedung 
bertingkat (high rise building) termasuk infrastruktur umum yaitu bandara, pelabuhan dan dermaga, jalan 
dan jembatan, bendungan dan saluran irigasi dan infrastruktur lainnya, serta proyek power plant, oil and 
gas dan industrial plant.  

2. Property & Hospitality;  
Mengembangkan kawasan gedung bertingkat (high rise building) untuk komersial, perkantoran maupun 
hunian (apartment) dan hotel, landed house, serta pengembangan kawasan dengan konsep Transit 
Oriented Development (TOD), yaitu kawasan properti yang terintegrasi dengan stasiun LRT.  

3. Manufacture;  
Memproduksi dan menjual beton pracetak serta kegiatan usaha terkait. Pangsa pasar lini bisnis beton 
pracetak diperoleh dari lini bisnis ADHI yang lain sebagai internal captive market dan pasar eksternal. 

4. Investment & Concession;  
Merencanakan dan mengimplementasikan peluang investasi bisnis baru untuk meningkatkan kapasitas 
kinerja dan laba. 
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1.2.3. Core Values dan Karakter ADHI 

Penetapan AKHLAK sebagai core values ADHI berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang 
nilai-nilai utama/core values Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 

Values (nilai-nilai) ADHI: AKHLAK 

1. Amanah; Memegang teguh kepercayaan yang diberikan 
2. Kompeten; Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas 
3. Harmonis; Saling peduli dan menghargai perbedaan 
4. Loyal; Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 
5. Adaptif; Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan 
6. Kolaboratif; Membangun kerja sama yang sinergis 

Nilai-nilai budaya ADHI sangat diperlukan dalam mencapai Visi dan Misi. Nilai budaya tersebut merupakan 
ciri pembeda yang menjadi karakteristik ADHI di kondisi saat ini yang terus mengalami perubahan dari waktu 
ke waktu. AKHLAK sebagai values ADHI perlu diinternalisasikan agar semakin diyakini dan diterapkan dalam 
perilaku bekerja sehari-hari. Program internalisasi diperlukan untuk seluruh insan ADHI agar nilai-nilai 
perusahaan dapat tertanam dan tercermin dalam perilaku para insan ADHI dalam bekerja demi mencapai 
Visi dan Misi perusahaan. Pedoman Perilaku AKHLAK ditunjukkan pada Gambar 1.3. 

 

 
Gambar 1.3: 18 Perilaku Inti AKHLAK 

Sumber: Surat Edaran KBUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 

Sementara itu, dalam rangka mendukung implementasi nilai inti (core values) sebagai identitas dan perekat 
budaya, ADHI melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 014-6/2024/362B tanggal 09 Desember 2024 
membentuk karakter dasar pegawai sebagai bagian dari peningkatan kinerja berkelanjutan. Karakter 
tersebut men-dukung jalannya proses bisnis yang sehat dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 
Karakteristik yang dimaksud adalah LAMPs, yang terdiri dari: 

Learner : Selalu ingin belajar, berkembang, dan terbuka 
terhadap pengetahuan baru. 

Adaptive : Mampu menyesuaikan diri dalam segala pe-
rubahan yang terjadi. 

Militant : Pantang menyerah dan semangat dalam men-
capai tujuan. 

Problem  : Memberikan solusi yang inovatif dan efisien  
Solver  untuk pengambilan keputusan yang tepat.  

 
Gambar 1.4: Karakter Insan ADHI 
Sumber: SKD Nomor 014-6/2024/362B 
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Karakter dasar pegawai tercermin dalam makna logo LAMPs sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 014-
6/2024/362B tanggal 09 Desember 2024. Logo LAMPs merupakan bagian dari identitas visual yang digunakan 
secara konsisten dalam berbagai kegiatan operasional. 

 

 Transformasi dari bentuk daun, sebagai penggambaran Insan Adhi & 
ADHI Karya yang concern terhadap sustainability. 

 

Sekelompok orang berdiskusi dengan titik di tengah. Sebagai 
penggambaran Insan Adhi yang Militan dengan tanggung jawab tinggi 
serta selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah (Problem 
Solver). Titik merah dengan cahaya ditengah menggambarkan refleksi 
Cahaya Ilahi yang merupakan turunan dari Logo ADHI semua kegiatan 
dilandasi dengan nilai spiritual dan rasa Ketuhanan. 

 
Pita menjuntai terus ke atas, sebagai penggambaran insan Adhi yang 
adaptif dan mau terus belajar untuk meningkatkan value diri lebih tinggi. 

 
Refleksi Cahaya Ilahi, turunan dari logo ADHI, melambangkan setiap 
langkah dan usaha  yang dibuat oleh Insan ADHI dilakukan dengan penuh 
kesadaran dan tanggung jawab. Semua kegiatan dilandasi dengan nilai 
spiritual dan rasa ketuhanan. 

 
Gambar 1.5: Makna Logo LAMPs 
Sumber: SKD Nomor 014-6/2024/362B 

1.2.4. Logo dan Tagline Perseroan 

Logo perusahaan merupakan identitas perusahaan akan membangun hubungan emosional dan membentuk 
kredibilitas perusahaan. Citra yang ditampilkan oleh logo merupakan awal pembentukan kredibilitas 
perusahaan yang akan dibangun melalui persepsi pelanggan dan masyarakat. Citra perusahaan yang baik 
penting untuk memberikan gambaran tentang siapa, seperti apa, dan bagaimana kualitas yang dimiliki 
sebuah perusahaan. Logo ADHI disajikan pada Gambar 1.6. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.6: Logo ADHI 
Sumber: SKD Nomor 014-6/2018/028 

Bentuk bola (globe); mencerminkan bola energi yang kokoh, dinamis, sempurna, seimbang, fleksibel, dan 
adaptif. Titik cahaya di kanan atas; adalah refleksi cahaya Ilahi yang mencerminkan nilai spiritual yang 
disadari sebagai DNA perusahaan, dan sebagai sumber kekuatan perusahaan dalam menjalankan aktivitas 
bisnis yang selalu dilandasi dengan tanggung jawab berdasar nilai-nilai spiritual. Nama “adhi” dengan huruf 
kecil yang kontemporer; mencerminkan jiwa inovatif, lugas, playful.  

Kata “adhi” memiliki makna hebat, raksasa dan kuat. Komponen ini secara keseluruhan bermakna raksasa 
hebat dan kuat yang tetap rendah hati dan menyenangkan. Warna logo merah; melambangkan keberanian, 
integritas dan optimisme ADHI dalam berperan aktif membangun bangsa ini. Tagline “beyond construction”; 
menggambarkan ADHI sebagai perusahaan yang bukan hanya sekedar konstruksi, tapi juga menjalankan 
usaha di bidang properti, industri, energi dan investasi. 
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1.3. Susunan Komisaris dan Direksi 

1.3.1. Susunan Dewan Komisaris 

Dody Usodo Hargo S. 
Komisaris Utama 

Diangkat dalam jajaran Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS 
Tahunan tanggal 4 Juni 2020, yang telah dinyatakan dalam No. 2 tanggal 4 Juni 2020. Pengangkatan ini merupakan 
periode pertama dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan RUPS 
Tahunan tanggal 30 April 2025 yang dinyatakan Akta Notaris Ashoya Ratam Nomor 53 tanggal 30 April 2025. 

Bob Arthur Lombogia 
Komisaris 

Diangkat dalam jajaran Dewan Komisaris sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 
tanggal 1 April 2024, yang telah dinyatakan dalam Akta Risalah No. 3 tanggal 1 April 2024. Pengangkatan ini 
merupakan periode pertama dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. 

Erwin Moeslimin Singajaru 
Komisaris Independen 

Diangkat dalam jajaran Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS 
Tahunan tanggal 11 April 2023, yang telah dinyatakan dalam Akta No. 47 tanggal 27 April 2023. Pengangkatan ini 
merupakan periode pertama dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. 

Elan Suherlan 
Komisaris Independen 

Diangkat dalam jajaran Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS 
Tahunan tanggal 1 April 2024, yang telah dinyatakan dalam Akta No. 3 tanggal 1 April 2024. Pengangkatan ini 
merupakan periode pertama dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. 

Rustam Sofyan Sirait 
Komisaris Independen 

Diangkat dalam jajaran Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS 
Tahunan tanggal 1 April 2024, yang telah dinyatakan dalam Akta No. 3 tanggal 1 April 2024.  Pengangkatan ini 
merupakan periode pertama dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. 
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1.3.2. Susunan Direksi 

Entus Asnawi Mukshon 
Direktur Utama 

Diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan untuk periode kedua berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 
tanggal 11 April 2023, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 47 
tanggal 27 April 2023 dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke-5 (lima). Yang sebleumnya diangkat 
dalam jajaran Direksi sebagai Direktur Keuangan Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 April 
2018, lalu diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020, 
yang telah dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 4 Juni 2020. 

A. Suko Widigdo 
Direktur Operasi I 

Diangkat Kembali sebagai Direktur Operasi I untuk periode kedua berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 
April 2025, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 55 tanggal 30 
April 2025 dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke-5 (lima). Yang sebelumnya diangkat dalam jajaran 
Direksi sebagai Direktur Operasi I Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020, yang telah 
dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 4 Juni 2020.  

Harimawan 
Direktur Operasi II 

Diangkat dalam jajaran Direksi untuk pertama kali sebagai Direktur Operasi II Perseroan berdasarkan Keputusan 
RUPS Tahunan tanggal 1 April 2024, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham 
Nomor 8 tanggal 3 April 2024 dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke-5 (lima). 

Vera Kirana 
Direktur Operasi III 

Ditetapkan sebagai Direktur Operasi III berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 1 April 2024, yang telah 
dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham nomor 08  tanggal 3 April 2024, yang 
sebelumnya diangkat dalam jajaran Direksi sebagai Direktur QHSE dan Pengembaangan Bisnis Perseroan 
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Mei 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 8 Juni 2021 dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke-5 
(lima). 

Bani Iqbal 
Direktur Keuangan 

Diangkat dalam jajaran Direksi untuk pertama kali sebagai Direktur Keuangan Perseroan berdasarkan Keputusan 
RUPS Tahunan tanggal 1 April 2024, yang telah dinyatakan dalam Akta No. 3 tanggal 1 April 2024. Pengangkatan ini 
merupakan periode pertama dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. 

Ki Syahgoyang Permata 
Direktur Human Capital dan Legal 

Ditetapkan sebagai Direktur Human Capital dan Legal berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 1 April 2024, 
yang telah dinyatakan dalam Akta No. 3 tanggal 1 April 2024 yang sebelumnya diangkat dalam jajaran Direksi sebagai 
Direktur Human Capital dan Sistem Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 April 2023, yang 
telah dinyatakan dalam Akta No. 47 tanggal 27 April 2023. Pengangkatan ini merupakan periode pertama dengan 
masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. 

Yan Arianto 
Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman 

Diangkat dalam jajaran Direksi untuk pertama kali sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman Perseroan 
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 1 April 2024, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 3 April 2024 dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke-5 
(lima). 
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1.3.3. Struktur Jabatan 

1.3.3.1. Struktur Organ Dewan Komisaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7: Struktur Organisasi Dekom ADHI 

1.3.3.2. Struktur Organ Direksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8: Struktur Organisasi Direksi ADHI 

1.3.4. Perubahan Susunan dalam Tahun Berjalan dan Kronologinya 

Struktur Direksi disusun berdasarkan Board Manual dengan mempertimbangkan skala aktivitas, tingkat 
kompleksitas bisnis, serta organisasi Perseroan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
pengambilan keputusan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat waktu guna mencapai sasaran 
strategis Perseroan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi harus terdiri dari minimal dua orang, 
yang mencakup seorang Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya yang ditetapkan melalui Rapat Umum 
Pemegang Saham. Pada RUPS tahunan 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 terdapat agenda 
perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut. 

 

`` 

Direktur Utama 

Direktur Operasi I Direktur Operasi II Direktur Operasi III Direktur Human Capital 
dan Legal 

Direktur Keuangan Direktur Manajemen 
Risiko dan Kesisteman 

Satuan 
Pengawas 
Intern 

Corporate 
Secretary 

Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris  Komisaris Utama 

Sekretaris Dewan Komisaris 

Komite Pemantau 
Manajemen Risiko 
dan Mutu 

Komite Pengawasan 
GCG dan Legal 

Komite Audit Komite Nominasi 
dan Remunerasi  

Ketua 
Anggota 
 

Ketua 
 
Anggota 

Ketua 
 
Anggota 

Ketua 
 
Anggota 
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1.3.4.1. Periode 30 April 2025-Sekarang 

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 April 2025 yang dinyatakan 
dalam Akta Notaris Ashoya Ratam Nomor 53 tanggal 30 April 2025, pemegang saham menyetujui untuk: 

a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 
1) Direktur Operasi I : Alloysius Suko Widigdo 
2) Komisaris Utama : Dody Usodo Hargo Suseno 
3) Komisaris Independen : Hironimus Hilapok 

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 
Juni 2020. 

b. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:  
1) Direktur Operasi I : Alloysius Suko Widigdo 
2) Komisaris Utama : Dody Usodo Hargo Suseno 

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, 
maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut. 

Tabel 1.1: Komposisi Dewan Komisaris Periode 30 April 2025-Sekarang 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Tanggal Efektif 

Dody Usodo Hargo S. Komisaris Utama Keputusan RUPS Tahunan  
30 April 2025 

30 April 2025 

Erwin Moeslimin Singajaru Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
11 April 2023 

11 April 2023 

Rustam Sofyan Sirait Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Elan Suherlan Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Bob Arthur Lombogia Komisaris Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

 

Tabel 1.2: Komposisi Direksi Periode 30 April 2025-Sekarang 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Tanggal Efektif 

Entus Asnawi Mukshon Direktur Utama Keputusan RUPS Tahunan  
11 April 2023 

11 April 2023 

A. Suko Widigdo Direktur Operasi I Keputusan RUPS Tahunan  
30 April 2025 

30 April 2025 

Harimawan Direktur Operasi II Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Vera Kirana Direktur Operasi III Keputusan RUPS Tahunan  
25 Mei 2021 

25 Mei 2021 

Bani Iqbal Direktur Keuangan Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Ki Syahgoyang Permata Direktur Human Capital 
dan Legal 

Keputusan RUPS Tahunan  
11 April 2023 

11 April 2023 

Yan Arianto Direktur Manajemen 
Risiko dan Kesisteman 

Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 
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1.3.4.2. Periode 01 Januari 2025-29 April 2025 

Susunan  Pengurus Perseroan sebelumnya (periode 01 Januari 2025-29 April 2025) berdasar Keputusan 
RUPS Tahunan 2024 tanggal 01 April 2024 sebagai berikut. 

Tabel 1.3: Komposisi Dewan Komisaris 01 Januari 2025-29 April 2025 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Tanggal Efektif 

Dody Usodo Hargo S. Komisaris Utama Keputusan RUPS Tahunan  
04 Juni 2020 

04 Juni 2020 

Erwin Moeslimin Singajaru Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
11 April 2023 

11 April 2023 

Rustam Sofyan Sirait Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Elan Suherlan Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Hironimus Hilapok Komisaris Independen Keputusan RUPS Tahunan  
20 Maret 2015 

08 Juni 2020-RUPS 2025 

Bob Arthur Lombogia Komisaris Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

 

Tabel 1.4: Komposisi Dewan Direksi 01 Januari 2025-29 April 2025 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Tanggal Efektif 

Entus Asnawi Mukshon Direktur Utama Keputusan RUPS Tahunan  
13 April 2018 

04 Juni 2020 

A. Suko Widigdo Direktur Operasi I Keputusan RUPS Tahunan  
04 Juni 2020 

04 Juni 2020 

Harimawan Direktur Operasi II Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Vera Kirana Direktur Operasi III Keputusan RUPS Tahunan  
25 Mei 2021 

25 Mei 2021 

Bani Iqbal Direktur Keuangan Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 

Ki Syahgoyang Permata Direktur Human Capital 
dan Legal 

Keputusan RUPS Tahunan  
11 April 2023 

11 April 2023 

Yan Arianto Direktur Manajemen 
Risiko dan Kesisteman 

Keputusan RUPS Tahunan  
01 April 2024 

01 April 2024 
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1.3.5. Foto Resmi  

1.3.5.1. Foto Dewan Komisaris 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 1.9: Foto Dewan Komisaris ADHI 
 

1.3.5.2. Foto Direksi ADHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10: Direksi ADHI 
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1.4. Tugas dan Wewenang Direksi 

1.4.1. Rincian Tugas Pokok Direksi 

1.4.1.1. Tugas Direksi 

Mengacu MP 002 Board Manual Edisi ke-2 tanggal 01 Juli 2024 Direksi adalah Organ Perseroan yang 
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan 
tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. 

Tugas pokok Direksi adalah: 
a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan 

senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; dan 
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi Direksi adalah: 
a. Mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta 

menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis 
kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi 
oleh peraturan perundang-undangan. 

b. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin 
timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.  

c. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan 
perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian 
lingkungan. 

d. Menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan 
Dewan Komisaris dan/atau RUPS 

e. Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan yang 
berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar 
Perseroan 

f. Menyusun GCG manual yang diantaranya memuat Board Manual, Manajemen Risiko Manual, Sistem 
Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, Whistle Blowing System, Tata kelola teknologi 
informasi dan Pedoman Perilaku/ CoC (Code of Conduct) 

g. Melakukan tindakan sosialisasi dan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukurannya dalam 
bentuk penilaian (assessment) yang dilakukan dan evaluasi (review).  

h. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan 
Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-
rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan 
Komisaris), serta gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan anak 
perusahaan/perusahaan patungan Perseroan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan. 

i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami 
dan anak-anaknya) pada Perseroan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap 
perubahannya 

j. Membuat, mengisi dan menyerahkan e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 
secara online dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan ketentuan sebagai berikut. 
1) Pelaporan e-LHKPN wajib bagi Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat, anggota Direksi 

yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan/pensiun, dan anggota Direksi yang 
mengakhiri masa jabatan/pensiun; 
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2) Penyampaian e-LHKPN dilakukan secara periodik setiap: 
a) 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember, dan laporan e-LHKPN tersebut harus sudah diterima oleh KPK 
paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

b) Pemeriksaan e-LHKPN terhadap Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, 
dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya 
masa jabatan atau pensiun. 

1.4.1.2. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

Dalam hubungannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi wajib: 
a. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan 

berupa laporan tahunan termasuk perhitungan keuangan tahunan kepada RUPS.  
b. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal ada anggota Direksi menolak untuk menandatangani 

Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.  
c. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa. RUPS hendaknya 

direncanakan dengan matang dalam hal menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur 
serta agenda rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.  

d. Menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat secara jelas dan rinci kepada OJK selambat lambatnya 
7 (tujuh) hari sebelum mengumumkan rencana rapat.  

e. Menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan 
kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) situs web: 
1) situs web penyedia e-RUPS; 
2) situs web bursa efek; dan 
3) situs web Perusahaan Terbuka. 

f. Menyediakan bahan rapat RUPS dan diberikan cuma-cuma kepada Pemegang Saham.  
g. Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh para Pemegang Saham.  
h. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.  
i. Direktur Utama memimpin RUPS apabila anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh 

Komisaris Utama untuk memimpin RUPS tidak hadir. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir 
dalam RUPS maka Direktur Utama wajib menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi untuk 
memimpin RUPS. 

1.4.1.3. Tugas dalam Menyusun Strategi dan Rencana Kerja 

Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku disertai 
perincian anggaran yang selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris. 

a. Menyusun menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Perusahaan.  
b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.  
c. Menyiapkan rencana pengembangan perusahaan serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris 

dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.  
d. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RJPP dan RKAP.  
e. Menyusun RJPP, dan RKAP sebagai penjabaran rencana tahunan dari RJPP.  
f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP. 

Tatalaksana penyampaian RKAP kepada Dewan Komisaris diatur sebagai berikut. 
a. Direksi menyusun draft RKAP dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 

tanggal 31 Oktober sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Draft RKAP memuat: 
1) Rencana Kerja Perusahaan 
2) Anggaran Perusahaan 
3) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan, yang memuat Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba/Rugi, 

Proyeksi Arus Kas dan Sumber dan Penggunaan Dana 
4) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan 
5) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Umum Pemegang Saham (RUPS) 
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b. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mengkaji dan memberikan tanggapan terhadap draft RKAP 
yang diusulkan Direksi. 

c. Direksi menerima tanggapan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta 
d. Dewan Komisaris memberikan persetujuan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun 

buku dimulai. 
e. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai batas waktu 

yang ditentukan, maka RKAP tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi 
ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan RKAP. 

1.4.1.4. Tugas dalam Sistem Pengendalian Intern 

Dalam Sistem Pengendalian Intern, Direksi bertugas: 
a. Direksi harus menetapkan kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan 

investasi dan aset Perusahaan.  
b. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan harus diimplementasikan secara efektif untuk 

mencapai tujuan Perusahaan.  
c. Dalam memastikan Sistem Pengendalian Intern berfungsi secara efektif, Direksi dibantu oleh 

Internal Audit dalam memberikan pernyataan tentang tingkat kecukupan pengendalian intern 
Perusahaan pada level operasional dan level entitas.  

d. Direksi menerbitkan laporan tentang tingkat kecukupan pengendalian internal (internal control 
report) pada akhir tahun, yang berisikan pernyataan bahwa manajemen bertanggungjawab untuk 
menetapkan dan memelihara struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang 
memadai serta efektivitas struktur pengendalian intern. 

e. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan Pihak Ketiga dan menjalankannya. 

1.4.1.5. Tugas dalam Pengelolaan Manajemen Risiko 

Direksi menerapkan manajemen risiko dan melaksanakan secara konsisten mencakup:  
a. Identifikasi risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis jenis risiko yang relevan dan berpotensi akan 

terjadi.  
b. Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, dan probabilitas dari risiko yang 

telah diidentifikasi.  
c. Pedoman penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang harus dilakukan 

untuk menangani apabila terjadi suatu risiko tertentu.  
d. Pemantauan Risiko, yaitu proses pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko, melakukan 

pengukuran dampak risiko yang terjadi dan melakukan koreksi terhadap Pedoman Penangan Risiko 
apabila dampak yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang 
dilakukan di dalam Perusahaan.  

f. Pelaporan dan pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang 
dilaksanakan perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan 
yang berlaku.  

g. Direksi membuat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.  
h. Dalam hal tindakan Perusahaan untuk menangani risiko yang harus mendapatkan persetujuan 

Dewan Komisaris/RUPS, Direksi mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris/RUPS. 

  



 

25 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

1.4.1.6. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 

a. Masyarakat Pemodal dan pemangku kepentingan lainnya perlu mendapatkan informasi mengenai 
Perusahaan oleh karena itu informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi 
harga efek atau keputusan investasi pemodal wajib untuk dipublikasikan, antara lain untuk hal-hal 
sebagai berikut penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan 
usaha patungan, sesuai dengan peraturan OJK.  

b. Direksi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada 
OJK. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggung-
jawabkan pada RUPS Tahunan, dan atau disampaikan kepada Wali Amanat. Penawaran Umum 
tersebut meliputi saham, obligasi atau efek yang dapat dikonversikan menjadi saham.  

c. Pertanggungjawaban realisasi pengunaaan dana yang disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat 
sebagaimana dimaksud huruf b, dibuat secara berkala setiap semester (Juni dan Desember). 
Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. 

d. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
dilaksanakan secara berkala setiap tahun.  

e. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut Direksi wajib:  
1) melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana kepada OJK dengan 

mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;  
2) perubahan pengunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Saham harus mendapatkan 

persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham; 
3) perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan 

persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat; 
4) Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada Perusahaan Anak atau afiliasinya, 

agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada 
perusahaan.  

f. Perubahan penggunaan dana tersebut mencakup:  
1) perubahan yang material dari masing masing unsur penggunaan dana;  
2) perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis. 

g. Dalam hal terdapat sisa dana perlu dijelaskan antara lain:  
1) tempat dimana dana tersebut disimpan;  
2) tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;  
3) hubungan afiliasi antara Perusahaan dengan tempat dimana dana tersebut disimpan; dan  
4) jangka waktu penyimpanan.  

h. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa 
penyampaian laporan periode yang bersangkutan, meskipun penggunaan dananya belum 
mencakup 3 (tiga) bulan sejak penjatahan.  

i. Realisasi penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
yang terdekat, meskipun penggunaaan dananya belum mencakup 1 (satu) tahun sejak tanggal 
penjatahan.  

j. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 
Perusahaan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat 
waktu, akurat, jelas dan obyektif.  

k. Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, kreditur dan stakeholders, antara lain mengenai:  
1) Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan  
2) Status Pemegang Saham utama dan para Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait 

mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.  
3) Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang.  
4) Penilaian terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Pubik, lembaga pemeringkat kredit dan 

lembaga pemeringkat lainnya. 
5) Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perusahaan, serta gaji dan 

tunjangan mereka. Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik Perusahaan.  
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6) Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, anggota Komisaris dan 
Direksi.  

7) Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim 
berusaha dan faktor risiko.  

8) Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan stakeholders.  
9) Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan 

peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan. 
10) Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.  
11) Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance.  

l. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum 
disampaikan kepada Pemegang Saham.  

m. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah 
material yang dihadapi perusahaan.  

n. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan memastikan agar informasi 
yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan 
kepada masyarakat.  

o. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung memuat pernyataan tidak benar 
mengenai fakta yang material atau tidak mengungkap-kan fakta yang material agar pernyataan yang 
dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.  

p. Direktur wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas 
saham perusahaan tersebut selambat - lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya 
transaksi. 

q. Perusahaan wajib melaporkan kepada OJK atas setiap pihak yang memiliki 5% (lima persen) atau 
lebih saham yang disetor dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.  

r. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 16 dan 17 tersebut sekurang-kurangnya meliputi: 1) 
nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan; 2) jumlah saham yang dibeli atau dijual; 3) harga 
pembelian dan penjualan per saham; 4) tanggal transaksi. 

s. Salinan dari laporan sebagaimana poin 18 harus tersedia untuk dilihat oleh umum dan disalin OJK.  
t. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian 

Pemegang Saham sebagai akibat pelanggaran memberikan pernyataan tidak benar mengenai fakta 
material atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga menyesatkan mengenai keadaan 
perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

u. Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung 
renteng atas ketentuan sebagaimana dimaksud poin 20 apabila anggota Direksi yang bersangkutan 
telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak 
menyesatkan. 

Penyampaian Informasi baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
31/POJK.04/2015 maupun informasi lainnya dilakukan oleh Direksi dan atau Corporate Secretary Perseroan. 
Untuk Informasi yang terkait langsung dengan kegiatan operasional Perseroan, penyampaian informasi dapat 
juga dilakukan oleh Direktur Operasional yang bersangkutan. 

1.4.1.7. Etika Berusaha dan Anti korupsi 

Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Good Corporate Governance serta 
melakukan pengukuran terhadap penerapannya.  

a. Direksi berkewajiban memantau dan mendorong dilaksanakannya Code of Conduct oleh semua 
insan perusahaan.  

b. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung 
maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan atau pihak-pihak 
lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan 
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya 
benturan kepentingan.  

d. Direksi menetapkan kebijakan tentang kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN).  
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e. Direksi menetapkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi dan memantau pelaksanaannya.  
f. Direksi menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada 

perusahaan (whistle blowing system), menindaklanjuti setiap informasi/pengaduan yang diterima 
dan melindungi kerahasiaan pelapor.  

g. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya 
benturan kepentingan. 

1.4.1.8. Tugas dalam Hubungan dengan Stakeholders 

a. Untuk meningkatkan hubungan dengan para stakeholders, Direksi menetapkan kebijakan operasi 
Perusahaan yang mengatur hubungan dan kewajiban terhadap stakeholders sebagaimana diatur 
dalam Good Corporate Governance.  

b. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dari segala bentuk 
tekanan (pelecehan/harassment). 

1.4.1.9. Tugas dalam Sistem Akuntansi dan Pembukuan 

a. Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan Berkala dan menyampaikan kepada BEI dan OJK paling 
sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan salinan 
elektronik (soft copy). Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan 
dan laporan keuangan tengah tahunan perusahaan yang terdiri dari:  
1) laporan posisi keuangan (neraca);  
2) laporan laba rugi komprehensif;  
3) laporan perubahan ekuitas;  
4) laporan arus kas;  
5) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika perusahaan menerapkan kebijakan 

akuntansi secara retrospektif, wajib membuat penyajian kembali pos-pos dalan keuangan atau 
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan  

6) catatan atas laporan keuangan.  
Dalam penyajian laporan keuangan berkala harus dinyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.  

b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Berkala wajib mengikuti ketentuan Standar Akuntansi 
Keuangan terkini sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.  

c. Apabila perusahaan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka 
Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada OJK wajib memuat informasi yang sama 
dengan laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain 
tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang 
terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. 
Apabila Bursa Efek di negara lain menetapkan batas waktu penyampaian dan pengumuman maka 
perusahaan dapat menyampaikan Laporan Keuangan Berkala mengikuti ketentuan otoritas pasar 
modal di negara lain tersebut dan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan 
Berkala kepada OJK paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan 
Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.  

d. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya.  

e. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan Laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan 
keuangan.  

f. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BEI dan OJK dan diumumkan kepada 
masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 
Pengumuman Laporan Keuangan tahunan kepada masyarakat wajib dilakukan paling sedikit dalam 
satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
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1) Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan 
(neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;  

2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir a) wajib sama dengan yang disajikan 
dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada BEI dan OJK; dan  

3) Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada BEI dan OJK paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah tanggal pengumuman.  

g. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama 
pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah 
tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku 
sebelumnya.  

h. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada BEI dan OJK dan diumumkan kepada 
masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut.  
1) paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika 

tidak disertai laporan Akuntan;  
2) paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika 

disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan  
3) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika 

disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.  
i. Pengumuman laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf h wajib 

dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional, dengan ketentuan sebagai berikut.  
1) laporan keuangan tengah tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi 

keuangan/neraca, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas;  
2) bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir a) wajib sama dengan yang disajikan 

dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada BEI dan OJK;  
3) dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit 

atas laporan keuangan, maka pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan; dan  
4) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada BEI dan OJK paling lambat 2 (dua) hari 

kerja setelah tanggal pengumuman.  
j. Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka 

pengumuman laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, wajib pula memuat paragraf 
penjelasan Akuntan atas opininya.  

k. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari libur, maka Laporan 
Keuangan Berkala wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.  

l. Membuat Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab atas Laporan Keuangan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama 
dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermaterai cukup dan 
dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK. Direksi secara tanggung renteng 
bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat termasuk kerugian yang mungkin ditimbukan.  

m. Menyusun sistem akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dan 
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang kuat, terutama dilakukan pemisahan antara 
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.  

n. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman 
yang berlaku bagi Perusahaan. 

1.4.1.10. Tugas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan 

Direksi wajib menyusun dan menyediakan serta mengumumkan Laporan Tahunan Perseroan sesuai dengan 
ketentuan UU Perseroan Terbatas. Tata laksana penyampaian Laporan Tahunan dari Direksi kepada Dewan 
Komisaris adalah sebagai berikut. 

a. Direksi menyusun dan membuat Laporan tahunan yang sudah diperiksa oleh Akuntan Publik dan 
kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris; 

b. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan 
setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Laporan tahunan 
harus memuat sekurang-kurangnya: 
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1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru 
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku 
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas 
laporan keuangan tersebut. 

2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan. 
3) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha 

Perseroan. 
5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama 

tahun buku yang baru lampau. 
6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 
7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota 

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 
c. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas 

pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan. 
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris 
dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan 
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata 
dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan 
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak 
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. 

1.4.1.11. Tugas Pengelolaan Dokumen Perusahaan 

Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan Dokumen Perusahaan termasuk afiliasinya, sesuai peraturan 
perundangan yang mengatur tentang Dokumen Perusahaan, yang mencakup: 

a. Klasifikasi dokumen perusahaan;  
b. Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan; 
c. Ketentuan dan tata cara pengalihan bentuk dokumen (dari kertas ke bentuk mikrofilm atau media 

lainnya) dan legalisasinya; serta 
d. Ketentuan dan tata cara pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen. 

Dalam pengelolaan dokumen perusahaan, Direksi wajib: 
a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, 

membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
UU tentang Dokumen Perusahaan;  

b. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen 
perusahaan lainnya; 

c. Menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen 
perusahaan lainnya di tempat kedudukan Perseroan. 

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk 
memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan Laporan Tahunan, serta mendapatkan 
salinan risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan. 

Direksi menyusun kebijakan pengelolaan informasi dan/atau dokumen elektronik, serta memastikan 
keandalan sistem elektronik di Perusahaan dalam menunjang penyelenggaraan transaksi elektronik dan 
kegiatan Perusahaan pada umumnya. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ditetapkan 
sebagai alat bukti hukum yang sah. 
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1.4.1.12. Tugas Menyimpan Daftar Pemegang Saham 

Direksi menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan 
RUPS sesuai ketentuan peraturan perundangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:  

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; 
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; 
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; 
d. Nama dan alamat dari orang/perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham 

atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal 
pendaftaran jaminan fidusia tersebut 

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan 
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi. 

Dalam Daftar Pemegang Saham, dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham. Daftar Pemegang 
Saham wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh Pemegang Saham.Daftar 
Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham Anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta 
tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang 
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 

1.4.1.13. Tugas dan Kewajiban Lain 

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran 
Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Direksi menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. 

1.4.2. Wewenang 

1.4.2.1. Wewenang Direksi 

Beradasarkan Board Manual Edisi ke-2 Nomor MP 002 tanggal 01 Juli 2024 dalam menjalankan tugasnya, 
Direksi berwenang: 

a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan; 
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan 

kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; 

c. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun, atau jaminan 
hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

d. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan; 

e. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern 
dengan persetujuan Dewan Komisaris; 

f. Menghapusbukukan piutang macet sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 
dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan; 

g. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan 
dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam 
rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan komisaris 
yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

h. Melakukan segala tindakan-tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun 
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan 
Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS. 
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i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan serta kegiatan usahanya. 

j. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada 
Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 

k. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. 
l. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan. 

m. Menyusun laporan keuangan dalam poin 4, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan 
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. 

n. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling 
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan 
disahkan. 

o. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. 
p. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di 

bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan. 
q. Menyusun laporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 
r. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris 

dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam poin 4 dan 5, dan dokumen Perseroan lainnya. 

s. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah 
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen 
keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya. 

t. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman 
yang berlaku bagi suatu Perseroan. 

u. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip 
pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan. 

v. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta 
laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A 
Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang 
Pasar Modal. 

w. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 
x. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan 

Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. 

y. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran 
Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.  

z. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. 

aa. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, 
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 

bb. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh 
tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan 
perundang-undangan yang berlaku. 

1.4.2.2. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan 

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.Jika 
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada 
Pihak Ketiga, maka berlaku ketentuan Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang bertindak untuk 
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Direksi. 
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1.4.2.3. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan 

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila: 
a. Terdapat perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, 

atau; 
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana disebutkan di atas, yang berwenang mewakili Perseroan adalah:  
a. Anggota Direksi lainnya, yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau 
b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; atau 
c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS, dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai 

benturan kepentingan dengan Perseroan. 

Dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu 
pun Anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. 

1.4.2.4. Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Lowong 

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan 
anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan wewenang yang sama 

b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan 
lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya 
Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku. 

c. RUPS diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan. 

1.4.2.5. Pemberian Kuasa Untuk Perbuatan Tertentu 

a. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berwenang mengangkat 
seorang atau lebih sebagai kuasanya, dengan memberikan kekuasaan untuk perbuatan tertentu 
yang diatur dalam surat kuasa. 

b. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan 
kuasa tertulis yang diberikan untuk keperluan itu. Seorang Anggota Direksi hanya dapat diwakili oleh 
maksimum satu orang Anggota Direksi lainnya. 

1.4.2.6. Pelaksanaan Wewenang yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris 

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: 
a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi 
(KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (build, operate and 
transfer/BOT), Bangun Serah Guna (build, transfer and operate/BTO), Bangun Guna Milik (build, 
operate and own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya 
ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; 
d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; 
e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur 

permodalan dengan nilai-nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak 
perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan 
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; 

f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan 
Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 
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g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak 
perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis 
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak 
perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 

i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avialist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan 
Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 

j. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/ 
panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 

k. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali 
pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris; 

l. Menghapuskan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas 
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

m. Melakukan tindakan yang termasuk transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan di 
bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dekom, kecuali tindakan tersebut 
termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan di bidang Pasar Modal; 

n. Tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 

Penetapan Batasan dan/atau kriteria Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1, 
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A 
Dwiwarna. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan point 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan 
batasan dan/atau kriteria tertentu ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A 
Dwiwarna. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 2 sepanjang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan 
Komisaris dan/ atau RUPS.  

Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, e, f, g, h dan i sepanjang diperlukan dalam rangka 
mengikut tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau 
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan 
Komisaris dan/atau RUPS. 

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 
a. Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas 

diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan 
Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. 

b. Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk memeriksa 
kelengkapan dokumen tersebut. 

c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan 
dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi.  

d. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan 
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.  

e. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan 
jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 
maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar.  

f. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis 
dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: 
1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh 
persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material 
yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.  
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Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan atau penjelasan serta dokumen dari 
Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan 
tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. Batasan tindakan Direksi yang memerlukan 
persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS 
serta prosedur alur pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan 
Komisaris disampaikan pada lampiran Board Manual. 

1.4.2.7. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS 

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; 

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan 
usaha Perseroan. Usulan-usulan tersebut di atas terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. 

1.4.2.8. Pelaksanaan Wewenang Direksi setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan 
Komisaris dan Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS 

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan 
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) 

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama 
lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan AD. 

Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan 
Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: 

a. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) 
dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang 
dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal 

b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal 

c. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari 
Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan 
tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. 

1.4.3. Pembagian Bidang Tugas Direktur 

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka 
dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan 
pembagian tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi 
secara kolegial sebagai Organ Perseroan. 

a. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi 
Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak 
menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di 
antara Direksi ditetapkan dalam Board of Director (BoD) Charter. 

b. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi 
Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan 
surat Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori: 1) Keputusan Direksi yang berkaitan dengan kebijakan 
level korporat ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi; 2) Keputusan Direksi yang 
bersifat operasional dalam bidang direktorat masing-masing ditanda-tangani oleh Direktur yang 
terkait atas nama Direksi. Dalam hal kedua kategori tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka 
Keputusan Direksi ditandatangani oleh Anggota Direksi yang ada. 



 

35 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

1.4.3.1. Tugas Direktur Utama (President Director) 

a. Hak dan Wewenang Direktur Utama (President Director)  
1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 

Perusahaan dengan ketentuan semua tindakannya telah disetujui oleh rapat Direksi.  
2) Menunjuk wakil/kuasanya dengan menggunakan surat penunjukan kepada Anggota Direksi 

lain, jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun.  
b. Tugas Direktur Utama (President Director)  

1) Mengkoordinasi penyelenggaraan fungsi pengurusan/pengelolaan perusahaan oleh para 
anggota Board of Director sesuai tugas pokok Perusahan dan melaksanakan tugas lain sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS.  

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Board of Directors yang dilakukan oleh para Direksi 
dan mengendalikan pelaksanaan tugas meliputi pengawasan intern, sekretariat Perusahaan, 
perencanaan strategis Perusahaan, pengadaan barang dan/atau jasa, manajemen risiko dan 
kepatuhan serta manajemen Proyek. 

3) Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, dalam hal:  
- Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasar-

kan prinsip efisiensi, efektif dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan.  
- Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan seluruh strategi pengelolaan Perusahaan 

secara menyeluruh.  
- Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan.  
- Mengkoordinir menyiapkan RJPP, dan menyampaikan RJPP yang telah ditandatangani ber-

sama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. 

1.4.3.2. Tugas Direktur Operasi I 

Menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya terkait dengan pelaksanaan proyek 
infrastruktur, termasuk namun tidak terbatas pada proses pemasaran, produksi, pengendalian, dan mutu 
pekerjaan, membawahi: 

a. Departemen Infrastruktur 1 (mencakup wilayah Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat); 
b. Departemen Infrastruktur 2 (mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua); 
c. Departemen Pemasaran. 

1.4.3.3. Tugas Direktur Operasi II 

Menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya terkait dengan pelaksanaan proyek gedung, 
energi dan industrial, dan perkeretaapian, termasuk namun tidak terbatas pada proses pemasaran, 
produksi, pengendalian, dan mutu pekerjaan, membawahi: 

a. Departemen Perkeretaapian; 
b. Departemen Energi & Industrial; 
c. Departemen Gedung. 

1.4.3.4. Tugas Direktur Operasi III 

Menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya terkait dengan fungsi QHSE, pengembang-
an bisnis, pengendalian operasi dan monitoring portofolio bisnis anak perusahaan dan afiliasi, membawahi:  

a. Departemen QHSE; 
b. Departemen Pengembangan Bisnis; 
c. Departemen Pengendali Operasi. 
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1.4.3.5. Tugas Direktur Keuangan 

Menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya terkait dengan fungsi keuangan termasuk 
namun tidak terbatas pada strategi pendanaan, akuntansi, pajak, konsolidasi hasil usaha, strategi korporasi 
dan ESG, manajemen asset, tanggung jawab sosial & lingkungan dan investor relations, membawahi: 

a. Departemen Akuntansi; 
b. Departemen Keuangan; 
c. Departemen Strategi Korporasi. 

1.4.3.6. Tugas Direktur Human Capital dan Legal 

Menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya terkait dengan fungsi human capital, Legal, 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), 
Adhi Learning Center (ALC) dan Supply Chain Management (SCM), membawahi: 

a. Departemen Human Capital; 
b. Departemen Legal; 
c. Departemen Supply Chain Management; 
d. Adhi Learning Center. 

1.4.3.7. Tugas Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman 

Menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya namun tidak terbatas pada fungsi 
manajemen risiko, kesisteman, IT & inovasi, membawahi: 

a. Departemen Manajemen Risiko; 
b. Departemen Kesisteman Korporasi dan IT. 

Untuk evaluasi Anak Perusahaan/Afiliasi terkait aspek human capital, keuangan, dan hukum dilakukan 
melalui Direktur Fungsional masing–masing yang membidangi fungsi Human Capital, Keuangan, Legal, 
Manajemen Risiko, Kesisteman, SPI, dan Corsec. 
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Gambar 1.11: Struktur Organisasi ADHI 

1.5.1. Beban Organisasi 

Dalam lanskap industri engineering & construction yang kompetitif ADHI menghadapi Beban Organisasi yang 
kompleks dan multidimensional, merujuk pada segala tantangan, tanggung jawab, dan tekanan yang 
mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan sumber daya perusahaan. Ini mencakup spektrum luas, mulai dari 
kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang ketat dalam proyek infrastruktur, manajemen risiko proyek 
berskala besar, efisiensi operasional di berbagai lini bisnis, hingga optimalisasi sumber daya manusia dan 
teknologi di lapangan. Mengelola beban ini secara efektif adalah kunci keberlanjutan dan pertumbuhan 
ADHI, di mana perusahaan tidak dapat menghilangkan beban ini, melainkan harus mengidentifikasi, 
mengukur, dan mengelolanya melalui investasi teknologi konstruksi, perampingan proses bisnis, 
pemberdayaan engineer dan tenaga ahli, serta membangun budaya adaptif terhadap dinamika pasar dan 
regulasi. Kegagalan dalam hal ini dapat memperlambat proyek, meningkatkan biaya, dan mengurangi daya 
saing, sementara keberhasilan mengubah beban menjadi peluang akan mendorong ADHI untuk terus 
memimpin dalam pembangunan infrastruktur nasional dan mencapai kinerja finansial yang optimal. 

1.5.2. Penjelasan Garis Komando  

Garis komando dalam struktur organisasi mengacu pada hirarki hubungan pelaporan yang jelas dan tidak 
terputus dari tingkat atas manajemen hingga karyawan tingkat paling bawah. Ini adalah rantai otoritas yang 
menentukan siapa melapor kepada siapa, memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki 
atasan yang jelas. Berikut garis komando pada ADHI yang mangacu pada Board Manual Edisi ke-2 nomor MP 
002 tanggal 01 Juli 2024. 
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1. Komisaris (Dewan Komisaris) 
Peran : Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai 

anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris tidak terlibat 
langsung dalam operasional harian perusahaan. 

Melapor kepada : Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS) 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada: Direksi  
 

2. Direktur Utama 
Peran : Sebagai pemimpin strategis dan koordinator utama yang bertanggung jawab atas 

seluruh pengelolaan dan operasional perusahaan, termasuk mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas Board of Directors dan para Direksi, merencanakan serta 
menetapkan kebijakan dan strategi perusahaan, mengendalikan dan mengevaluasi 
seluruh kegiatan, serta memastikan penyusunan dan penyampaian Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP) kepada RUPS. 

Melapor kepada : Dewan Komisaris 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Operasi III, Direktur Keuangan, Direktur 

Human Capital dan Legal, Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman 
 

3. Direktur Operasi I 
Peran : Bertanggung jawab penuh atas segala tindakan pengurusan Perseroan, khususnya 

dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Peran ini mencakup proses pemasaran, 
produksi, pengendalian, dan mutu pekerjaan. Untuk menjalankan tugasnya, Direktur 
Operasi I membawahi Departemen Infrastruktur 1 yang meliputi wilayah Sumatera, 
Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Departemen Infrastruktur 2 yang mencakup Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta 
Departemen Pemasaran. 

Melapor kepada : Direktur Utama 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  General Manager Infrastruktur I, General Manager Infrastruktur II, General Manager 

Pemasaran  
 

4. Direktur Operasi II 
Peran : Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh tindakan pengurusan Perseroan, 

dengan fokus utama pada pengelolaan proyek-proyek di sektor gedung, energi dan 
industri, serta perkeretaapian. Lingkup tanggung jawab ini mencakup keseluruhan 
proses mulai dari pemasaran, produksi, pengendalian, hingga penjaminan mutu 
pekerjaan. Dalam menjalankan perannya, Direktur Operasi II membawahi dan meng-
koordinasikan kinerja Departemen Perkeretaapian, Departemen Energi & Industrial, 
serta Departemen Gedung 

Melapor kepada : Direktur Utama 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  General Manager Perkeretaapian, General Manager Energi & Industrial, General 

Manager Gedung  
 

5. Direktur Operasi III 
Peran : Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan segala tindakan pengurusan 

Perseroan, dengan fokus utama pada fungsi QHSE (Quality, Health, Safety, and 
Environment), pengembangan bisnis strategis, pengendalian operasi, serta monitoring 
portofolio bisnis anak perusahaan dan afiliasi. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur 
Operasi III membawahi dan mengkoordinasikan kinerja Departemen QHSE, 
Departemen Pengembangan Bisnis, dan Departemen Pengendali Operasi. 

Melapor kepada : Direktur Utama 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  General Manager QHSE, General Manager Pengembangan Bisnis, General Manager 

Pengendali Operasi  
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6. Direktur Keuangan 
Peran : Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, 

khususnya yang berkaitan dengan fungsi keuangan. Hal ini mencakup, namun tidak 
terbatas pada strategi pendanaan, akuntansi, pajak, konsolidasi hasil usaha, strategi 
korporasi dan ESG, manajemen asset, tanggung jawab sosial & lingkungan dan investor 
relations. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Keuangan membawahi dan 
mengkoordinasikan kinerja Departemen Akuntansi, Departemen Keuangan, serta 
Departemen Strategi Korporasi. 

Melapor kepada : Direktur Utama 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  General Manager Akuntansi, General Manager Keuangan, General Manager Strategi 

Korporasi 
 

7. Direktur Human Capital dan Legal 
Peran : Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan, 

yang secara spesifik mencakup fungsi-fungsi krusial seperti pengelolaan modal 
manusia (Human Capital), aspek hukum (Legal), penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance), pengawasan Fungsi Kepatuhan Anti 
Penyuapan (FKAP), pengembangan melalui Adhi Learning Center (ALC), serta 
manajemen rantai pasok (Supply Chain Management), dengan membawahi 
departemen-departemen terkait untuk memastikan tercapainya tujuan strategis 
perusahaan. 

Melapor kepada : Direktur Utama 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  General Manager Human Capital, General Manager Legal, General Manager Supply 

Chain Management, Kepala Adhi Learning Center 
 

8. Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman 
Peran : Memegang peranan krusial dalam mengelola seluruh aspek operasional Perseroan, 

dengan fokus utama pada pengawasan dan pengembangan fungsi manajemen risiko, 
kesisteman, teknologi informasi, serta inovasi. Posisi ini bertanggung jawab penuh atas 
arah strategis dan operasional Departemen Manajemen Risiko, serta Departemen 
Kesisteman Korporasi dan IT, guna memastikan keberlanjutan bisnis, efisiensi 
operasional, dan adaptasi terhadap dinamika pasar melalui solusi teknologi yang 
relevan dan pengelolaan risiko yang proaktif. 

Melapor kepada : Direktur Utama 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  General Manager Manajemen Risiko, General Manager Kesisteman Korporasi dan IT 
 

9. Satuan Pengawas Intern (Audit Internal) 
Peran : Memastikan tata kelola perusahaan yang efektif melalui penyusunan dan pelaksanaan 

rencana audit internal tahunan. Bertanggung jawab untuk menguji serta mengevaluasi 
implementasi pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, sekaligus 
melakukan pemeriksaan komprehensif atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang 
operasi-onal, termasuk keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, dan 
teknologi informasi. Selain itu, SPI bertugas memberikan rekomendasi perbaikan yang 
objektif, menyusun laporan hasil audit untuk Direktur Utama dan Dewan Komisaris, 
memantau tindak lanjut perbaikan, berkolaborasi dengan Komite Audit, serta 
mengembangkan program evaluasi mutu kegiatan audit internal, termasuk 
pelaksanaan pemeriksaan khusus sesuai kebutuhan. 

Melapor kepada : Direktur Utama dan Dewan Komisaris 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada: Semua tingkat manajemen 
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10. Corporate Secretary 
Peran : Memastikan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) guna meningkatkan 

pelayanan kepada pemegang saham dan membangun citra positif perusahaan, dengan 
tanggung jawab utama meliputi pemantauan regulasi pasar modal, penyediaan 
informasi akurat dan tepat waktu kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta pemangku 
kepentingan, pengelolaan keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan dan 
dokumentasi rapat-rapat penting, serta bertindak sebagai penghubung strategis, 
didukung oleh kewenangan untuk mengakses informasi material, menetapkan 
kebijakan operasional, dan memimpin inisiatif yang mendukung kepatuhan dan 
pencitraan perusahaan. 

Melapor kepada : Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris 
Memberi Perintah/Nasihat Kepada:  
  Manager Biro Corporate Communications dan Office Support, Manager Biro Investor 

Relations, Biro Kesekretariatan   

1.5.3. Penjelasan Singkat Fungsi Unit Utama 

Dalam lanskap korporat yang dinamis, keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan sangat bergantung pada 
orkestrasi yang efektif dari unit-unit fungsional intinya. Setiap unit memegang peranan krusial dalam rantai 
nilai, berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis dan keunggulan kompetitif. Dalam struktur organisasi 
ditetapkan dua jenis unit kerja yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi yaitu: 

a. Unit Kerja Operasi 
Unit Kerja Operasi adalah unit kerja yang mengelola secara menyeluruh dan optimal pada sumber daya 
manusia, barang-barang seperti mesin, peralatan, barang mentah yang menghasilkan produk barang dan 
jasa dan menciptakan laba/profit. Pembagian Lingkup Kerja Operasi sesuai dengan bidang usaha dapat 
dijelaskan pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5: Lingkup Kerja Operasi sesuai dengan Bidang Usaha 

Bidang Usaha Lingkup Kerja Wilayah Operasi 

Infrastruktur 1 Pembangunan proyek Infrastruktur Wilayah Barat, terdiri dari Sumatera, 
Jakarta, Banten, Jawa Barat. 

Infrastruktur 2 Pembangunan proyek Infrastruktur Wilayah Timur, terdiri dari Jawa Tengah, 
DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua 

Gedung Pembangunan proyek dan 
pemasaran Gedung 

Seluruh Wilayah Operasional 
ADHI 

Energi & Industrial Pembangunan proyek dan 
pemasaran Energi dan Industrial 

Seluruh Wilayah Operasional 
ADHI 

Perkeretaapian Pembangunan proyek dan 
pemasaran perkeretaapian 

Seluruh Wilayah Operasional 
ADHI, Regional 

b. Unit Kerja Penunjang Operasi 
Unit Kerja Penunjang Operasi adalah unit kerja yang memberikan dukungan kegiatan operasi perusahaan 
dalam aspek pengawasan internal, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan 
strategi keuangan dan pendanaan, pengelolaan manajemen risiko, pengadaan material, dan aspek lain 
serta tidak menghasilkan laba/profit. Lingkup unit kerja Penunjang Operasi dijelaskan sesuai Tabel 1.6. 
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Tabel 1.6: Lingkup Unit Kerja Penunjang Operasi 

Lingkup Kerja Bidang 

Hubungan Investor dan TJSL, Komunikasi Korporasi, Kesekretariatan dan Umum Corporate Secretary 
Internal audit atau pengawasan internal Satuan Pengawasan Intern 
Penyusunan strategi pemasaran SDA, Bina Marga, Perhubungan dan BUMN, Cipta Karya 
serta pengelolaan administrasi dan kualifikasi pemasaran Infrastruktur, serta pembinaan 
terhadap pemasaran non Infrastruktur. 

Pemasaran 

Pengelolaan strategi keuangan dan pendanaan, keuangan, dan manajemen aset Keuangan 
Pengelolaan aktivitas akuntansi dan pajak, dan konsolidasi hasil usaha Akuntansi 
Perencanaan strategis dan evaluasi program pengembangan usaha (diversifikasi bisnis) 
dan pengelolaan serta implementasi ESG 

Strategi Korporasi 

Pengelolaan dan Pengendalian kegiatan operasi serta pelaporan kinerja operasi Pengendali Operasi 
Pengelolaan Manajemen Risiko Manajemen Risiko 
Perencanaan dan pengembangan kesisteman & IT, inovasi & knowledge management, 
serta implementasi BIM 

Kesisteman Korporasi & IT 

Pengembangan organisasi, manajemen talenta, rekrutmen, pengharkatan, hubungan 
industrial, serta pengembangan kompetensi 

Human Capital 

Pengelolaan Learning Center (pelatihan dan sertifikasi) Adhi Learning Center (ALC) 
Pengelolaan litigasi, legal korporasi & pertanahan, analisa hukum terhadap kontrak kerja 
sama dengan pihak lain 

Legal 

Perencanaan pengadaan material kebutuhan proyek melalui Supply Chain Management. Supply Chain Management 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Quality Assurance dan QHSES QHSE (Quality, Health, Safety 

and Environment) 
Pengelolaan kerja sama investasi dan bisnis, analisa kelayakan proyek investasi, 
penyusunan rencana bisnis dan kerja sama investasi, monitoring dan evaluasi kinerja 
Anak Perusahaan dan  Perusahaan Afiliasi. 

Pengembangan Bisnis 

1.5.4. Tanggal Efektif Struktur 

Struktur Organisasi terbaru ditetapkan dengan SK Direksi tentang Penetapan Struktur Organisasi nomor 014-
6/2024/217 tanggal 25 Juni 2024 dan SK Direksi tentang Penetapan Struktur Organisasi Mikro nomor 014-
6/2024/230A tanggal 28 Juni 2024. Struktur organisasi secara resmi mengalami penyesuaian dan 
diberlakukan secara penuh. Penetapan tanggal efektif ini merupakan hasil dari evaluasi komprehensif dan 
strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan akuntabilitas, dan 
memperkuat kapabilitas adaptif perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. 
Perubahan struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan unit kerja memiliki peran yang 
jelas, alur komunikasi yang efektif, serta rentang kendali yang proporsional. Harapannya, dengan implemen-
tasi struktur baru ini, sinergi antar unit kerja akan semakin solid, pengambilan keputusan dapat dilakukan 
dengan lebih cepat dan tepat, serta seluruh sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal 
untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. 

1.6. Implementasi Aspek Keberlanjutan/ESG 

ADHI telah menetapkan Tata Kelola Environment, Social and Governance PT ADHI KARYA (Persero) Tbk dalam 
Manual Perusahaan/MP 017 Edisi 1, sesuai SKD Nomor 014-6/2023/239. Tata Kelola ESG ADHI, merupakan 
pedoman yang mengatur pengelolaan ESG ADHI, sehingga mampu menciptakan nilai (creating value) bagi 
perusahaan dan para stakeholders, serta untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan 
(sustainability) yang mendukung SDGs untuk menciptakan bumi sebagai tempat yang lebih layak bagi 
generasi mendatang. 
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Tata Kelola ESG ADHI merupakan salah satu aksi nyata ADHI dalam mendukung program Pemerintah yang 
mewajibkan pengelolaan ESG yang berkaitan dengan infrastruktur. Tujuan dari Tata Kelola ESG ADHI: 

1. Ecological Impact: memperkuat kesadaran akan pentingnya identifikasi dan penilaian risiko 
lingkungan pada proyek konstruksi guna mengendalikan potensi biaya tambahan dan risiko finansial 

2. Product Quality & Safety: mengelola dampak lingkungan sepanjang siklus hidup bangunan dan 
infrastruktur melalui desain yang berkelanjutan, efisien dan sesuai standar guna mendukung kinerja 
lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik. 

3. Employee Health & Safety: memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat, bebas 
dari cedera, penyakit dan kematian melalui penerapan sistem manajemen keselamatan, pelatihan, 
pengawasan dan pemenuhan regulasi guna melindungi kesehatan fisik dan mental seluruh tenaga 
kerja, termasuk kontraktor dan subkontraktor. 

4. Product Design & Lifecycle Management: Mengendalikan dan mereduksi dampak siklus hidup 
dalam mengonsumsi sumber daya alam untuk proses konstruksi. 

5. Business Ethics: Memperkuat pentingnya penerapan budaya etika, kepatuhan, tata kelola 
Perusahaan yang baik dan pengendalian internal sebagai upaya mitigasi risiko suap dan korupsi serta 
dapat menjaga reputasi perusahaan. 

ADHI juga telah menetapkan Komite ESG ADHI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 
014-6/2024/297, yang terdiri dari Steering Committee (BoD ADHI) dan Organizing Committee (para BoD-1 
yang membidangi fungsi yang relevan dengan ESG). Komite ESG bertugas untuk menyusun strategi dan 
kebijakan ESG ADHI, serta roadmap ESG ADHI 2025-2035 yang tertuang dalam RJPP ADHI 2025-2029, sesuai 
yang ditunjukkan pada Gambar 1.12 di bawah ini. 

 
Gambar 1.12: Roadmap ESG ADHI 2025-2035 

Sumber: RJPP 2025-2029 
 

1.6.1. Kebijakan Keberlanjutan 

ADHI akan senantiasa memberikan hasil karya terbaik untuk membangun infrastruktur yang menjadi 
kebanggaan bangsa, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola Perusahaan yang baik 
sehingga menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih baik bagi generasi masa depan serta menjamin 
keberlangsungan bisnis Perusahaan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan memberikan dampak yang 
positif, dengan berkomitmen sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 1.7 di bawah ini. 
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Tabel 1.7: Kebijakan Keberlanjutan dan Keselarasan SDGs 

No Kebijakan Keselarasan SDGs 

1 Menciptakan kesadaran pengelolaan lingkungan dengan 
menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik serta 
mentaati peraturan perundang-undangan tentang lingkungan; 

 

2. Pengelolaan sumber daya dan energi secara efisien dan 
berkelanjutan; 

 

 

3. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim mencakup 
pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan 
ketahanan terhadap bencana alam; 

 

4. Perlindungan keanekaragaman hayati;  

  

5. Melibatkan masyarakat sekitar untuk mendorong 
pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan; 

 

6. Mendorong peningkatan kesejahteraan komunitas sekitar 
selaku pemangku kepentingan perusahaan; 

 

7. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas 
Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 

 

8. Menjunjung tinggi pengembangan karyawan yang 
berkelanjutan, keberagaman, dan prinsip-prinsip Hak Asasi 
Manusia; 

 

9. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
menyediakan tempat dan peralatan kerja yang aman dan layak 
bagi pekerja; 

 

10. Menerapkan standar tertinggi praktik Tata Kelola Perusahaan 
yang baik demi terciptanya institusi yang efektif, transparan, 
dan akuntabel. Menegakkan praktik antikorupsi, 
antipenyuapan, serta anti kecurangan untuk semua pemangku 
kepentingan serta memenuhi aspek Compliance, 
Conformance dan Performance. 

 

11. Memberikan produk dan layanan maksimal kepada pelanggan 
dan stakeholder lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, serta standar dan spesifikasi yang diperjanjikan. 

 

Sumber: Dokumen MP 017 Edisi 1 

1.6.2. Program dan Inisiatif Lingkungan 

E.1. Menciptakan kesadaran pengelolaan lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan 
yang baik serta mentaati peraturan perundang-undangan tentang lingkungan 

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, setiap kegiatan operasional memiliki potensi 
memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak 
tersebut dapat berupa peningkatan emisi, kebisingan, gangguan terhadap tata air, hingga pengelolaan 
limbah konstruksi yang belum optimal. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan 
kerusakan lingkungan dan menciptakan risiko hukum serta reputasi bagi perusahaan. 

Menyadari pentingnya peran industri konstruksi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, 
perusahaan perlu memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk nyata 
komitmen tersebut adalah dengan menciptakan kesadaran pengelolaan lingkungan di seluruh jajaran 
organisasi. Kesadaran ini harus diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang baik, 
terstruktur, dan sesuai standar. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup 
juga merupakan aspek fundamental yang tidak dapat ditawar.  
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Kepatuhan hukum tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga mencerminkan integritas perusahaan 
dalam menjunjung prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan tanggung jawab 
sosial serta lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan menginisiasi program yang bertujuan untuk 
membangun kesadaran lingkungan secara menyeluruh, memperkuat sistem manajemen lingkungan yang 
telah ada, serta memastikan seluruh kegiatan konstruksi senantiasa sejalan dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 

Tujuan Program E.1: 
1. Meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh lini organisasi khususnya terkait dampak kegiatan 

konstruksi terhadap lingkungan hidup; 
2. Menerapkan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan sesuai standar ISO 14001; 
3. Memastikan seluruh kegiatan operasional mematuhi peraturan internal perusahaan dan perundang-

undangan lingkungan hidup yang berlaku; 
4. Mengurangi risiko lingkungan dan potensi pelanggaran hukum melalui pendekatan pencegahan dan 

pengendalian dampak lingkungan secara sistematis; 
5. Mendorong keterlibatan aktif karyawan dan mitra kerja dalam upaya pelestarian lingkungan melalui 

pelatihan, sosialisasi dan program kampanye internal; 
6. Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara lingkungan, 

sekaligus mendukung pencapaian target ESG (Environmental, Social, Governance) Perusahaan; 
7. Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh proses konstruksi, dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca konstruksi; dan 
8. Memastikan proyek dan kantor menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan limbah baik B3 

(Bahan Berbahaya dan Beracun) dan non B3  yang timbul akibat aktivitas pekerjaan untuk menghindari  
perubahan langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan serta melakukan pemanfaatan limbah 
yang dapat digunakan kembali melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

E.2. Pengelolaan sumber daya dan energi secara efisien dan berkelanjutan 

Penggunaan sumber daya alam dan energi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses operasional, 
mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan infrastruktur. Namun, tingginya 
konsumsi material seperti air, batu, semen, baja serta energi listrik dan bahan bakar berisiko menimbulkan 
tekanan terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya di masa depan apabila tidak dikelola secara 
bijaksana. Di sisi lain, tren global menunjukkan bahwa efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang 
berkelanjutan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan baik dari sisi ekonomi, 
lingkungan, maupun reputasi. Pemerintah Indonesia juga telah mendorong penerapan prinsip pembangunan 
berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan regulasi termasuk yang mengatur efisiensi energi dan 
konservasi sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah strategis dalam mengelola 
sumber daya dan energi secara efisien dan berkelanjutan tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap 
regulasi tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.  

Pengelolaan ini dapat diwujudkan melalui pendekatan sistematis seperti penerapan teknologi hemat energi 
penggunaan material ramah lingkungan, pengurangan limbah konstruksi serta edukasi kepada seluruh 
pekerja dan mitra kerja terkait praktik kerja yang efisien dan bertanggung jawab. Melalui inisiatif ini, 
perusahaan diharapkan dapat mengurangi jejak ekologis meningkatkan produktivitas operasional serta 
berkontribusi secara nyata terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam bagi 
generasi mendatang. 

Tujuan Program E.2: 
1. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam dalam seluruh tahapan kegiatan 

konstruksi mulai dari perencanaan hingga operasional; 
2. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan material bangunan yang berkelanjutan sebagai bagian 

dari strategi keberlanjutan Perusahaan; 
3. Membangun budaya kerja hemat energi dan sumber daya di seluruh lini organisasi termasuk 

karyawan, mitra kerja dan subkontraktor; 
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait efisiensi energi dan konservasi sumber daya yang 

ditetapkan oleh pemerintah maupun standar; dan 
5. Mendukung pencapaian target ESG dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB/SDGs), khususnya dalam bidang energi bersih dan aksi iklim. 
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E.3. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca dan 
peningkatan ketahanan terhadap bencana alam 

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor 
termasuk industri konstruksi. Peningkatan suhu bumi naiknya permukaan air laut, perubahan pola curah 
hujan dan frekuensi bencana alam yang semakin tinggi menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim tidak lagi 
menjadi isu masa depan melainkan kenyataan yang harus segera dihadapi. Sebagai sektor yang 
berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi fosil transportasi logistik, 
penggunaan bahan bangunan konvensional serta aktivitas operasional lainnya. Industri konstruksi memiliki 
tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim khususnya dalam 
pengurangan emisi karbon. Selain itu proyek-proyek konstruksi juga semakin rentan terhadap dampak 
bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan gelombang panas yang mengharuskan perusahaan untuk 
memperkuat kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Perusahaan diharapkan mampu mengelola risiko iklim 
secara proaktif mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca serta memperkuat peran sektor 
konstruksi dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan yang tangguh terhadap iklim.  

Tujuan Program E.3: 
1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasional konstruksi melalui efisiensi energi, 

optimalisasi penggunaan bahan bakar dan penggunaan material rendah karbon; 
2. Meningkatkan ketahanan infrastruktur dan operasional perusahaan terhadap dampak perubahan 

iklim dan bencana alam seperti banjir, longsor dan cuaca ekstrem; 
3. Mengintegrasikan prinsip mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam seluruh proses 

perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi; 
4. Mendorong penggunaan teknologi dan praktik konstruksi yang ramah lingkungan seperti sistem 

bangunan hijau (green building) dan perencanaan berbasis risiko iklim; 
5. Membangun kapasitas SDM perusahaan melalui pelatihan dan edukasi terkait perubahan iklim, 

pengurangan emisi dan manajemen risiko bencana; 
6. Mendukung pencapaian target nasional dan global terkait penurunan emisi dan adaptasi iklim 

termasuk kontribusi terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia; dan 
7. Meningkatkan kesadaran dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat, 

pemerintah dan mitra kerja dalam menghadapi tantangan iklim secara berkelanjutan. 

E.4. Perlindungan keanekaragaman hayati 

Keanekaragaman hayati merupakan fondasi penting bagi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup 
manusia. Indonesia sebagai negara megadiverse memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi baik dari segi 
flora maupun fauna. Namun, dalam beberapa dekade terakhir keanekaragaman hayati menghadapi 
ancaman serius akibat degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, serta tekanan dari aktivitas pembangunan 
termasuk di sektor konstruksi. Kegiatan konstruksi yang melibatkan pembukaan lahan, penggalian tanah, 
pemanfaatan material alam, serta pembangunan infrastruktur di kawasan sensitif ekologis dapat 
memberikan dampak negatif terhadap habitat alami dan keberadaan spesies lokal.  

Oleh karena itu penting bagi perusahaan konstruksi untuk mengambil peran aktif dalam perlindungan dan 
pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. 
Perusahaan diharapkan dapat meminimalkan dampak ekologis dari setiap proyek konstruksi menjaga 
kelestarian habitat lokal serta mendorong keterlibatan karyawan dan masyarakat dalam konservasi hayati. 
Program ini juga menjadi landasan dalam membangun reputasi perusahaan yang bertanggung jawab, 
tangguh terhadap risiko lingkungan dan mendukung pembangunan yang berwawasan ekologis. 

Tujuan Program E.4: 
1. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang terdampak oleh kegiatan konstruksi 

terutama di area yang memiliki nilai ekologis tinggi; 
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko terhadap habitat alami dan spesies lokal sebelum, selama 

dan setelah pelaksanaan proyek; 
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan serta kontraktor tentang pentingnya 

perlindungan flora dan fauna dalam setiap tahapan proyek; 
4. Mendorong penerapan prinsip konservasi keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan, perencanaan 

proyek dan operasional Perusahaan; 
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5. Membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat 
lokal untuk mendukung kegiatan konservasi di wilayah operasional Perusahaan; 

6. Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 15 (ekosistem darat); 
7. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup yang terkait dengan perlindungan satwa 

liar kawasan lindung dan konservasi spesies; dan 
8. Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab secara 

lingkungan dan sosial. 

1.6.3. Program Sosial  

S.1. Melibatkan masyarakat sekitar untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang ber-
kelanjutan 

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL), penting bagi perusahaan untuk 
melibatkan masyarakat sekitar secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendorong 
pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Keterlibatan ini dapat berupa penciptaan lapangan 
kerja lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dukungan terhadap UMKM, program pendidikan dan 
kesehatan hingga pembangunan infrastruktur dasar. Melalui pendekatan ini perusahaan tidak hanya 
memperkuat hubungan dengan masyarakat tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan nilai bersama 
(shared value) dan memastikan keberlanjutan sosial di sekitar wilayah operasional. 

Tujuan Program S.1: 
1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan dan operasional proyek 

konstruksi; 
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja, 

pengembangan UMKM dan program kewirausahaan; 
3. Membangun kapasitas sosial masyarakat melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan 

keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal; 
4. Meningkatkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sebagai bentuk kontribusi 

nyata terhadap pembangunan berkelanjutan; 
5. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terutama tujuan 1 (tanpa 

kemiskinan), 4 (pendidikan berkualitas) dan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); 
6. Mengidentifikasi dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat agar program 

CSR/TJSL lebih berdampak dan berkelanjutan; 
7. Membentuk kemitraan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lokal termasuk pemerintah daerah, 

organisasi sosial dan tokoh masyarakat; dan 
8. Mengupayakan diseminasi informasi yang transparan dan bertanggung jawab khususnya kepada 

masyarakat sekitar. 

S.2. Mendorong peningkatan kesejahteraan komunitas sekitar selaku pemangku kepentingan perusahaan 

Komunitas atau masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan merupakan pemangku 
kepentingan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan aktivitas usaha. Dalam konteks industri 
konstruksi kehadiran proyek di suatu wilayah tidak hanya membawa dampak terhadap lingkungan fisik tetapi 
juga terhadap dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Jika tidak dikelola secara inklusif 
hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal dapat menimbulkan potensi risiko sosial seperti 
ketimpangan, konflik kepentingan atau resistensi terhadap kegiatan proyek. Namun sebaliknya jika dikelola 
dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif kehadiran perusahaan justru dapat menjadi motor penggerak 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Sebagai wujud tanggung jawab 
sosial dan keberlanjutan perusahaan penting untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar secara terarah dan terukur. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program 
pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pelatihan keterampilan, akses terhadap layanan dasar, hingga 
dukungan terhadap infrastruktur sosial. Meningkatkan kesejahteraan komunitas bukan hanya merupakan 
bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional tetapi juga menciptakan hubungan yang 
harmonis saling menguntungkan dan berkelanjutan antara perusahaan dengan masyarakat sebagai 
pemangku kepentingan utama. Dengan hubungan yang harmonis akan memberikan perusahaan social 
license to operate sehingga kegiatan perusahaan diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar.  
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Tujuan Program S.2: 
1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan dan operasional proyek 

konstruksi; 
2. Membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan komunitas 

lokal sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama; 
3. Memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan 

kerja lokal serta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM); 
4. Mendukung akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan 

infrastruktur sosial lainnya; 
5. Menghargai dan mendukung kegiatan kebudayaan masyarakat sekitar apabila memungkinkan; 
6. Tidak menyalahi Hak Asasi Manusia komunitas sekitar wilayah operasi perusahaan; 
7. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL/CSR); 
8. Mengurangi risiko sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan proyek 

konstruksi Perusahaan; 
9. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 1 (tanpa 

kemiskinan), 3 (kehidupan sehat), 4 (pendidikan berkualitas) dan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan 
ekonomi); 

10. Menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan masyarakat 
terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; dan 

11. Mendukung karyawan-karyawan atas inisiatifnya dalam melibatkan diri ke dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan.  

S.3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas UMKM/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Keberadaan UMKM menjadi bagian dari ekosistem sosial-ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari 
operasional perusahaan. Namun UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan 
akses terhadap pembiayaan, minimnya pelatihan dan pendampingan, rendahnya kualitas produk dan 
layanan, kurangnya pemahaman atas pengembangan produk dan pemasaran serta keterbatasan dalam 
penetrasi pasar. Tanpa dukungan yang memadai potensi besar UMKM dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi lokal belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan 
komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong  
pemberdayaan dan pengembangan kapasitas UMKM khususnya yang berada di wilayah operasional. Melalui 
pendekatan kolaboratif perusahaan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan daya saing UMKM 
melalui pelatihan, akses pasar, pendampingan usaha, hingga peluang kemitraan. Program ini tidak hanya 
akan memperkuat ekonomi masyarakat sekitar tetapi juga menciptakan hubungan yang saling 
menguntungkan antara perusahaan dan komunitas lokal serta memperkuat reputasi perusahaan sebagai 
mitra pembangunan yang inklusif dan bertanggung jawab. 

Tujuan Program S.3: 
1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan dan operasional proyek 

konstruksi; 
2. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar proyek melalui penguatan usaha lokal dan 

penciptaan peluang usaha baru; 
3. Memfasilitasi akses UMKM terhadap pelatihan, pendampingan dan informasi pasar termasuk 

pemanfaatan teknologi digital dan inovasi produk; 
4. Membuka peluang kemitraan antara perusahaan dan UMKM lokal khususnya dalam rantai pasok 

proyek konstruksi (misalnya penyedia logistik, konsumsi atau bahan lokal); 
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah operasional perusahaan melalui pemberdayaan usaha 

kecil yang inklusif dan berkeadilan; 
6. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama tujuan 8 (pekerjaan 

layak dan pertumbuhan ekonomi) dan 9 (industri, inovasi dan infrastruktur); dan 
7. Meningkatkan daya saing UMKM lokal agar mampu bertahan dan berkembang menghadapi tantangan 

ekonomi dan perubahan pasar. 
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S.4. Menjunjung tinggi pengembangan karyawan yang berkelanjutan, keberagaman dan prinsip-prinsip 
Hak Asasi Manusia 

Dalam dunia kerja yang dinamis pengembangan karyawan tidak lagi terbatas pada pelatihan teknis 
melainkan juga mencakup peningkatan kapasitas kepemimpinan, keseimbangan kerja dan kehidupan hingga 
kesempatan untuk berkembang secara adil dan inklusif. Di sisi lain perusahaan juga memiliki tanggung jawab 
untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghormati perbedaan baik gender, latar belakang, usia, budaya, 
maupun kemampuan fisik sebagai bagian dari penerapan prinsip keberagaman dan inklusi. Lebih dari itu 
perusahaan wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan terhadap 
pekerja dari diskriminasi, pelecehan, kerja paksa, maupun pelanggaran hak-hak dasar lainnya. Hal ini selaras 
dengan prinsip-prinsip United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights serta berbagai 
peraturan nasional yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang adil, aman, inklusif dan bermartabat sekaligus mendukung pertumbuhan karyawan 
sebagai individu dan profesional yang berdaya saing tinggi yang terus berkembang. 

Tujuan Program S.4: 
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, 

manajerial dan pengembangan kepemimpinan; 
2. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman tanpa diskriminasi 

berdasarkan gender, usia, agama, latar belakang atau kondisi fisik; 
3. Menjamin pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tempat kerja termasuk hak atas 

upah yang adil, kondisi kerja yang aman serta kebebasan berserikat; 
4. Mengintegrasikan prinsip keberagaman, kesetaraan, dan HAM dalam kebijakan SDM, proses 

rekrutmen, promosi dan pengambilan keputusan manajerial; 
5. Mendorong budaya kerja yang menghormati martabat setiap individu serta membangun komunikasi 

dan hubungan industrial yang sehat di lingkungan kerja; 
6. Meningkatkan kesadaran seluruh jajaran karyawan dan manajemen terhadap pentingnya penerapan 

nilai-nilai HAM, inklusi, dan pengembangan manusia dalam praktik bisnis sehari-hari; 
7. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) khususnya tujuan 4 

(pendidikan berkualitas) dan 5 (kesetaraan gender); dan 
8. Memperkuat reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang adil, inklusif dan bertanggung jawab 

secara sosial. 

S.5. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyediakan tempat dan peralatan kerja yang 
aman dan layak bagi pekerja 

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Aktivitas 
seperti pekerjaan di ketinggian, penggunaan alat berat, instalasi kelistrikan serta mobilisasi logistik yang 
intens menjadikan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama 
perusahaan. Kecelakaan kerja tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian material dan tertundanya 
proyek tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu perusahaan 
memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan 
perlindungan maksimal melalui penyediaan tempat kerja yang aman, peralatan yang layak serta sistem kerja 
yang sesuai dengan standar K3. Selain itu komitmen terhadap K3 juga mencerminkan penerapan prinsip 
good corporate governance dan mendukung reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap hak, 
kesehatan dan keselamatan pekerjanya. 

Tujuan Program S.4: 
1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui penerapan sistem 

manajemen K3 secara menyeluruh di seluruh proyek; 
2. Menyediakan tempat kerja yang aman, sehat dan layak bagi seluruh tenaga kerja sesuai standar; 
3. Menjamin ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko pekerjaan 

masing-masing; 
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan 

kerja melalui pelatihan rutin dan sosialisasi; 
5. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang K3 termasuk UU No. 1 

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan turunannya; 
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6. Mengembangkan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan mulai dari tingkat manajemen 
hingga pekerja lapangan; 

7. Mengurangi risiko gangguan operasional akibat kecelakaan kerja yang dapat mempengaruhi 
produktivitas proyek dan reputasi Perusahaan; dan 

8. Mendukung pencapaian target SDGs, terutama tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) 
dan tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). 

1.6.4. Tata Kelola/Governance 

G.1. Menerapkan standar tertinggi praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik demi terciptanya institusi yang 
efektif, transparan dan akuntabel.  

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) telah menjadi pilar utama 
dalam menciptakan perusahaan yang berintegritas, efektif dan berkelanjutan. Dalam industri konstruksi 
yang memiliki kompleksitas tinggi dan risiko operasional yang besar penerapan standar tertinggi GCG 
menjadi kebutuhan mendesak bukan sekadar kewajiban formalitas. Tingginya potensi praktik korupsi, 
penyuapan dan kecurangan di sektor konstruksi menuntut perusahaan untuk membangun sistem 
pengendalian internal yang kuat serta mengedepankan budaya integritas dan etika bisnis di setiap lini. Hal 
ini tidak hanya untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum dan reputasi tetapi juga untuk menjaga 
kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, pelanggan dan masyarakat luas. 
Melalui penerapan sistem tata kelola yang baik serta penegakan prinsip antikorupsi, antipenyuapan dan anti-
fraud. Perusahaan berkomitmen untuk membangun organisasi yang bersih profesional dan bertanggung 
jawab serta berkontribusi pada terciptanya iklim bisnis nasional yang sehat dan beretika. 

Tujuan Program G.1: 
1. Meningkatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan 

kewajaran dalam seluruh kegiatan Perusahaan; 
2. Mewujudkan perusahaan yang bersih, terpercaya dan profesional dengan menjunjung tinggi integritas 

dan etika bisnis; 
3. Mencegah dan memberantas tindak korupsi, penyuapan dan kecurangan di seluruh level organisasi 

dan rantai pasok; 
4. Memastikan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan internal perusahaan dan hukum yang 

berlaku di sektor konstruksi dan bisnis; 
5. Menyelaraskan praktik internal perusahaan dengan standar conformance (kepatuhan terhadap 

sistem, kebijakan dan tata kelola); 
6. Mendorong pencapaian performance yang optimal dan berkelanjutan dengan tetap berpegang pada 

prinsip GCG; 
7. Meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap nilai-nilai integritas, etika dan tata 

kelola yang baik; dan 
8. Meminimalkan dan mitigasi risiko atas kepatuhan regulasi internal dan eksternal yang dapat 

memengaruhi reputasi perusahaan 

G.2. Memberikan produk dan layanan maksimal kepada pelanggan dan stakeholder lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan serta standar dan spesifikasi yang diperjanjikan. 

Kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan merupakan tolok ukur utama dari keberhasilan dan 
keberlanjutan bisnis. Kualitas produk dan layanan tidak hanya mencerminkan kompetensi teknis 
perusahaan, tetapi juga menjadi representasi dari komitmen terhadap integritas, profesionalisme dan 
kepatuhan hukum. Proyek konstruksi umumnya melibatkan kontrak dengan nilai besar, tenggat waktu yang 
ketat serta persyaratan teknis yang kompleks. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memastikan 
bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu, spesifikasi teknis dan regulasi yang 
berlaku termasuk keselamatan kerja, ketahanan struktur dan dampak lingkungan. Pelanggaran terhadap hal-
hal tersebut tidak hanya dapat merugikan pelanggan, tetapi juga menimbulkan risiko hukum dan penurunan 
reputasi perusahaan. 
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Selain memenuhi kontrak dan peraturan, perusahaan juga dituntut untuk memberikan nilai tambah melalui 
layanan yang responsif, efisien dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta kepercayaan stakeholder 
lainnya, termasuk pemilik proyek, konsultan pengawas, regulator, mitra kerja dan masyarakat sekitar. 
Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi serta membangun budaya kerja yang 
berfokus pada pelayanan prima perusahaan dapat memperkuat posisinya sebagai mitra profesional yang 
andal dalam setiap proyek. Hal ini sekaligus mendorong pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan selaras 
dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). 

Tujuan Program G.2: 
1. Memastikan seluruh proyek konstruksi diselesaikan sesuai dengan standar mutu, waktu dan biaya 

yang telah disepakati dengan pelanggan dan stakeholder; 
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan stakeholder melalui penyampaian layanan yang 

profesional, responsif dan berorientasi pada hasil; 
3. Menjamin kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, perizinan dan standar teknis 

yang berlaku di sektor konstruksi. 
4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan 

kualitas produk dan layanan terjaga secara konsisten. 
5. Menyediakan dan meningkatkan kompetensi SDM dan efisiensi proses kerja guna mendukung 

pelayanan dan hasil proyek yang optimal. 
6. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam 

setiap tahapan proyek. 
7. Meminimalkan risiko kegagalan mutu, keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang dapat 

merugikan pelanggan atau mencederai reputasi perusahaan. 
8. Mendukung pencapaian visi perusahaan sebagai penyedia jasa konstruksi yang andal, berkualitas dan 

berintegritas. 

1.6.5. Keterkaitan dengan SDGs  

Upaya pencapaian SDGs telah ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peta Jalan TPB 
Indonesia. Peta Jalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan penyediaan infrastruktur sangat 
berperan penting dan hampir mendasari pencapaian setiap target pembangunan mulai dari tujuan 
menghapus kemiskinan dan kelaparan, membangun pendidikan yang berkualitas, menciptakan energi 
bersih dan berkelanjutan, dan aspek lainnya. Peta Jalan ini juga menjadi panduan dalam menyusun Rencana 
Pembangunan Nasional salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 
dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Upaya pencapaian TPB semakin dibutuhkan semenjak 
pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa kepada semua sektor kehidupan. Tantangan 
kesehatan dan sosial akibat COVID-19 yang disertai ancaman lanjutan akibat perubahan iklim telah 
mengubah arah kebijakan global untuk menjadi lebih “hijau dan biru” serta mengutamakan pengelolaan 
risiko untuk mencegah potensi kehilangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Seiring dengan 
semakin meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, 
para pemilik sumber dana juga mulai melakukan pergeseran prioritas investasi, yang berubah ke arah 
investasi yang lebih berkelanjutan, yang karenanya akan sangat mempertimbangkan bagaimana program 
atau proyek memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.  

ADHI akan mendukung program Pemerintah, dengan menyiapkan Kerangka Kerja ESG yang digunakan 
sebagai basis panduan standar ESG serta penyusunan Tata Kelola ESG. ADHI senantiasa memberikan hasil 
karya terbaik untuk membangun infrastruktur yang menjadi kebanggaan bangsa, dengan memperhatikan 
aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola Perusahaan yang baik sehingga menjadikan bumi sebagai tempat 
yang lebih layak bagi generasi masa depan, serta menjamin keberlangsungan bisnis Perusahaan dengan 
prinsip-prinsip keberlanjutan dan memberikan dampak yang positif terhadap SDGs seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Beberapa penghargaan/award ESG yang diterima ADHI 2 tahun terakhir ditunjukkan 
pada Gambar 1.13 di bawah ini. 
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Gambar 1.13: Penghargaan ESG yang Diterima ADHI 2024-2025 

1.7. Penugasan Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional 

1.7.1. Jenis Penugasan Pemerintah  

Penugasan Pemerintah diterima ADHI tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015, tanggal 
2 September 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di 
wilayah Jabodebek, dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 (Perubahan atas Perpres 
98/2015) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyeleng-
garaan Kereta Api Ringan Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jabodebek, tanggal 29 Juli 2016.  

Perpres 65 kemudian diubah melalui Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang 
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail 
Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan 
Bekasi, tanggal 3 Mei 2017. Perubahan kedua ini memper-
jelas mekanisme penugasan (pembangunan, pengopera-
sian, perawatan, pengusahaan prasarana), dukungan 
fiskal/subsidi dari pemerintah bila diperlukan, serta detail 
penugasan kepada pelaksana (termasuk peran BUMN 
seperti PT Adhi Karya / PT KAI dalam implementasi). 

Gambar 1.14: LRT Jabodebek 

1.7.2. Proyek Strategis Nasional yang Diikuti Perseroan 

ADHI berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan peran ADHI dalam menggarap dan menyelesaikan Proyek Strategis Nasional/PSN. Dalam 
periode tahun 2025, ADHI masih menyelesaikan 25 PSN, yang akan diselesaikan di akhir 2025 dan beberapa 
PSN ditargetkan selesai 2026 sesuai yang dinyatakan dalam kontrak pekerjaan. Daftar PSN aktif ditunjukkan 
pada Tabel 1.8. 
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1.7.3. Peran Perseroan dalam Proyek Strategis Nasional 

Sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, peran ADHI dalam menyelesaikan Proyek Strategis 
Nasional/PSN sebagai pelaksana utama, dan beberapa PSN juga dikerjankan dengan skema konsorsium 
bersama BUMN Karya lain. 

1.7.4. Status Pelaksanaan PSN 

Status pelaksanaan Proyek Strategis Nasional/PSN yang telah diperoleh kontraknya dan masih aktif di tahun 
2025, ditunjukkan pada Tabel 1.8. 

Tabel 1.8: Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan ADHI 

No Nama Proyek Nilai Kontrak 
(excl. PPN) Rencana PHO 

1 Paket Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III 937.847 14 September 2025 
2 Jakarta Sewerage System (DKI) 285.220 15 Desember 2026 
3 Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket IIB Ruas 

Sukaragam-Sukabungah (STA 17+750-STA 30+750) 2.156.450 29 Desember 2025 

4 Jalan Tol Akses Patimban 561.235 05 Oktober 2025 
5 Pembangunan Bendungan Way Apu, Kab. Buru, Provinsi Maluku (Paket 01) 251.561 31 Desember 2025 
6 Pembangunan Bendung Manikin di Kabupaten Kupang (Paket -1) 239.615 31 Desember 2026 
7 Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 

(MYC) 442.306 31 Juli 2026 

8 Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi 
Paket 1 1.015.799 31 Oktober 2025 

9 Pek. Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Nyia Kulon Progo Seksi 1 
paket 1.1: Solo-Klaten STA 0+000-STA 22+300 4.094.774 31 Oktober 2025 

10 Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo, SEKSI I PAKET 
1.2 Klaten-Purwomartani (STA 22+300 s.d STA 42+375) (Scope Penyedia 
Jasa Adhi Karya (Persero), Tbk diluar Desain) 

3.098.967 31 Maret 2026 

11 Pek. Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Nyia Kulon Progo Seksi 2 
paket 2.2: Purwomartani-Monjali STA 42+375-STA 51+800 3.529.187 30 November 2026 

12 Layanan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen 
Paket 1 (Seksi 1 & Seksi 6) 4.840.920 31 May 2026 

13 Toll Road Development of Semarang-Demak 1C 761.286 27 September 2026 
14 Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Kariangau 1.184.772 15 Agustus 2025 
15 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A: Segmen Riko – Rencana 

Outer Ring Road IKN 962.330 31 Desember 2025 

16 Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 : Segmen Karangjoang-KKT 
Kariangau 898.837 31 Desember 2025 

17 Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 2 Kawasan Inti Pusat 
Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) 249.442 30 November 2025 

18 Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II 531.155 31 Desember 2025 
19 Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol 

Balsam 506.601 26 Maret 2026 

20 Peningkatan Jalan Paket A Di KIPP 1B Ibu Kota Nusantara 277.412 31 Desember 2025 
21 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan IB di Ibukota Negara 352.489 15 Agustus 2025 
22 Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun 

Pembangunan Gedung Dan Kawasan Masjid Negara 530.768 30 Oktober 2025 

23 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan 
Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara 1.457.000 29 Oktober 2025 

24 Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Kawasan Olahraga 
dan Ruang Terbuka Hijau 170.184 31 Desember 2025 

25 Proyek Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (1) 
Contract Package CP201: Underground Section-Civil 1 1.445.398 12 November 2025 

26 Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (I) 
Contract Package CP202: Underground Section Civil 2 2.837.734 16 November 2029 
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1.7.5. Manfaat bagi Perseroan dan Dampak Ekonomi/Sosial 

Keterlibatan ADHI dalam Penugasan Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan pilar 
strategis yang krusial bagi pertumbuhan berkelanjutan dan penguatan posisi ADHI di sektor konstruksi 
nasional. Penugasan-penugasan ini tidak hanya merefleksikan kepercayaan pemerintah terhadap 
kapabilitas ADHI, tetapi juga membuka peluang signifikan untuk diversifikasi portofolio proyek dan 
peningkatan kapasitas operasional. 

Manfaat Penugasan Pemerintah dan PSN bagi ADHI mencakup peningkatan pendapatan dan reputasi, serta 
peranan strategis dalam pembangunan bangsa, termasuk peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi 
melalui penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu mendorong inovasi 
teknologi dan pengembangan teknologi kerja. 

a. Manfaat bagi ADHI   
1) Peningkatan pendapatan dan reputasi 

Menerima penugasan dari pemerintah untuk PSN dapat meningkatkan pendapatan perusahaan 
dan memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah. 

2) Pengembangan inovasi 
Proyek-proyek strategis mendorong ADHI untuk mengadopsi teknologi baru, seperti teknologi 
konstruksi yang ramah lingkungan atau teknologi tanpa hambatan lalu lintas, sehingga 
meningkatkan kemampuan inovasi perusahaan. 

3) Pengembangan kompetensi 
Terlibat dalam proyek-proyek berskala besar dan kompleks meningkatkan keterampilan dan 
kompetensi tenaga kerja lokal. 

b. Dampak Ekonomi/Sosial 
1) Peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan 

Proyek-proyek seperti jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan jalur kereta api meningkatkan 
konektivitas antar wilayah, mendukung pemerataan pembangunan, dan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. 

2) Pertumbuhan ekoonomi 
Pelaksanaan PSN menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
lokal, termasuk memberi peluang bagi UMKM. 

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Proyek-proyek seperti perumahan terjangkau, sanitasi, dan penyediaan air bersih secara 
langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

4) Pembangunan berkelanjutan 
Proyek-proyek PSN juga berfokus pada pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan 
lingkungan dan energi terbarukan. 

5) Dukungan infrastruktur vital 
PSN yang meliputi infrastruktur dasar seperti energi, air bersih, dan pendidikan juga mendukung 
kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan nasional secara keseluruhan. 
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2. PROGNOSA KINERJA PERSEROAN TAHUN 2025 

2.1. Asumsi dan Parameter Utama Tahun 2025 

2.1.1. Asumsi Makro  

RKAP ADHI Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan asumsi ekonomi makro sebagai berikut. 

 
Gambar 2.1: Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2025 

Sumber APBN Tahun 2025 

2.1.2. Asumsi Industri/Sektor  

Pada tahun 2025, ADHI melakukan perubahan RKAP dengan berlandaskan adanya pergeseran estimasi 
signifikan pada rencana perolehan kontrak. Dalam proses penyusunannya, tahun 2025 telah diestimasi 
untuk menjadi tahun transisi pemerintahan sehingga potensi perolehan kontrak akan menurun jika 
dibandingkan dengan tren pada tahun sebelumnya (di luar tahun 2024 yang merupakan tahun politik dengan 
proses pemilihan umum yang berjalan pada periode tersebut). Namun, estimasi perolehan kontrak tersebut 
tidak memperhitungkan adanya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 yang membuat mundurnya 
realisasi belanja anggaran, khususnya anggaran infrastruktur. Selain menimbulkan dampak pada kontrak 
konstruksi pemerintah, efisiensi juga memberikan shock bagi industri dan makroekonomi secara 
keseluruhan di mana hal tersebut berdampak pada mundurnya proses tender kontrak konstruksi, dimana hal 
tersebut tergambarkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1: Asumsi Industri / Sektor Tahun 2025 

 
Sumber: Dokumen Internal Perusahaan 

2.1.3. Sumber Referensi  

RKAP Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada Surat Kementerian BUMN Nomor S-468/MBU/09/2024 
perihal Aspirasi Pemegang Saham/Menteri untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
Tahun 2025 pada tanggal 30 September 2024. Dalam naskah tersebut, dituangkan acuan makro ekonomi 
yang merujuk pada asumsi RAPBN Tahun 2025, yang kemudian berdasarkan arahan lebih lanjut untuk 
mengikuti APBN Tahun 2025 yang telah disahkan. 

Keterangan

Segmentasi Lini Bisnis
ENGINEERING & CONSTRUCTION 18.153.055 24.495.759 13.438.575

PROPERTY 863.016 2.246.295 951.037

MANUFACTURE 769.877 1.653.800 848.527

INVESTMENT & CONSESION 367.032 446.256 1.836.082

Segmentasi Sumber Dana
PEMERINTAH 10.196.780 6.735.523 4.418.896

LOAN 1.344.931 4.229.940 1.430.000

BUMN/D 4.628.929 9.533.800 4.584.763

SWASTA 2.752.293 5.721.460 4.853.443

ADHI 1.230.048 2.621.388 1.787.119

Segmentasi Tipe Kontrak
Non JO 10.218.390 18.709.838 12.544.137

JO 9.934.591 10.132.273 4.530.084

REVISIRKAP 2025REAL 2024
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2.2. Analisis Gap atas Asumsi Kunci yang Berlaku 

2.2.1. Perbandingan RKAP Awal dan Realisasi (Outlook) 

Berikut ini merupakan perbandingan asumsi utama pada sisi makroekonomi yang membandingkan APBN 
2025 dan Outlook 2025 sebagaimana Nota Keuangan Tahun 2026. Pada sejumlah indikator seperti 
pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terjadi penurunan atau outlook memberikan proyeksi yang tidak 
lebih baik dari rencana awal. 

 
Gambar 2.2: Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2025 

Sumber APBN Tahun 2025 dan Nota Keuangan Tahun 2026 

2.2.2. Identifikasi Gap (Positif/Negatif) pada Faktor Utama 

a. Eksternal (Makro dan Industri) 

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, terjadi perubahan proyeksi pencapaian pada sisi 
makroekonomi dan industri. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi dinamika transisi pemerintahan yang 
berdampak pada belum sempurnanya instrumen pendukung pelaksanaan program membuat penyerapan 
anggaran berjalan dengan suboptimal. Dalam faktor regional dan internasional, dinamika geopolitik 
menyebabkan uncertainty dan constraints dari pulihnya ekonomi global. Beberapa faktor yang tersesuaikan 
ini memberikan dampak pada prognosa ADHI tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

b. Internal  

Pada aspek internal, perubahan terjadi dalam proses penyesuaian menuju Integrasi BUMN Karya. 
Terciptanya BUMN Karya yang memiliki sehat secara finansial dan sustainable membutuhkan penyesuaian 
pada awal proses, dengan melakukan adjustment pada nilai tercatat pada masing-masing BUMN, khususnya 
ADHI. Posisi ADHI dalam hal ini, memiliki sejumlah aset yang diestimasi dan mengindikasikan posisi 
overvalued terhadap nilai wajar yang semestinya tercatat. Namun demikian, hal ini masih bersifat analisis 
awal dan akan didalami dengan mengacu pada proses penilaian yang dilakukan secara profesional dan 
mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

2.2.3. Analisis Penyebab Gap dan Implikasi terhadap Kinerja 

Selepas dari tahun politik yang telah berakhir pada 2024, tingginya tingkat uncertainty tidak serta merta 
menurun. Perubahan pemerintah pada umumnya juga akan berdampak pada perubahan sikap politik, yang 
memengaruhi cara pandang dan pendekatan yang diambil dalam menetapkan sasaran, kebijakan, dan 
pendekatan terhadap permasalahan yang ada. Tahun 2025 menjadi awal dari perjalanan pemerintah terpilih 
baru, yang mengusung Asta Cita sebagai landasan untuk merealisasikan visi kabinet terhadap kemajuan 
Indonesia pada seluruh aspek.  

Namun demikian berdasarkan program prioritas yang menjadi turunannya, sektor pembangunan 
infrastruktur tidak lagi menjadi fokus utama bagi pengalokasian anggaran pemerintah. Kendati kebijakan ini 
tidak menurunkan komitmen pemerintah terhadap kemajuan infrastruktur, dampak penurunan alokasi 
anggaran pada sektor pembangunan infrastruktur memberikan dampak signifikan pada kinerja industri 
konstruksi secara umum mengingat alokasi anggaran yang telah mendominasi perputaran industri beberapa 
tahun terakhir. Selain perubahan prioritas pembangunan, Pemerintah membuat kebijakan efisiensi melalui 
Inpres No.1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan efisiensi memberikan ruang terhadap penyesuaian 
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2025, untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi program 
prioritas pemerintah. Melalui instruksi ini, anggaran infrastruktur pada sejumlah institusi seperti 
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Kementerian PU dan Otorita IKN mengalami tekanan dan berdampak pada tertundanya penyerapan untuk 
menyesuaikan pembahasan hingga penetapan. Selain tantangan yang timbul dari faktor politik domestik, 
risiko yang timbul dari dinamika geopolitik internasional juga memberikan peran bagi stabilitas ekonomi 
global dan regional. Dampaknya berupa volatilitas harga, kondisi wait and see terhadap potensi terjadinya 
eskalasi yang dapat memberikan dampak lebih tinggi ke depan. 

Menghadapi sejumlah dinamika dan risiko tersebut, ADHI telah bersiap dengan mengantongi new contract 
hingga tahun 2024 sebesar Rp20,15 triliun, dan pada tahun 2025 sebesar Rp6,48 triliun (hingga september 
2025). Perolehan kontrak yang tergabung dalam order book (kontrak yang akan diproduksi) dapat menjadi 
modal dasar untuk memenuhi sasaran kinerja pada tahun 2025. Namun demikian, nominal ini masih jauh 
terhadap sasaran perolehan kontrak yang ditetapkan. Tambahan perolehan kontrak melalui strategi 
pergeseran segmentasi kontrak pemerintah ke kontrak segmen BUMN/D dan Swasta saat ini belum 
memberikan dampak signifikan dengan masih berlangsungnya proses tender dan pemasaran. Pada aspek 
keuangan, keterbatasan likuiditas akan memberikan tantangan bagi pencapaian sasaran. Berkurangnya 
modal kerja yang tersedia akan meningkatkan risiko keterlambatan produksi sekaligus menghilangkan 
peluang untuk percepatan. Selain hal tersebut, dengan berjalannya proses integrasi BUMN Karya, akan 
dilakukan penyesuaian terhadap net-assets sebagaimana hasil gap analysis terhadap isu neraca BUMN 
Karya. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya penyesuaian yang berdampak pada peningkatan biaya lain-
lain yang timbul dari penyesuaian nilai tersebut, sehingga menghasilkan prognosa negatif dengan nilai 
signifikan. 

2.3. Prognosa Konsolidasi Tahun 2025 

Tabel 2.2: Prognosa Laba/Rugi Tahun 2025 

 
 

  

Order Book [incl. JO] 25.908.688,57 25.908.688,57 25.908.688,57

Kontrak Baru 20.152.981,00 17.074.220,84 17.074.220,84 17.074.220,84

Pendapatan Usaha 13.351.716,81 12.700.497,86 11.360.213,70 11.660.227,70

Beban Pokok Pendapatan -11.723.660,35 -11.084.365,86 -10.007.529,95 -10.267.529,95
Cost Reduction Program [BPP ↓2%] 148.510,74 24.241,00

Laba Bruto 1.628.056,46 1.764.642,75 1.352.683,75 1.416.938,75
Marjin Laba Bruto 12,19% 13,89% 11,91% 12,15%

Biaya Usaha -925.956,01 -954.051,65 -900.634,58 -890.634,58

Laba Usaha 702.100,46 810.591,09 452.049,17 526.304,17
Marjin Laba Usaha 5,26% 6,38% 3,98% 4,51%

B/P Lain 719.368,60 390.355,12 -888.784,58 543.332,87
Pendapatan JO 884.670,72 538.383,67 566.451,87 566.451,87
Marjin Laba Bersih JO 7,20% 6,50% 6,50% 6,50%
Beban PIUTANG Tdk. Tertagih 38.132,92
Biaya Pemulihan CKPN
Pendapatan/Beban Lain -165.302,12 -186.161,47 -1.455.236,44 -23.119,00

Bunga Bank -837.538,53 -838.121,69 -760.077,76 -760.078,00

Laba Sebelum Pajak 583.930,52 362.824,52 -1.196.813,16 309.559,04

Pajak Penghasilan -331.432,95 -321.835,45 -268.567,51 -268.568,00

Laba Bersih 252.497,57 40.989,07 -1.465.380,67 40.991,04

Marjin Laba Bersih 1,89% 0,32% -12,90% 0,35%
EBITDA 1.679.366,78 1.444.379,93 1.108.564,50 1.181.819,50
EBITDA Margin 12,58% 11,37% 9,76% 10,14%

KONSOLIDASI ADHI Realisasi 2024
[audited]

RKAP 2025
[REVISI]

PROG 2025
[Skenario 1]

PROG 2025
[Skenario 2]
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Tabel 2.3: Prognosa Posisi Keuangan Tahun 2025 

 

Tabel 2.4: Prognosa Arus Kas Tahun 2025 

 

Tabel 2.5: Prognosa Rasio-Rasio Tahun 2025 

 
 

Keterangan Realisasi 2024
RKAP 2025

Revisi
Prog. 2025 

Kas & Bank 2.243.831 374.713 1.809.991
Piutang Usaha 2.444.803 2.947.907 1.962.742
Piutang Retensi 1.231.583 1.351.124 927.962
Tagihan Bruto 7.872.888 7.983.916 6.780.423
Persediaan/Aset Real Estat 5.975.401 5.962.288 2.965.315
Biaya Dibayar Dimuka 245.441 282.257 247.895
Aset Lancar Lainnya / RK 2.504.411 2.880.073 1.826.064
Jumlah Aset Lancar 22.518.358 21.782.278 16.520.391

Investasi pd Ventura Bersama 2.762.746 3.998.927 3.174.360
Properti Investasi 1.281.110 1.273.372 1.288.847
Aset Tetap - Neto 2.181.495 2.137.865 2.131.744
Aset Lainnya 6.299.072 6.953.525 4.730.294

TOTAL ASET 35.042.781 36.145.967 27.845.636

Utang Usaha 10.471.439 9.797.328 9.237.862
Uang Muka Kontrak 1.844.453 1.862.898 1.970.530
Utang Bank & Obligasi / RK 8.909.190 10.397.484 7.821.568
Liabilitas Lainnya 4.142.509 4.349.634 3.658.462
TOTAL LIABILITAS 25.367.591 26.407.343 22.688.422

Liabilitas Jk Pendek 20.049.429 19.862.381 16.961.754
Liabilitas Jk Panjang 5.318.161 6.544.962 5.495.054
EKUITAS 9.675.190 9.738.623 5.157.214

TOT LIABILITAS & EKUITAS 35.042.781 36.145.967 27.845.636

Keterangan Realisasi 2024
RKAP 2025

Revisi
Prog. 2025 

Arus Kas Neto [Operasi] 1.467.031 -964.457 1.085.386
Arus Kas Neto [Investasi] 15.167 -1.554.831 -431.602 
Arus Kas Neto [Pendanaan] -3.742.100 650.172 -1.087.622 
Kenaikan/Penurunan Kas Bersih & Setara Kas-2.259.902 -1.869.116 -433.838 
Kas & Setara Kas pada Awal Tahun 4.503.731 2.243.829 2.243.829
Kas & Setara Kas pada Akhir Tahun 2.243.829 374.713 1.809.991

 

Financial Indicators Realisasi 2024
RKAP 2025

Revisi
Prog. 2025 

Profitabilitas
ROA 0,72% 0,11% -5,26%
ROE 2,61% 0,42% -28,41%
ROIC 5,87% 4,37% -5,43%
EVA -5,13% -6,63% -16,43%

Likuiditas
CURRENT Ratio [ > 1x ] 1,12 1,10 0,97
DSO 316 353 311
DIO 186 199 108
DPO 326 327 337
CCC 176 225 82

Solvabilitas
DER (IBD) [ ≤ 2.75 ↓ ] 0,92 1,07 1,52
DER (Total Debt) [ < 6.0 ↓ ] 2,62 2,71 4,40
Debt to EBITDA [ < 6-8 ↓ ] 5,80 7,70 7,07
IBD To Invested Capital 48% 52% 60%
TIE [ ≥ 2 ↑ ] 1,83 1,61 1,46
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2.4. Catatan atas Skenario Prognosa Tahun 2025 

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab gap analysis dan implikasi terhadap kinerja pada bagian 
sebelumnya, untuk menindaklanjuti Surat DAM Nomor SR.118/DI-DAM/DO/2025 perihal Tanggapan atas 
Penyampaian Kajian Bersama Integrasi BUMN Karya, dan Surat DAM Nomor SR.119/DI-DAM/DO/2025 
perihal Tindak Lanjut Program Integrasi Karya, prognosa tahun 2025 memiliki sejumlah residual risiko yang 
perlu dikelola ADHI pada akhir tahun 2025 yang mana akan memberikan dampak signifikan pada RKAP 2026. 
Pertimbangan penyajian dari 2 (dua) skenario prognosa merupakan bagian dari proses manajemen risiko 
terhadap aspek-aspek terkait, di mana keduanya akan menimbulkan konsekuensi skema mitigasi yang perlu 
dilakukan beserta dukungan-dukungan yang dibutuhkan ADHI dari stakeholders, terutama pemegang 
saham. Pada sub bab berikut ini akan dijelaskan mengenai kedua skenario prognosa tersebut. 

2.4.1. Prognosa Skenario 1 

Prognosa skenario 1 merupakan prognosa yang disusun dengan asumsi adanya adjustment pada pos-pos 
aset ADHI yang memberikan dampak pada meningkatnya beban lain-lain, serta berkurangnya ekuitas 
melalui mekanisme restatement. Asumsi ini disusun dengan landasan proses integrasi yang telah berjalan, 
di mana pada hasil kajian dan due diligence yang dilakukan secara high level oleh konsultan pendamping / 
independen (Mandiri Sekuritas, KPMG, dan AHP). Hasil kajian ini mengindikasikan adanya overvalue 
terhadap nilai aset tercatat (estimasi sebesar lebih dari Rp4 triliun), yang perlu dilakukan penyesuaian 
sehingga berdampak prognosa perolehan laba bersih dan penurunan ekuitas secara signifikan. Berkaitan 
dengan hal ini, sebagaimana arahan lebih lanjut pemegang saham, proses penyesuaian terhadap nilai aset 
akan dilakukan dengan penilaian yang dilakukan oleh konsultan independen dan berdasarkan Standar 
Akuntansi dan Keuangan yang berlaku. 

Berkaitan dengan penyesuaian nilai aset dengan nilai signifikan yang akan dilakukan pada tahun buku 2025, 
memunculkan risiko yang cukup tinggi terhadap kelangsungan usaha / going concern bisnis ADHI ke depan 
(default risk). Default dalam konteks keuangan merupakan kondisi ketika perusahaan gagal memenuhi 
kewajiban keuangannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati baik berupa pembayaran pokok 
utang, bunga, maupun kewajiban kontraktual lainnya. Secara umum, default dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
payment default, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar pokok atau bunga utang tepat waktu dan 
technical default, terjadi jika Perusahaan melanggar ketentuan non-pembayaran dalam perjanjian, seperti 
rasio keuangan atau pelaporan. Kedua jenis default ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban keuangannya dan dapat menimbulkan dampak terhadap pasar (tidak dapat mengikuti 
tender), hukum, dan finansial yang signifikan. 

Dalam proses penyesuaian nilai aset yang dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, 
undang-undang dan peraturan lainnya perlu menjadi acuan dalam melandasi aksi korporasi, sehingga dapat 
mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), penerapan manajemen risiko yang efektif, serta kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). 
Beberapa landasan hukum yang perlu diperhatikan antara lain: 

• UU No. 8 Tahun 1995 – Pasar Modal 
• UU No. 19 Tahun 2003 – BUMN 
• UU No. 40 Tahun 2007 – Perseroan Terbatas  
• PP No. 72 Tahun 2016 – Tata Cara Pengelolaan Modal Negara 
• POJK No. 29/POJK.04/2016 – Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 

Perusahaan Publik 
• POJK No. 14/2022 – Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik 

Dengan tekanan industri yang terjadi saat ini di mana appetite kreditur / investor berada pada tingkat yang 
rendah, serta kondisi persaingan usaha yang sangat ketat, proses penyesuaian nilai aset secara seketika 
akan berisiko akan memperberat kondisi tersebut ke depan. Risiko seperti dibekukannya dukungan 
pendanaan, tidak dipenuhinya negative covenant pada perjanjian, gugurnya proses tender yang 
mensyaratkan kinerja positif dan risiko lainnya. Risiko default ini perlu dipastikan telah termitigasi sehingga 
proses penyesuaian nilai aset dapat berjalan dan mencapai tujuan utamanya untuk menyesuaikan neraca 
dan menyehatkan ADHI. 
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Sesuai dengan adanya risiko tersebut, dalam RKAP 2026 ADHI telah menyusun sejumlah program strategis 
yang memerlukan dukungan pemegang saham untuk memastikan kelangsungan usaha / going concern ADHI 
dapat tercapai, yang membuat ADHI dapat terus berkontribusi melalui mahakarya dan melanjutkan tugas 
sebagai agen pembangunan infrastruktur Indonesia. Beberapa dukungan tersebut di antaranya adalah 
sebagai berikut. 

- Pendampingan proses dengan melibatkan BPKP dan JAMDATUN; 
- Pendampingan proses penyusunan proposal penyehatan / restrukturisasi ADHI; 
- Persetujuan proposal penyehatan / restrukturisasi ADHI; 
- Pendampingan proses negosiasi persetujuan rencana restrukturisasi kepada kreditur; 
- Penerbitan jaminan pemegang saham kepada pemberi kerja terutama pada hal-hal yang berisiko 

menggugurkan kelayakan sebagai peserta tender; 
- Dukungan lainnya yang dibutuhkan menyesuaikan dinamika bisnis tahun 2026. 

Pada kesimpulannya, berdasarkan penjelasan mengenai skenario 1 dalam prognosa tahun 2025, terdapat 
sejumlah kondisi di mana aksi korporasi berupa penyesuaian nilai aset tahun 2025 memiliki keterikatan dan 
tidak dapat dipisahkan dengan dukungan pemegang saham. Kepastian dari seluruh dukungan di atas akan 
membuat proses dapat berjalan sesuai prinsip hukum, dan dapat memastikan kelangsungan usaha / going 
concern ADHI sebagai salah satu agen pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun demikian, dalam 
kondisi pemegang saham belum atau tidak dapat memberikan dukungan tersebut, maka ADHI telah 
menyusun prognosa skenario 2, yang disusun semata-mata untuk menjaga kelangsungan usaha ADHI dan 
memastikan default risk dapat termitigasi dengan baik. 

2.4.2. Prognosa Skenario 2 

Prognosa skenario 2 merupakan prognosa yang disusun dengan asumsi penyesuaian / adjustment dilakukan 
secara bertahap, sehingga dampak pada prognosa laba bersih dan nilai ekuitas tahun 2025 tidak signifikan. 
Skenario ini disusun sebagai bentuk mitigasi untuk menghindari adanya eskalasi risiko yang berdampak pada 
kelangsungan usaha / going concern ADHI pada jangka pendek dan menengah. Dalam skenario 2, proses 
penyesuaian nilai aset dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan / profitabilitas 
perusahaan dalam menyerap beban yang timbul dari penyesuaian nilai aset yang ada. 

Dengan mekanisme penyesuian nilai yang dilakukan secara bertahap, proses penyehatan akan dilakukan 
dengan perlahan dengan memanfaatkan peluang tumbuh kembalinya industri konstruksi di masa yang akan 
datang. Proses yang dilakukan dengan perlahan ini ditujukan untuk menghindari adanya shock dalam 
persepsi stakeholders,  dan akan memanfaatkan potensi pulihnya kepercayaan stakeholders pada BUMN 
Karya. Dalam proses penyehatan yang dilakukan secara bertahap, dukungan pemegang saham akan 
dibutuhkan untuk mendampingi proses pemulihan kondisi fundamental keuangan sebagaimana mandat 
pedoman strategis BUMN Tahun 2026.  Beberapa dukungan tersebut adalah persetujuan aksi korporasi yang 
akan dilaksanakan pada tahun 2026 (sebagaimana dijabarkan pada sub bab 3.3.7). 
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2.5. Prognosa Induk Tahun 2025 

Prognosa Induk Perusahaan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini. 

Tabel 2.6: Prognosa Laba/Rugi Induk Tahun 2025 

 

2.6. Prognosa Anak Perusahaan Tahun 2025 

Prognosa Anak Perusahaan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini. 

Tabel 2.7: Prognosa Laba/Rugi PT Adhi Persada Gedung Tahun 2025 

 
 

IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 2

PROG 2025
Skenario 1

Pendapatan Usaha 8.972.072 7.627.367 8.480.556 8.780.570

Beban Pokok Pendapatan -8.017.512 -6.602.135 -7.542.219 -7.777.978

Laba Bruto 954.560 1.025.232 938.337 1.002.592
Marjin Laba Bruto 10,64% 13,44% 11,06% 11,42%

Umum & Administrasi -681.901 -644.730 -650.335 -660.335

Penyusutan -59.675 -106.425 -66.210 -66.210

Laba Usaha 212.984 274.078 221.791 276.046
Marjin Laba Usaha 2,37% 3,59% 2,62% 3,14%

Bunga Bank -665.323 -713.651 -665.958 -665.958

Pendapatan JO 907.246 530.409 537.159 537.159

Pendapatan/Beban Lain-lain -118.700 56.188 -660.146 191.038

Laba Sebelum Pajak 336.207 147.024 -567.154 338.286
Marjin Laba Sebelum Pajak 3,75% 1,93% -6,69% 3,85%
Pajak Penghasilan -213.814 -187.297 -212.288 -212.288

Laba Bersih 122.393 -40.273 -779.442 125.997
Marjin Laba Bersih 1,36% -0,53% -9,19% 1,43%
Laba Bersih non-Pengendali 0 0 -23.119 -23.119

Laba Bersih Induk 122.393 -40.273 -802.561 102.878

EBITDA 1.061.205 967.100 825.160 879.415

EBITDA Margin 11,83% 12,68% 9,73% 10,02%

APG IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 2.628.655 3.185.400 3.000.000 3.000.000

Pendapatan Usaha 2.387.194 3.015.944 1.463.149 1.463.149

Beban Pokok Pendapatan -2.201.082 -2.745.778 -1.336.346 -1.336.346

Laba Bruto 186.111 270.166 126.804 126.804
Marjin Laba Bruto 7,80% 8,96% 8,67% 8,67%

Umum & Administrasi -53.036 -49.337 -46.930 -46.930

Penyusutan -4.375 -429 -2.673 -2.673

Laba Usaha 128.701 220.400 77.201 77.201
Marjin Laba Usaha 5,39% 7,31% 5,28% 5,28%

Bunga Bank -32.000 -32.780 -25.358 -25.358

Pendapatan JO 33.061 7.975 31.840 31.840

Pendapatan/Beban Lain-lain -4.248 -40.046 -584.911 -15.575

Laba Sebelum Pajak 125.514 155.549 -501.228 68.108
Marjin Laba Sebelum Pajak 5,26% 5,16% -34,26% 4,65%
Pajak Penghasilan -59.686 -79.923 -38.032 -38.032

Laba Bersih 65.828 75.626 -539.260 30.076
Marjin Laba Bersih 2,76% 2,51% -36,86% 2,06%
Laba Bersih non-Pengendali 0 0 0 0

Laba Bersih Induk 65.828 75.626 -539.260 30.076

EBITDA 161.889 188.757 111.714 111.714

EBITDA Margin 6,78% 6,26% 7,64% 7,64%
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Tabel 2.8: Prognosa Laba/Rugi PT Adhi Persada Beton Tahun 2025 

 

Tabel 2.9: Prognosa Laba/Rugi PT Adhi Persada Properti Tahun 2025 

 
 

 

APB IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 1.109.526 1.983.000 1.562.083 1.562.083

Pendapatan Usaha 1.523.911 1.651.833 823.321 823.321

Beban Pokok Pendapatan -1.323.401 -1.449.071 -676.639 -676.639

Laba Bruto 200.510 202.762 146.681 146.681
Marjin Laba Bruto 13,16% 12,27% 17,82% 17,82%

Umum & Administrasi -44.665 -43.104 -41.862 -41.862

Penyusutan -51.369 -20.495 -34.029 -34.029

Laba Usaha 104.476 139.163 70.789 70.789
Marjin Laba Usaha 6,86% 8,42% 8,60% 8,60%

Bunga Bank -2.403 -16.253 -1.298 -1.298

Pendapatan JO

Pendapatan/Beban Lain-lain 8.752 -3.342 -56.914 -3.029

Laba Sebelum Pajak 110.825 119.568 12.577 66.462
Marjin Laba Sebelum Pajak 7,27% 7,24% 1,53% 8,07%
Pajak Penghasilan -25.736 -25.797 -15.909 -15.909

Laba Bersih 85.089 93.772 -3.331 50.554
Marjin Laba Bersih 5,58% 5,68% -0,40% 6,14%
Laba Bersih non-Pengendali

Laba Bersih Induk 85.089 93.772 -3.331 50.554

EBITDA 164.596 156.316 104.819 104.819

EBITDA Margin 10,80% 9,46% 12,73% 12,73%

APP IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 204.833 250.921 202.436 202.436

Pendapatan Usaha 188.492 240.983 120.626 120.626

Beban Pokok Pendapatan -156.632 -216.214 -92.838 -92.838

Laba Bruto 31.859 24.769 27.789 27.789
Marjin Laba Bruto 16,90% 10,28% 23,04% 23,04%

Umum & Administrasi -36.218 -42.649 -42.763 -42.763

Penyusutan -11.811 -114 0 0

Laba Usaha -16.170 -17.994 -14.974 -14.974
Marjin Laba Usaha -8,58% -7,47% -12,41% -12,41%

Bunga Bank -67.701 -38.251 -40.759 -40.759

Pendapatan JO

Pendapatan/Beban Lain-lain -41.078 -111.914 -106.359 -106.359

Laba Sebelum Pajak -124.949 -168.159 -162.093 -162.093
Marjin Laba Sebelum Pajak -66,29% -69,78% -134,38% -134,38%
Pajak Penghasilan -6.776 -8.313 -5.104 -5.104

Laba Bersih -131.725 -176.472 -167.197 -167.197
Marjin Laba Bersih -69,88% -73,23% -138,61% -138,61%
Laba Bersih non-Pengendali

Laba Bersih Induk -131.725 -176.472 -167.197 -167.197

EBITDA -45.436 -129.794 -121.333 -121.333

EBITDA Margin -24,11% -53,86% -100,59% -100,59%
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Tabel 2.10: Prognosa Laba/Rugi PT Adhi Commuter Properti Tahun 2025 

 

Tabel 2.11: Prognosa Laba/Rugi PT Dumai Tirta Persada Tahun 2025 

 
  

ADCP IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 694.367 700.117 353.630 353.630

Pendapatan Usaha 300.317 691.149 183.372 183.372

Beban Pokok Pendapatan -207.910 -529.659 -137.270 -137.270

Laba Bruto 92.407 161.490 46.102 46.102
Marjin Laba Bruto 30,77% 23,37% 25,14% 25,14%

Umum & Administrasi -36.309 -29.571 -33.367 -33.367

Penyusutan

Laba Usaha 56.098 131.919 12.735 12.735
Marjin Laba Usaha 18,68% 19,09% 6,95% 6,95%

Bunga Bank -18.625 -17.470 -6.297 -6.297

Pendapatan JO 0 0 0 0

Pendapatan/Beban Lain-lain 7.176 -48.915 -18.869 -18.869

Laba Sebelum Pajak 44.650 65.534 -12.431 -12.431
Marjin Laba Sebelum Pajak 14,87% 9,48% -6,78% -6,78%
Pajak Penghasilan -1.846 -16.073 -2.895 -2.895

Laba Bersih 42.804 49.461 -15.326 -15.326
Marjin Laba Bersih 14,25% 7,16% -8,36% -8,36%
Laba Bersih non-Pengendali

Laba Bersih Induk 42.804 49.461 -15.326 -15.326

EBITDA 63.275 83.004 12.735 12.735

EBITDA Margin 21,07% 12,01% 6,95% 6,95%

DTP IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 75.239 212.387 83.015 83.015

Pendapatan Usaha 75.239 212.387 83.015 83.015

Beban Pokok Pendapatan -18.373 -157.661 -24.922 -24.922

Laba Bruto 56.867 54.726 58.093 58.093
Marjin Laba Bruto 75,58% 25,77% 69,98% 69,98%

Umum & Administrasi -1.650 -1.656 -2.958 -2.958

Penyusutan 0 0 0 0

Laba Usaha 55.217 53.070 55.134 55.134
Marjin Laba Usaha 73,39% 24,99% 66,41% 66,41%

Bunga Bank -21.092 -19.716 -20.266 -20.266

Pendapatan JO 0 0 0 0

Pendapatan/Beban Lain-lain 0 0 0 0

Laba Sebelum Pajak 34.126 33.354 34.868 34.868
Marjin Laba Sebelum Pajak 45,36% 15,70% 42,00% 42,00%
Pajak Penghasilan 0 -15.586 0 0

Laba Bersih 34.126 17.768 34.868 34.868
Marjin Laba Bersih 45,36% 8,37% 42,00% 42,00%
Laba Bersih non-Pengendali -16.722 -8.706 -17.085 -17.085

Laba Bersih Induk 17.404 9.062 17.783 17.783

EBITDA 55.217 53.070 55.134 55.134

EBITDA Margin 73,39% 24,99% 66,41% 66,41%
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Tabel 2.12: Prognosa Laba/Rugi PT Jalintim Adhi Abipraya Tahun 2025 

 

Tabel 2.13: Prognosa Laba/Rugi PT Adhi Jalintim Riau Tahun 2025 

 
  

JAA IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 116.009 101.017 106.557 106.557

Pendapatan Usaha 116.009 101.017 106.557 106.557

Beban Pokok Pendapatan -86.975 -74.176 -83.967 -83.967

Laba Bruto 29.034 26.841 22.590 22.590
Marjin Laba Bruto 25,03% 26,57% 21,20% 21,20%

Umum & Administrasi -6.386 -12.569 -6.640 -6.640

Penyusutan 0 0 0 0

Laba Usaha 22.648 14.272 15.950 15.950
Marjin Laba Usaha 19,52% 14,13% 14,97% 14,97%

Bunga Bank 0 0 0 0

Pendapatan JO 0 0 0 0

Pendapatan/Beban Lain-lain -1.332 0 -96 -96

Laba Sebelum Pajak 21.316 14.272 15.854 15.854
Marjin Laba Sebelum Pajak 18,37% 14,13% 14,88% 14,88%
Pajak Penghasilan -3.074 -2.677 -2.824 -2.824

Laba Bersih 18.242 11.595 13.031 13.031
Marjin Laba Bersih 15,72% 11,48% 12,23% 12,23%
Laba Bersih non-Pengendali -7.297 -4.638 -5.212 -5.212

Laba Bersih Induk 10.945 6.957 7.818 7.818

EBITDA 21.316 14.272 15.950 15.950

EBITDA Margin 18,37% 14,13% 14,97% 14,97%

AJR IDR Juta  
Realisasi 2024 RKAP R2025

PROG 2025
Skenario 1

PROG 2025
Skenario 2

Kontrak Baru 173.304 65.164 90.313 90.313

Pendapatan Usaha 173.304 65.164 90.313 90.313

Beban Pokok Pendapatan -117.153 -49.940 -69.061 -69.061

Laba Bruto 56.151 15.224 21.252 21.252
Marjin Laba Bruto 32,40% 23,36% 23,53% 23,53%

Umum & Administrasi -3.815 -5.200 -4.698 -4.698

Penyusutan 0 0 0 0

Laba Usaha 52.336 10.024 16.554 16.554
Marjin Laba Usaha 30,20% 15,38% 18,33% 18,33%

Bunga Bank 0 0 0 0

Pendapatan JO 0 0 0 0

Pendapatan/Beban Lain-lain 389 0 389 389

Laba Sebelum Pajak 52.725 10.024 16.943 16.943
Marjin Laba Sebelum Pajak 30,42% 15,38% 18,76% 18,76%
Pajak Penghasilan -4.592 -1.727 -2.393 -2.393

Laba Bersih 48.133 8.297 14.549 14.549
Marjin Laba Bersih 27,77% 12,73% 16,11% 16,11%
Laba Bersih non-Pengendali -481 -83 -145 -145

Laba Bersih Induk 47.652 8.214 14.404 14.404

EBITDA 52.725 10.024 16.554 16.554

EBITDA Margin 30,42% 15,38% 18,33% 18,33%
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3. RENCANA KERJA TAHUN 2026 

Pengelolaan BUMN mencapai milestone yang sangat penting dalam sejarah pengelolaan kekayaan Negara 
yang dipisahkan pada tahun 2025. Perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan BUMN sejak tahun 
2003, telah direvisi dan mendapatkan pengesahan parlemen, yang kemudian dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara (“UU 1 Tahun 2025”). Melalui dasar hukum ini, Pemerintah melanjutkan langkah 
strategis dengan mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“BPI Danantara”), sebagai 
terobosan pengelolaan BUMN dan keuntungan yang dihasilkan. Berdirinya BPI Danantara dilanjutkan 
dengan melegalkan pendirian dua entitas anak perusahaan yakni PT Danantara Asset Management (Persero) 
(“DAM”) yang bertugas untuk mengonsolidasikan kepemilikan saham dan aktivitas operasional anak 
perusahaan, dan PT Danantara Investment Management (Persero) (“DIM”) yang bertugas untuk mengelola 
hasil pengelolaan BUMN. 

Setelah pendirian DAM dan peralihan kepemilikan saham ADHI, kinerja tahun 2025 dan perencanaan 
strategis tahun 2026 menjadi titik awal dimulainya pembaruan pengelolaan BUMN. Berdasarkan surat 
Nomor SR.122/DI-DAM/DO/2025, dinyatakan Visi DAM yang akan menjadi acuan dari seluruh arah bisnis 
BUMN yaitu: “Membangun Perusahaan Berskala Global melalui Penciptaan Nilai” 

Pada dokumen yang sama, DAM menjabarkan Misi untuk mendukung tingkat pencapaian terhadap Visi yang 
diciptakan, antara lain: 

1. Mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan 
prinsip Good Corporate Governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan misi Asta Cita; 

2. Mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang 
signifikan; dan 

3. Menarik dan  mengakselerasi investasi domestik maupun internasional dengan membangun kemi-
traan strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 

Sebagai dasar penyusunan RKAP Tahun 2026, DAM sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menerbitkan 
pedoman strategis penyusunan RKAP. Dalam penyusunan RKAP Tahun 2026, DAM memberikan mandat 
kepada seluruh anak perusahaan untuk berpedoman pada hal-hal berikut ini: 

1. Asta Cita 8 Prioritas Nasional; 
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; 
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029; 
4. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) masing-masing Anak Perusahaan; 
5. Kebijakan taktis lintas sektor; 
6. Rencana Strategis Kementerian Teknis atau dokumen terkait lainnya; 
7. Nota Keuangan APBN 2026 serta proyeksi faktor-faktor ekonomi makro baik lokal maupun global 

yang akan berpengaruh pada kinerja tahun 2026 dan arahan-arahan taktis untuk ekspektasi 
perkembangan tahun 2026; dan 

8. Prognosa realisasi kinerja masing-masing Anak Perusahaan Tahun 2025. 

Berdasarkan sejumlah poin yang perlu dipedomani di atas, terdapat gambaran bahwa RKAP 2026 disusun 
dengan mengacu pada kondisi eksisting, sebagai baseline dan dasar perumusan rencana kerja satu tahun ke 
depan. Penyelarasan akan dilakukan dengan pedoman yang bersifat tematik pada tahun 2026, sebagaimana 
disampaikan oleh DAM pada sejumlah bidang yang saling melengkapi, seperti pedoman strategis sektoral, 
pedoman bidang manajemen risiko, pedoman bidang keuangan, pedoman bidang sumber daya manusia, 
dan lain sebagainya. Seluruh pedoman tersebut, akan menjadi landasan ADHI dalam merumuskan RKAP 
2026, yang akan terjabarkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta sasaran dan indikator 
pencapaian tahun 2026.  
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3.1. Asumsi dan Parameter Utama Tahun 2026 

Dinamika faktor eksternal, baik yang berasal dari domestik maupun global, menyebabkan perubahan pada 
level makro yang cepat dan cenderung volatile. Untuk menjaga konteks dalam penyusunan rencana tahun 
2025, RKAP telah disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan menjadi acuan 
penyusunan APBN Tahun 2025. 

 

Gambar 3.1: Asumsi Umum 
Sumber: APBN Tahun 2025 

3.2. Penugasan Khusus Pemerintah 

Khusus tahun 2026, ADHI belum mendapatkan penugasan khusus Pemerintah. Penugasan khusus 
Pemerintah terakhir diterima ADHI tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015, tanggal 2 
September 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di 
wilayah Jabodebek. 

3.3. Program Strategis dan Aksi Korporasi 

DAM telah menetapkan pedoman strategis dan arahan sektoral bagi anak perusahaan. Pada klaster 
infrastruktur, ditetapkan pedoman strategis yaitu “Penggabungan 7 BUMN Karya menjadi 2-3 klaster dengan 
restrukturisasi aset dan liabilitas ditujukan untuk penyehatan keuangan, mengembalikan fokus pada bisnis 
konstruksi, serta menciptakan persaingan sehat dan efisiensi operasional”. Pedoman ini memberikan 
gambaran besar dari fokus transformasi bisnis Klaster Infrastruktur, khususnya ADHI, untuk melakukan 
penyehatan dan mengembalikan fokus bisnis pada sektor konstruksi yang telah menjadi core competency 
perusahaan. Proses penggabungan ini merupakan proses lanjutan dari integrasi yang telah dikaji pada 
beberapa tahun sebelumnya, yang didukung dengan keterlibatan konsultan independen. Pada tahun 2026, 
proses penyempurnaan dan pendalaman kajian komprehensif akan dilakukan untuk memastikan 
pemenuhan prinsip-prinsip utama dan membentuk set-up integrasi yang mampu mencapai tujuan strategis 
DAM terhadap klaster infrastruktur. 

Selain itu, di luar proses restrukturisasi dan integrasi BUMN Karya sebagaimana yang dijabarkan di atas, 
terdapat sejumlah program strategis lainnya yang akan menjadi aksi korporasi pada tahun 2026. Beberapa 
aksi korporasi tersebut di antaranya adalah seperti divestasi terhadap kepemilikan saham pada entitas anak 
perusahaan level 1, entitas anak perusahaan level 2, maupun entitas asosiasi / ventura bersama. Aksi 
korporasi lainnya adalah proses financing melalui mekanisme gadai atas kepemilikan saham entitas 
asosiasi/ventura bersama, maupun penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap IV Tahun 2026. 

3.3.1. Program Strategis Perseroan 

Dalam proses penyusunan Program Strategis, ADHI mengacu pada landasan Rencana Jangka Panjang 
Perseroan (RJPP) yang saat ini berlaku, serta mengacu pada penyesuaian yang dibutuhkan sejalan dengan 
adanya dinamika arah pengembangan yang diberikan Pemegang Saham dan dinamika industri. Hal ini 
menjadi gambaran bahwa ADHI memiliki keteguhan dalam visi yang dituliskan namun tetap dapat menjadi 
adaptif dan agile untuk merespons munculnya peluang dan ancaman. Beberapa program strategis ADHI 
dalam tahun 2026 antara lain: 
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Gambar 3.2: Program Strategis Utama 
Sumber: RJPP, Pedoman Strategis DAM, Analisis Internal ADHI 

 

Gambar 3.3: Program Strategis Pendukung 
Sumber: RJPP, Pedoman Strategis DAM, Analisis Internal ADHI 

3.3.2. Rencana Jangka Menengah dan Panjang 

Tujuan ADHI dalam RKAP 2026 yang telah diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah 
dan jangka panjang, serta RJPP ADHI 2025-2029, dengan pentahapan sebagai berikut. 

 
Gambar 3.4: Tujuan Jangka Panjang ADHI 2025-2029 
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Tujuan ADHI 2025-2029 adalah “Solidify Existing Business & Embark a Journey Towards ‘Sustainable’ 
Expansion”. Secara rinci, tujuan tersebut difokuskan melalui beberapa hal sebagai berikut. 

1. Solidifikasi kinerja komersial dan operasional bisnis eksisting dengan peningkatan proses bisnis & 
HC transformation yang didukung implementasi teknologi; 

2. Ekspansi ke sektor Champion dan ESG (perkeretaapian, Sumber Daya Air “SDA”, Pengolahan 
Limbah), serta penjajakan pengembangan bisnis ke regional via kolaborasi dan kemitraan strategis; 

3. Penguatan kontrol dan tata kelola anak usaha untuk mendorong sinergi intercompany serta 
keselarasan strategi pertumbuhan perusahaan; 

4. Eksplorasi selektif pengembangan bisnis investasi konsesi infrastruktur yang mendukung 
keberlanjutan untuk stable recurring income; dan 

5. Memupuk budaya keberlanjutan dan memulai penerapan prinsip ESG (termasuk adaptasi iklim 
dan ekonomi sirkular) melalui pengembangan produk dan layanan. 

Atas dasar tujuan ADHI 2025-2029, telah diidentifikasi tiga tema strategis untuk pertumbuhan ADHI yang 
akan menjadi dasar pengembangan perusahaan ke depan, yaitu: 

1. Pre-requisite; yang mencakup peningkatan kinerja HC dan IT sebagai enabler atau penggerak 
utama proses bisnis;  

2. Existing Business Solidification; yang bertujuan untuk memperkuat aspek operasional dan 
komersial dari performa bisnis saat ini; dan 

3. New Frontiers; mengedepankan transformasi berbasis ESG serta eksplorasi peluang ekspansi 
dalam lini bisnis baru, peningkatan investasi, dan ekspansi regional. 

 

Gambar 3.5: 3 Fase dan 6 Kelompok Inisiatif Strategis 

Sebagai catatan, proses penyusunan RJPP 2025-2029 dilakukan pada tahun 2024, dengan berlandaskan 
pada arah pengembangan dan pembangunan sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk 
menyesuaikan terhadap dinamika terkini untuk menjadikan RJPP ADHI lebih selaras dengan arah 
pengembangan Pemegang Saham terhadap BUMN Karya Klaster Infrastruktur, khususnya ADHI. Selanjutnya 
akan dilakukan penyesuaian / pembaruan terhadap RJPP ADHI. Namun demikian selain kebutuhan untuk 
penyelarasan tersebut, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang masih relevan dan implementatif dengan 
arah pengembangan ADHI ke depan, seperti: HC Transformation, Operational Excellence, IT Advancement, 
ESG-Driven Business Transformation, Commercial Excellence. Secara menyeluruh, inisiatif strategis yang 
bersifat ekspansif dan tidak related terhadap bisnis core (konstruksi) akan tersesuaikan. 
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3.3.3. Inisiatif Utama untuk Peningkatan Kinerja  

 

Gambar 3.6: 6 Strategic Pilar Inisiatif Strategis ADHI Tahun 2025-2029 

RJPP 2025-2029 yang saat ini menjadi pedoman dalam perencanaan strategis jangka menengah – panjang ADHI 
telah dilengkapi dengan sejumlah inisiatif strategis utama untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Beberapa inisiatif 
strategis tersebut dikelompokkan dan terbagi menjadi 6 (enam) aspek antara lain: HC Transformation, Operational 
Excellence, IT Advancement, ESG-Driven Business Transformation, Commercial Excellence, dan Portofolio & 
Investment Management. Mayoritas inisiatif masih berjalan hingga saat ini. Namun demikian, inisiatif strategis 
pada kelompok Portofolio & Investment Management yaitu pengembangan bisnis investasi dan eksplorasi proyek 
regional dalam proses peninjauan berkaitan dengan keselarasannya terhadap arah pengembangan dalam 
pedoman strategis RKAP 2026 DAM yang menyebutkan untuk fokus pada core bisnis konstruksi. 

3.3.4. Program Ekspansi Usaha  

Sejalan dengan arah pengembangan BUMN Karya saat ini, ADHI akan kembali fokus pada bisnis konstruksi. 
Berkaitan dengan rencana ekspansi, maka selayaknya akan dibatasi terhadap perolehan kontrak pada bisnis 
konstruksi yang diperoleh dari proses bisnis yang memposisikan ADHI sebagai kontraktor. Namun demikian, 
terdapat sejumlah pengembangan proyek infrastruktur yang saat ini telah berjalan, di mana selain berada 
dalam posisi ADHI sebagai kontraktor, ADHI juga berlaku sebagai investor / pemegang saham. Dalam RKAP 
2026 kami mencantumkan proyeksi kebutuhan pemenuhan belanja modal (capital expenditure) terhadap 
proyek infrastruktur tersebut. 

Pada sisi core bisnis konstruksi, ADHI telah menargetkan jumlah perolehan kontrak yang terdiri dari beberapa 
segmen bisnis (engineering & construction, manufacture, properti & hospitality, dan investasi & konsesi). 
Selain itu pada segmen engineering & construction terbagi menjadi beberapa scope pekerjaan seperti 
general civil, komersial & residensial, power, industri & hilirisasi, dan perkeretaapian. Target perolehan 
kontrak juga didefinisikan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.1: Target Perolehan Kontrak 2026 

 

3.3.5. Dampak Program Strategis Perseroan terhadap Bisnis 

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, ADHI akan menjalankan sejumlah Program Strategis tahun 2026, 
yang terbagi menjadi program strategis utama dan program strategis pendukung. Sebagai bentuk proyeksi 
dari aktualisasi program strategis tersebut, dampak finansialnya terproyeksikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2: Dampak Program Strategis terhadap Bisnis 

 

Sebagai catatan tambahan, dalam RKAP 2026 juga mencantumkan program strategis seperti Integrasi BUMN 
Karya dan Penyehatan Bisnis / Restrukturisasi ADHI. Dampak finansial terhadap proyeksi keuangan tahun 
2026 di luar dari estimasi yang dituangkan dalam proyeksi, dengan pertimbangan signifikannya dampak dan 
masih dinamisnya proses integrasi dan penyehatan, sehingga proyeksi dibuat dalam skenario business as 
usual (BaU). 

  
Keterangan IDR Juta  RKAP 2026 Q1/2026 Q2/2026 Q3/2026 Q4/2026

Segmentasi Lini Bisnis
ENGINEERING & CONSTRUCTION 22.265.000 3.697.500 5.092.500 8.832.500 4.642.500
PROPERTY 699.528 120.087 140.831 178.266 260.344
MANUFACTURE 686.000 64.000 188.000 217.000 217.000
INVESTMENT & CONCESSION 234.762 57.029 55.882 60.276 61.575

Segmentasi Sumber Dana
PEMERINTAH 8.205.000 1.405.000 2.100.000 4.200.000 500.000
LOAN 2.150.000 600.000 300.000 1.250.000
BUMN/D 9.436.000 2.314.000 1.688.000 3.117.000 2.317.000
SWASTA 3.160.000 42.500 892.500 1.432.500 792.500
ADHI 934.290 177.116 196.713 238.542 321.919

Segmentasi Tipe Kontrak
Non JO 12.655.290 3.008.616 3.427.213 4.438.042 1.781.419
JO 11.230.000 930.000 2.050.000 4.850.000 3.400.000

Segmentasi Konstruksi
GENERAL CIVIL 8.195.762 3.268.529 1.586.382 2.569.776 771.075
POWER 2.050.000 2.050.000
INDUSTRI dan HILIRISASI 4.400.000 1.900.000 500.000 2.000.000
KOMERSIAL dan RESIDENSIAL 7.190.000 550.000 1.850.000 3.890.000 900.000
KERETA dan HSR 1.350.000 100.000 1.250.000
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3.3.6. Program Pendukung Keberlanjutan  

ADHI perlu melakukan rebranding: ADHI for ESG, creating value and sustainability. Brand image ADHI akan 
diperkuat dengan fokus pada aspek ESG yang sejalan dengan SDGs. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip 
ESG, diharapkan dapat membangun competitive advantage di masa mendatang. ADHI telah menetapkan 
tujuan jangka panjang sesuai RJPP 2025-2029, yaitu menjadi ESG Champion pada industri konstruksi di 
Indonesia. 
Strategi inisiatif RJPP 2025-2029 yang relevan, berikut program kerja 2026: 

1. E-20: Membudayakan keberlanjutan melalui peningkatan kompetensi ESG dan penguatan tata 
kelola terintegrasi ADHI. 
Program Kerja 2026: 
a. Menyusun dan penerapan Blueprint  Circular Economy di Konstruksi 
b. Peningkatan implementasi nilai ESG dan inovasi melalui ESG Innovation Award; 
c. Peningkatan pemahaman dan kapabilitas ESG melalui mekanisme townhall dan 

pelatihan ESG. 
2. E-21: Memperkuat komunikasi ESG ADHI melalui optimisasi komunikasi internal dan eksternal 

Program Kerja 2026: 
a. Improvement AR dan SR sesuai standar GRI; 
b. Pendampingan improvement ESG ADHI oleh Sustain Analytic atau lembaga rating 

independen lainnya. 
3. E-22: Memperkuat praktik sustainable supply chain dengan mempertimbangkan dampak 

sosial, lingkungan, dan ekonomi 
Program Kerja 2026: 
a. Sosialisasi ESG kepada Vendor dan Subkontraktor, serta pihak lain yang relevan; 
b. ADHI ESG Award untuk vendor dan subkontraktor. 

4. E-23: Adaptasi perubahan iklim melalui efisiensi energi dan air serta penurunan carbon footprint 
Program Kerja 2026: 
a. Menyusun dan penerapan Blueprint Circular Economy di Konstruksi 
b. Penanaman mangrove 250 ha; 
c. Peningkatan kompetensi perhitungan emisi karbon. 

3.3.7. Aksi Korporasi (Corporate Action) 

Untuk mencapai target dan sasaran tahun 2026 dan target dan sasaran jangka panjangnya, ADHI  meren-
canakan sejumlah aksi korporasi yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tabel 
di bawah ini. 

Tabel 3.3: Daftar Aksi Korporasi 

No Aksi Korporasi Perkiraan 
Nominal Perkiraan Waktu Dukungan yang Dibutuhkan 

1 Penyehatan / Restrukturisasi 
ADHI Grup 

Dalam proses 
penilaian 

Semester 1 Tahun 
2026  

Persetujuan Penyehatan / Restrukturisasi; serta 
penjaminan pemegang saham kepada stake-
holders terhadap going concern perusahaan 

2 Divestasi Kepemilikan Saham 
PT JMJ 

Rp0,8T-1,5T  Semester 2 Tahun 
2026  

 Persetujuan Divestasi 

3 Divestasi Kepemilikan Saham 
PT DTP 

Rp0,4T  Semester 2 Tahun 
2026  

 Persetujuan Divestasi 

4 Divestasi Kepemilikan Saham 
PT MGCP 

Dalam proses 
penilaian 

Semester 2 Tahun 
2026  

 Persetujuan Divestasi 

5 Divestasi Kepemilikan Saham 
Anak Perusahaan /  SPV lainnya 

Dalam proses 
penilaian 

Semester 2 Tahun 
2026  

 Persetujuan Divestasi 

6 Integrasi BUMN Karya, Klaster 1 
ADHI – PP 

Dalam proses 
penilaian 

Semester 2 Tahun 
2026  

 Persetujuan Integrasi 

7 Penerbitan Obligasi PUB IV 
dan/atau instrument keuangan 
lainnya 

Dalam proses 
penilaian 

Semester 2 Tahun 
2026  

 Penerbitan Penjaminan Pemegang Saham 
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Selain itu terdapat sejumlah rencana penyertaan modal kepada entitas asosiasi / ventura bersama atas on 
going project. Penyertaan modal kepada PT Jasamarga Jogja Solo dan PT Jasamarga Jogja Bawen akan 
dilakukan dengan menggunakan saldo kas eksisting yang telah diperoleh dari Penyertaan Modal Negara dan 
Right Issue Tahun 2022. Sementara itu, penyertaan modal lainnya akan dipenuhi dengan ketersediaan kas 
Perseroan pada tahun 2026. Seiring dengan perubahan arah pengembangan bisnis ADHI, pemenuhan 
kebutuhan setoran modal proyek infrastruktur akan didiskusikan bersama pemegang saham. 

Tabel 3.4: Daftar Aksi Korporasi 

No Investasi/Penyertaan 
Saham/KSO SH/AP RKAP 2026 

(IDR Miliar) Tujuan Proyek Dampak Skema 
Pendanaan 

1 PT Jasamarga Jogjasolo SH ~Rp528 miliar  
Pembangunan Jalan Tol 
yang menghubungkan 
Yogyakarta-Solo 

Waktu tempuh antar 
Lokasi, Pembangunan 
ekonomi sekitar  

PMN & Right Issue 
Tahun 2022 

2 PT Jasamarga Jogja 
Bawen SH ~Rp142 miliar  

Pembangunan Jalan Tol 
yang menghubungkan 
Yogyakarta-Bawen 

Waktu tempuh antar 
Lokasi, Pembangunan 
ekonomi sekitar  

PMN & Right Issue 
Tahun 2022 

3 PT Bogor Infra Selaras SH ~Rp40 miliar  
Pembangunan Jalan Tol 
yang menghubungkan 
Kota Bogor dan Serpong  

Waktu tempuh antar 
Lokasi, Pembangunan 
ekonomi sekitar  

TBD  

4 PT Jakarta Metro 
Express Way SH ~Rp200 miliar  

Pembangunan Jalan Tol 
Elevated Cikunir-
Ulujami  

Waktu tempuh antar 
Lokasi, Pembangunan 
ekonomi sekitar  

TBD  

5 PT Jalan Akses 
Patimban SH ~Rp40 miliar  

Pembangunan Jalan Tol 
Akses Pelabuhan 
Patimban 

Waktu tempuh ke 
Pelabuhan, efisiensi 
biaya logistik 

 TBD  

6 Lainnya SH ~Rp100 miliar  
Pembangunan 
infrastruktur pendukung 
dan jalan tol 

Pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi TBD  

3.4. Sasaran Usaha 

Sasaran usaha pada tahun 2026 didefinisikan berdasarkan sejumlah indikator sebagaimana dijabarkan 
dalam Tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.5: Sasaran Usaha 2026 

No Indicators Satuan Sasaran Strategi Usaha 

A.        Aspek Keuangan 

1 EBITDA Rp Rp1.363.673 

Merupakan lagging indicator dari seluruh strategi yang 
diterapkan pada aspek keuangan, pelanggan, bisnis proses 
internal / operasional, pengembangan, dan lingkungan. 

2 ROIC ≥ WACC % -5,21% 

3 Cash Conversion Cycle Hari 100 Hari 

4 IBD to EBITDA Rasio 5,55x 

5 Penyehatan/ Restrukturisasi 
ADHI Grup % 100% Penyusunan roadmap penyehatan / restrukturisasi untuk 

perbaikan fundamental keuangan secara berkelanjutan. 

B.        Aspek Pelanggan 

6 Perolehan Kontrak Konstruksi Rp Rp22.095.000 
Penerapan commercial excellence dengan berfokus pada 
proyek infrastruktur Pemerintah (sekolah rakyat, kampung 
nelayan, dst) dan proyek Industri & Hilirisasi (OSBL). 

C.       Bisnis Proses Internal 

7 On Time + on Budget Project % 100% Penerapan operational excellence yang didukung penguatan 
ERP dan Manajemen Risiko terintegrasi. 

8 Zero Fatality Accident Jumlah 0 (Zero) Penerapan Standar K3L berbasis ISO, dan safety culture 
dalam seluruh aspek operasi. 

  D.      Pengembangan 

9 Divestasi % 100% Percepatan tahapan divestasi dan membangun relasi 
dengan potential investor. 

E.        Lingkungan 

10 ESG Rating % 38% ADHI for ESG, untuk implementasi nilai-nilai ESG secara 
holistik dan komprehensif 
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Sasaran usaha pada tahun 2026 akan menjadi indikator kinerja utama Perseroan. Proses pemilihan indikator 
kinerja utama telah mengacu pada pedoman strategis DAM dengan mempertimbangkan seluruh aspek 
sebagaimana balanced scorecard, dan telah melalui analisa benchmark terhadap perusahaan nasional 
maupun internasional. Penetapan indikator kinerja utama secara akan diberikan sesuai kewenangannya 
kepada keputusan Pemegang Saham/Menteri/Kepala Badan sesuai peraturan yang berlaku. 

3.5. Strategi Usaha 

Berdasarkan roadmap yang telah disusun, ADHI telah mendetailkan tahapan demi tahapan untuk 
mendukung capaian 5 tahunan pada RJPP 2025-2029 menjadi level detail yang akan dicapai secara tahunan 
yang dicantumkan dalam RKAP 2026. Terdapat 27 inisiatif strategis yang akan dilakukan secara 
berkesinambungan dalam RJPP 2025-2029,  yang terbagi ke dalam 3 fase dan 6 kelompok utama. 

 

Gambar 3.7: 3 Fase dan 6 Kelompok Inisiatif Strategis 

Strategi jangka menengah dan panjang dalam RJPP 2025-2029 diturunkan menjadi program strategis pada 
tahun 2026, yang terbagi menjadi program strategis utama dan program strategis pendukung. Hal ini 
dilakukan sebagai bentuk prioritisasi dan respons terhadap dinamika yang ada dan berdampak signifikan 
pada laju bisnis Perseroan baik secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Program strategis utama dan 
pendukung dijabarkan pada bagian sebelumnya. 

3.5.1. Arah Pengembangan Usaha Lini Bisnis Engineering & Construction 

Sejalan dengan tujuan pendiriannya, ADHI merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan 
konsisten untuk memberikan kontribusi melalui mahakarya lini engineering & construction. Dalam journey 
ADHI, berbagai jenis project telah dijalankan baik pada jenis pekerjaan infrastruktur, komersial & residensial, 
power, industri & hilirisasi, dan perkeretaapian. Pedoman perencanaan strategis DAM memberikan mandat 
untuk kembali fokus pada bisnis inti, atau back to core, yang akan menjadi acuan ADHI dalam meningkatkan 
kompetensi dan kapabilitasnya untuk berkontribusi lebih maksimal pada pembangunan negeri. ADHI 
berkomitmen untuk mengambil peran dalam agenda pembangunan Asta Cita untuk mewujudkan 
tercapainya target pertumbuhan nasional hingga ke 8%. Kontribusi ADHI dapat diaktualisasi dengan 
mendukung pembangunan infrastruktur utama maupun infrastruktur pendukung bagi industri untuk dapat 
beroperasi secara optimal dan efisien. Meskipun terdapat tantangan pada penurunan anggaran infrastruktur 
pemerintah yang memberikan kontribusi terhadap kinerja Perseroan secara signifikan, ADHI akan berupaya 
untuk tetap going concern dan menjaga stabilitas bisnis dengan melakukan shifting portofolio kontrak ke 
dalam segmen BUMN/D, Swasta dan regional yang akan didukung dengan peningkatan kapabilitas dan 
kompetensi, serta penyesuaian pada sisi manajemen risiko. Pada aspek lainnya, untuk mendukung 
Sustainable Development Goals (SDG’s) yang dicanangkan pemerintah dan mewujudkan net zero emission 
(NZE) 2050, ADHI akan menerapkan nilai-nilai ESG pada seluruh aspek dalam proses bisnis untuk membuat 
keberlanjutan menjadi bagian dari culture ADHI. Beberapa contoh aktivitas penerapan ESG yang akan 
dilakukan adalah melalui penerapan circular economy dan penanaman mangrove. Berkaitan dengan 
kompetensi champion pada segmentasi railway, ADHI akan berupaya memaksimalkan kompetensi tersebut 
di tengah keterbatasan pangsa pasar dalam negeri. Beberapa langkah tersebut adalah dengan eksplorasi 
peluang regional, serta perluasan pasar pada value chain lainnya pada sektor perkeretaapian, seperti 
pemeliharaan fasilitas dan lain sebagainya. Arah pengembangan lini E&C akan mengikuti arah dan kebijakan 
portofolio DAM, dimana saat ini telah dilakukan pembahasan untuk melakukan integrasi BUMN Karya. 
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3.5.2. Arah Pengembangan Usaha Lini Bisnis Property and Hospitality 

Arah pengembangan lini property & hospitality akan sangat dipengaruhi oleh arah dan kebijakan holding 
operasi BPI Danantara, khususnya terkait program integrasi BUMN Karya dengan portofolio bisnis yang ter-
spesialisasi. Lini property & hospitality akan berfokus pada penyelesaian aset eksisting, dan secara hati-hati 
menyelesaikan produk under construction. Strategi lain yang perlu diimplementasikan adalah melakukan 
partnership untuk mengatasi keterbatasan working capital dalam menyelesaikan konstruksi dan proses 
serah terima persediaan kepada pelanggan, serta melakukan asset recycling untuk memperbaiki kondisi 
likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selain itu, ke depan ADHI akan melakukan langkah divestasi terhadap 
anak perusahaan level 2, sebagai bentuk refocusing bisnis dan perampingan struktur grup ADHI. 

3.5.3. Arah Pengembangan Usaha Lini Bisnis Manufacture 

Perkembangan bisnis manufaktur sangat dipengaruhi dengan dinamika industri konstruksi. Dengan adanya 
risiko penurunan segmentasi kontrak konstruksi pemerintah, segmen manufaktur diproyeksikan akan 
menerima dampak turunan atas hal tersebut. Dinamika yang terjadi pada induk usaha, selaku pemberi kerja 
dominan bagi PT APB, perlu diantisipasi melalui perluasan segmentasi kontrak kepada pihak eksternal yang 
mencakup BUMN/D dan Swasta. Selain itu, potensi pemberian produk baru yang diperoleh melalui proses 
inovasi, maupun potensi pasar dari jasa pendukung merupakan peluang yang dapat dieksplorasi PT APB 
guna mendukung tercapainya sasaran kinerja segmen manufaktur. Arah pengembangan lini manufaktur juga 
akan diselaraskan dengan program integrasi BUMN Karya oleh BPI Danantara. Jika diperlukan, ADHI akan 
melakukan strategi absorption PT APB. 

3.5.4. Arah Pengembangan Usaha Lini Bisnis Investment and Concession 

ADHI menyadari pentingnya mempertahankan keberlangsungan usaha (sustainability) dengan melakukan 
inovasi bisnis untuk menghadapi tantangan perubahan eksternal di lini E&C yang semakin volatile. Lini bisnis 
Investment & Concession disiapkan sebagai strategi pendapatan tetap dan stabil, mengimbangi pendapatan 
E&C yang cenderung fluktuatif tergantung pada pemenangan kontrak konstruksi. Pada lini bisnis investasi 
dan konsesi, ADHI akan menjalankan dua strategi utama: 1) invest-to-divest, dan 2) invest for Recurring 
Income. Strategi invest-to-divest dijalankan dengan melakukan investasi pada aset infrastruktur dengan 
tujuan untuk mendapatkan porsi kontrak konstruksi (construction feeding) dan gain atas divestasi, dengan 
prinsip less equity and fast turnover dan tetap mempertimbangkan core competency ADHI. Beberapa 
portofolio investasi ADHI antara lain: 

• Operasional Hotel Grandhika; 
• Pengelolaan Sampah dan Limbah, baik zero waste maupun waste to product;  
• Penyediaan air bersih; dan 
• Proyek-proyek KPBU 

Diharapkan, dengan portofolio recurring income/other income yang semakin beragam, ke depannya akan 
mengurangi dampak ketergantungan pada proyek-proyek infrastruktur regular yang semakin volatile, 
sekaligus mampu menutup fixed cost. Namun demikian, dengan mandat kembali fokus kepada bisnis utama 
atau back to core, kelanjutan lini bisnis investasi & konsesi ADHI akan mengikuti penyesuaian kebijakan 
portofolio DAM, untuk menjaga keselarasan kebijakan strategis yang terkonsolidasi. 
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3.5.5. Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja 2026 

Untuk mencapai sasaran dalam RKAP 2026, ADHI telah menyusun strategi dan kebijakan yang kemudian 
diturunkan ke dalam program kerja tahun 2026. Susunan tersebut, telah diselaraskan dengan 27 inisiatif 
strategis RJPP Tahun 2025-2029, yang kemudian disajikan dengan pengelompokan 9 kategori risiko ADHI. 

3.5.5.1. Strategis 

1. Integrasi BUMN Karya 

Sejalan dengan rencana integrasi BUMN Karya ke depan, Integrasi ADHI-PP akan menjadi langkah 
strategis penyehatan BUMN Karya sehingga mampu tumbuh berkelanjutan. Integrasi juga akan 
menimbulkan peluang baru bertambahnya value creation dari proses sinkronisasi bisnis diantara 
keduanya. Strategi inisiatif RJPP 2025-2029 yang relevan, berikut program kerja 2026: 
 

1. Z-01: Menjalankan proses Integrasi untuk mewujudkan terciptanya BUMN Karya yang sehat 
dan sustainable 
Program Kerja 2026: 

a. Penyesuaikan nilai aset tercatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku; 

b. Penyelesaian tahapan integrasi BUMN Karya dengan pendampingan dan tenaga ahli 
profesional yang dibutuhkan; 

c. Stakeholders management dalam memastikan keseluruhan proses berjalan sesuai 
dengan perundang-undangan, peraturan, dan dapat memenuhi kepentingan stake-
holders (termasuk minoritas; 

d. Menyusun tata cara penyelesaian status karyawan sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku. 

 
2. Penyehatan Bisnis ADHI Grup 

Sebagaimana mandat pemegang saham pada tahun 2025, BUMN Karya perlu melakukan review 
bisnis dan menjalankan rencana penyehatan yang akan berjalan hingga tahun 2026. Beberapa 
tahapan ini merupakan tindak lanjut dari dilakukannya turnaround dan recovery bisnis ADHI dari 
tekanan fundamental di sisi likuiditas dan solvabilitas. Strategi inisiatif RJPP 2025-2029 yang relevan, 
berikut program kerja 2026: 

1. D-16: Meningkatkan creditworthiness perusahaan dengan penguatan finansial dan 
efektivitas bisnis perusahaan 
Program Kerja 2026: 

a. Penyusunan dan penyampaian proposal penyehatan/restrukturisasi kepada 
pemegang saham dan kreditur; 

b. Penyehatan bisnis back to back ADHI (parent) dengan rencana penyehatan/restruk-
turisasi Anak Perusahaan; 

c. Penyusunan roadmap penyelesaian utang-piutang afiliasi; 
d. Melakukan aksi korporasi (intercompany) yang dibutuhkan dalam proses 

restrukturisasi Anak Perusahaan (pemberian shareholder loan, debt to equity swap, 
dana talangan, dan lain sebagainya), sesuai Tabel 4.4. 

2. D-17: Melakukan refinancing utang jangka pendek dengan penerbitan utang jangka panjang  
Program Kerja 2026: 

a. Prosesi permohonan penjaminan pemegang saham dalam penerbitan instrumen 
utang ADHI untuk meningkatkan appetite investor; 

b. Pembentukan tim dan penerbitan obligasi PUB IV tahun 2026; 
c. Pembentukan tim dan penerbitan instrumen utang melalui skema Sukuk dan MTN 

(medium term notes). 
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3. ADHI for ESG 

ADHI perlu melakukan rebranding: ADHI for ESG, creating value and sustainability. Brand image ADHI 
akan diperkuat dengan fokus pada aspek ESG yang sejalan dengan SDGs. Dengan mengedepankan 
prinsip-prinsip ESG, diharapkan dapat membangun competitive advantage di masa mendatang. 
ADHI telah menetapkan tujuan jangka panjang sesuai RJPP 2025-2029, yaitu menjadi ESG Champion 
pada industri konstruksi di Indonesia di Indonesia. 
Strategi inisiatif RJPP 2025-2029 yang relevan, berikut program kerja 2026: 

1. E-20: Membudayakan keberlanjutan melalui peningkatan kompetensi ESG dan penguatan tata 
kelola terintegrasi ADHI. 

Program Kerja 2026: 
a. Menyusun dan penerapan Blueprint Circular Economy di Konstruksi 
b. Peningkatan implementasi nilai ESG dan inovasi melalui mekanisme ESG Innovation 

Award; 
c. Peningkatan pemahaman dan kapabilitas ESG melalui mekanisme townhall dan 

pelatihan ESG. 
2. E-21: Memperkuat komunikasi ESG ADHI melalui optimisasi komunikasi internal dan eksternal 

Program Kerja 2026: 
a. Improvement AR dan SR sesuai standar GRI; 
b. Pendampingan improvement ESG ADHI oleh SustainAnalytic atau lembaga rating 

independen lainnya. 
3. E-22: Memperkuat praktik sustainable supply chain dengan mempertimbangkan dampak sosial, 

lingkungan, dan ekonomi 
Program Kerja 2026: 

a. Sosialisasi ESG kepada Vendor dan Subkontraktor, serta pihak lain yang relevan; 
b. ADHI ESG Award untuk vendor dan subkontraktor. 

4. E-23: Adaptasi perubahan iklim melalui efisiensi energi dan air serta penurunan carbon footprint 
Program Kerja 2026: 

a. Menyusun dan penerapan Blueprint Circular Economy di Konstruksi 
b. Penanaman mangrove 250 ha; 
c. Peningkatan kompetensi perhitungan emisi karbon. 

5. E-24: Menerapkan ekonomi sirkular, pemilihan material ramah lingkungan dan pengelolaan 
limbah 
Program Kerja 2026: 
a. Menyusun dan penerapan Blueprint Circular Economy di KonstruksiInovasi Lean 

Construction dan konstruksi ramah lingkungan di proyek 

3.5.5.2. Pemasaran 

1. Pertumbuhan portofolio pangsa pasar baru dan selektif dalam menyasar proyek infrastruktur 

Karakteristik bisnis konstruksi mengandalkan keberlangsungan perolehan kontrak baru, yang di-
harapkan tumbuh setiap tahunnya. Secara historis, perolehan kontrak baru ADHI didominasi pada 
pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pemerintah, dengan sumber dana APBN dan 
Loan. ADHI akan berfokus untuk berkontribusi pada program pembangunan yang mendukung 
ketercapaian Asta Cita kabinet merah putih. Beberapa partisipasi tersebut di antaranya adalah 
pembangunan pada segmen  industri & hilirisasi (OSBL), pembangunan sekolah unggulan, kampung 
nelayan, dan sejumlah proyek lainnya. Selain itu, dengan adanya risiko berkurangnya kontrak dengan 
anggaran pemerintah, ADHI akan meningkatkan market share project BUMN/D dan Swasta, dengan 
penyesuaian kapabilitas, kompetensi yang dimiliki ADHI. Kemudian, proses pengambilan keputusan 
terhadap project akan selalu ditinjau dengan penilaian risiko yang terukur. 
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1. C-12: Mengoptimalisasi pendapatan dengan peningkatan rata-rata NKB. 
Program Kerja 2026: 

a. Partisipasi dalam pembangunan infrastruktur untuk mencapai tujuan asta cita; 
b. Pertumbuhan kontrak segmentasi BUMN dan Swasta; 
c. Peninjauan klasifikasi project (indeks) dan approval matrix keikutsertaan tender 

project konstuksi; 
d. Focus menyasar NKB dengan risiko term of payment yang terukur 

2. F-27: Mengeksplorasi peluang proyek regional yang didukung jaminan pembayaran (cth. 
ADB, WB) melalui penguatan KAM. 
Program Kerja 2026: 

a. Perolehan kontrak regional, khususnya champion railway, yang didukung jaminan 
pembayaran 

3. A-05: Memperkuat guideline dan proses inovasi yang dilengkapi dengan approval criteria 
yang sesuai dengan risk appetite ADHI  
Program Kerja 2026: 

a. Pemutakhiran tata kelola dan prosedur pemasaran terintegrasi manajemen risiko 
 

2. Memaksimalkan keunggulan properti berbasis unique value proposition 

Sebagaimana diketahui, salah satu permasalahan pada lini bisnis properti adalah adanya kondisi 
overvalued pada persediaan yang menyebabkan pada terhambatnya penjualan. Namun, dengan 
adanya langkah penyehatan dan penyusunan kembali nilai riil aset ADHI Grup, peluang penyesuaian 
nilai persediaan menuju nilai wajar dapat dilakukan. Posisi nilai buku dan nilai wajar yang ada dalam 
kondisi kompetitif ini dapat menjadi peluang bagi pulihnya lini bisnis properti ke depan. Hal ini dapat 
menjadi momentum yang tepat untuk memaksimalkan keunggulan properti berbasis unique value 
proposition yang dimiliki oleh APP dan ADCP sebagai diferensiasi produk properti yang ditawarkan 
ADHI dibandingkan properti yang ditawarkan oleh kompetitor. Skema lainnya yang akan dilakukan 
adalah dengan menjalin partnership untuk memaksimalkan value dari aset properti dan mengatasi 
keterbatasan pendanaan saat ini. Selain itu, dengan mandat pemegang saham untuk back to core, 
opsi divestasi terhadap sejumlah aset akan dimanfaatkan sebagai strategi exit dari bisnis properti. 

1. C-13: Membentuk dan memperkuat aliansi strategis dengan mitra untuk memperkuat 
positioning ADHI 
Program Kerja 2026: 

a. Mendukung program inklusi perumahan dari pemerintah dan mendorong 
penguatan ekosistem pembiayaan sektor perumahan yang mendukung 
pengembangan properti berbasis TOD melalui skema pembiayaan sewa beli (Rent 
to own). 

2. D-18: Memperkuat fungsi monitoring performa & strategi divestasi aset untuk mengoptima-
lisasi asset recycling 
Program Kerja 2026: 

a. Streamlining portofolio bisnis; 
b. Divestasi kepemilikan saham anak perusahaan level 1 dan level 2. 

3.5.5.3. Investasi  

Sebagai catatan, strategi investasi dijalankan sesuai dengan proses yang telah berjalan saat ini. Adanya 
mandat kembali fokus kepada bisnis utama atau back to core, kelanjutan lini bisnis investasi & konsesi ADHI 
akan mengikuti penyesuaian kebijakan portofolio DAM, untuk menjaga keselarasan kebijakan strategis yang 
terkonsolidasi. 

1. Differentiation Focus 

Sektor investasi infrastruktur terutama jalan tol diperkirakan masih tumbuh dan menjadi potensi 
besar untuk dimanfaatkan, dan menjadi peluang besar bagi ADHI. Keterbatasan ekuitas ADHI 
menjadi risiko kapabilitas untuk mengembangkan proyek-proyek investasi yang memerlukan 
sumber dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, ADHI harus selektif memilih proyek investasi yang 
akan disasar dengan mempertimbangkan risiko pendanaan/keuangan yang mungkin terjadi.  
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1. A-06: Mengembangkan kapabilitas outbound, mengidentifikasi peluang investasi unsolicited   
Program Kerja 2026: 

a. Penyusunan pipeline sejumlah proyek unsolicited sesuai program pemerintah 
2025-2029. 

2. E-25: Memprakarsai proyek infrastruktur strategis di sektor ESG melalui skema KPBU 
Availability Payment 
Program Kerja 2026: 

a. Pendalaman aspirasi Kementerian/Lembaga terhadap program unggulan 
pemerintah tahun 2025-2029. 

 
2. Selektif memilih proyek investasi dengan mempertimbangkan risiko yang terukur   

Bisnis investasi dalam infrastruktur diperkirakan akan terus tumbuh dan menyajikan potensi besar 
bagi ADHI. Namun, keterbatasan ekuitas ADHI menjadi tantangan dalam mengembangkan proyek-
proyek investasi yang memerlukan sumber dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, ADHI perlu selektif 
dalam memilih proyek investasi yang akan disasar dengan mempertimbangkan risiko pendanaan dan 
keuangan yang mungkin terjadi. Fokus pengembangan bisnis investasi ADHI ke depan dapat meliputi 
sebagai berikut namun tidak terbatas pada investasi proyek infrastruktur yang mendukung pencapaian 
tujuan strategis pembangunan Indonesia. 

1. A-05: Memperkuat guideline dan proses inovasi yang dilengkapi dengan approval criteria 
yang sesuai dengan risk appetite ADHI  
Program Kerja 2026: 

a. Pemutakhiran manual & prosedur investasi terintegrasi manajemen risiko; 
b. Penyusunan kajian portofolio dan diversifikasi optimal berbasis risiko; 
c. Menindaklanjuti pembentukan BUP DI Komering, HLD Lombok, SPAM Karian Barat, 

Tol Sentul Karawang Barat, Proyek Investasi IKN (MUT dan Hunian), Proyek Investasi 
Batam, Proyek Kereta Api, dan FPLT KIM 2. 
 

3. Divestasi terhadap aset potensial 

ADHI akan memulai proses divestasi terhadap sejumlah aset potensial yang dimiliki. Dengan gain yang 
diperoleh, diharapkan ADHI dapat meningkatkan ekuitasnya sehingga mampu meningkatkan leverage 
untuk dapat mengembangkan proyek investasi baru dengan selektif dan terukur 

1. D-18: Memperkuat fungsi monitoring performa dan strategi divestasi aset untuk meng-
optimasi asset recycling 
Program Kerja 2026: 

a. Monitoring dan evaluasi kinerja BUP secara intensif dan berkelanjutan; 
b. Potential buyer roadshow and gathering; 
c. Penyusunan kajian pricing optimal divestasi. 

3.5.5.4. Produksi  

1. Operating Excellence dan Pola Value Oriented 

ADHI menghadapi risiko produksi dalam industri konstruksi yang meliputi risiko biaya, risiko mutu, 
dan risiko waktu. Untuk mengatasi hal ini, ADHI menerapkan sistem operating excellence untuk 
meminimalkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko konstruksi. Dalam mendukung strategi 
ini, ADHI telah mengembangkan sistem kerja berbasis ISO yang secara berkala ditinjau dan 
disesuaikan dengan tuntutan perubahan bisnis. Selain itu, dengan berkurangnya order book dan 
tekanan terhadap kapasitas produksi, diperlukan perubahan pola produksi dari sales oriented 
menjadi value oriented yang lebih mengedepankan kepuasan dan kepercayaan konsumen kepada 
ADHI karena merasa mendapatkan nilai tambah dari proyek yang dikerjakan. Hal ini sekaligus 
merupakan mitigasi atas risiko persaingan yang menuntut nilai tambah atas produk yang dihasilkan, 
dan tidak cukup hanya dengan peningkatan pendapatan usaha. 
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1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Review SO Proyek yang lebih efisien sesuai proses bisnis berbasis ERP 
b. Talent Mobility yang terstruktur untuk pengembangan Insan ADHI 
c. Penguatan pengendalian internal melalui implementasi struktur organisasi tiga lini 

berbasis Manajemen Risiko 
d. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi di semua lini bisnis 
e. Penguatan tata kelola proyek JO/JV  

 
2. Perubahan pola produksi dari sales oriented menjadi value oriented   

Diperlukan perubahan pola produksi dari sales oriented menjadi value oriented yang lebih 
mengedepankan kepuasan dan kepercayaan konsumen kepada ADHI karena merasa mendapatkan 
nilai tambah dari proyek yang dikerjakan. Hal ini sekaligus merupakan mitigasi atas risiko persaingan 
yang menuntut nilai tambah atas produk yang dihasilkan, dan tidak cukup hanya dengan 
peningkatan pendapatan usaha. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Review SO Proyek yang lebih efisien sesuai proses bisnis berbasis ERP 
b. Talent Mobility yang terstruktur untuk pengembangan Insan ADHI 
c. Penguatan pengendalian internal melalui implementasi struktur organisasi tiga lini 

berbasis Manajemen Risiko 
d. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi di semua lini bisnis  
e. Penguatan tata kelola proyek JO/JV 

 
3. Supply chain management strategy and improvement 

SCM memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas ADHI melalui efisiensi proses pengadaan 
barang dan jasa. Strategi operasi supply chain, yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan 
rencana penggunaan sumber daya perusahaan, perlu terintegrasi dengan strategi bisnis perusaha-
an. Untuk meningkatkan daya saing, memberikan nilai tambah (value added) dan meningkatkan 
competitive advantage. 
1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 

framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Review SO SCM yang lebih efisien dan tersentralisasi sesuai proses bisnis berbasis 
ERP; 

b. Penguatan melalui pelatihan implementasi modul MM SAP. 
2. A-03: Meningkatkan fungsi strategic sourcing melalui perbaikan proses bisnis procurement 

Program Kerja 2026: 
a. Pemutakhiran secara berkelanjutan manual pengadaan; 
b. Penambahan material strategis yang menjadi bagian sentralisasi pengadaan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 
c. Peningkatan komposisi TKDN dan PDN 

3. C-13: Membentuk dan memperkuat aliansi strategis dengan mitra yang andal untuk 
memperkuat positioning ADHI 
Program Kerja 2026: 

a. Pemutakhiran matrix criteria mitra strategis. 
4. D-15: Meningkatkan daya saing biaya konstruksi (BPP) dengan penguatan fungsi strategic 

sourcing serta manajemen vendor 
Program Kerja 2026: 

a. Penambahan material strategis yang menjadi bagian sentralisasi pengadaan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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5. E-22: Memperkuat praktik sustainable supply chain dengan mempertimbangkan dampak 
sosial, lingkungan, dan ekonomi 
Program Kerja 2026: 

a. Pengembangan pipeline sustainable materials; 
b. Pilot project penggunaan sustainable materials pada project. 

3.5.5.5. Keuangan  

1. Menjaga fundamental keuangan dengan tingkat likuiditas dan solvabilitas optimal 

Ketahanan fundamental menjadi kunci keberlangsungan bisnis ADHI ke depan. Sejalan dengan 
rencana penyehatan bisnis ADHI pada tahun 2025 dan 2026, proses menjaga fundamental keuangan 
akan dilakukan dengan memperoleh dukungan pemegang saham dan kreditur. Hal ini akan 
dilakukan dengan mengajukan proposal penyehatan dengan harapan adanya relaksasi pembayaran 
beban bunga dan jatuh tempo kewajiban. Adapun opsi lainnya, proses penyehatan dapat dilakukan 
dengan opsi pemberian shareholder loan DAM kepada ADHI. Serangkaian opsi dan instrumen ini, 
diharapkan dapat menciptakan kondisi modal kerja yang lebih optimal dalam mendukung aktivitas 
produksi dan aktivitas pendukung yang diperlukan. 

Selain itu, pada tahun 2026 ADHI akan berupaya untuk memanfaatkan peluang penerbitan 
instrument utang melalui pasar uang melalui penerbitan Obligasi PUB IV Tahun 2026, Sukuk, MTN 
(medium term notes) dan lain sebagainya yang memenuhi appetite investor. 
Dalam proses penyehatan dan menjaga fundamental keuangan Grup (termasuk Anak Perusahaan), 
ADHI akan melakukan sejumlah aksi korporasi intercompany yang dibutuhkan (asset swap, debt to 
equity swap, shareholder loan, penjaminan aset, dsb), dengan mengedepankan prinsip good 
corporate governance (GCG) dan manajemen risiko yang baik. 
 
1. D-16: Meningkatkan creditworthiness perusahaan dengan penguatan finansial dan 

efektivitas bisnis perusahaan 
Program Kerja 2026: 

a. Penyusunan dan penyampaian proposal penyehatan / restrukturisasi kepada 
pemegang saham dan kreditur; 

b. Penyehatan bisnis back to back ADHI (parent) dengan rencana penyehatan / 
restrukturisasi Anak Perusahaan; 

c. Penyusunan roadmap penyelesaian utang-piutang afiliasi; 
d. Melakukan aksi korporasi (intercompany) yang dibutuhkan dalam proses 

restrukturisasi Anak Perusahaan (pemberian shareholder loan, debt to equity swap, 
dana talangan, dan lain sebagainya). 

2. D-17: Melakukan refinancing utang jangka pendek dengan penerbitan utang jangka panjang  
Program Kerja 2026: 

a. Prosesi permohonan penjaminan pemegang saham dalam penerbitan instrumen 
utang ADHI untuk meningkatkan appetite investor; 

b. Pembentukan tim dan penerbitan obligasi PUB IV tahun 2026; 
c. Pembentukan tim dan penerbitan instrumen utang melalui skema Sukuk dan MTN 

(medium term notes). 
 

2. Melakukan optimalisasi collection period 

ADHI telah membangun branding yang kuat, menjadikannya perusahaan konstruksi pilihan dalam 
menyelesaikan berbagai proyek. ADHI akan mengoptimalkan collection period untuk mempercepat 
penerimaan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan, untuk menciptakan kinerja keuangan 
yang efektif dan optimal. 

1. D-16: Meningkatkan creditworthiness perusahaan dengan penguatan finansial dan 
efektivitas bisnis perusahaan 
Program Kerja 2026: 

a. Percepatan pencairan piutang macet melalui penguatan fungsi tim satgas piutang; 
b. Prioritisasi proyek berdasarkan ketersediaan uang muka dan metode pembayaran. 
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3. Project financing/loan allocation   

Strategi project financing/loan allocation akan diterapkan, terutama untuk proyek-proyek baru yang 
memerlukan pinjaman bank untuk modal kerja. Hal ini penting untuk pengendalian bunga bank yang 
terlokalisir dalam masing-masing proyek dan mempermudah pengendalian biaya bank. 

1. D-15: Meningkatkan daya saing biaya konstruksi (BPP) dengan penguatan fungsi strategic 
sourcing serta manajemen vendor 
Program Kerja 2026: 

a. Penggunaan fasilitas pendanaan berbasis material strategis. 
2. D-16: Meningkatkan creditworthiness perusahaan dengan penguatan finansial dan 

efektivitas bisnis perusahaan 
Program Kerja 2026: 

a. Penguatan penerapan K1, K2, dan K3. 
3. D-19: Mengoptimasi working capital melalui negosiasi terms pembayaran ke vendor 

Program Kerja 2026: 
a. Optimalisasi term of payment melalui pengadaan tersentralisasi. 

 
4. Optimalisasi Aset non-Produktif 

ADHI akan memaksimalkan seluruh aset yang dimiliki, baik dalam entitas induk maupun anak 
perusahaan, ADHI untuk mendapatkan nilai tambah melalui utilisasi sebagai aset supporting dalam 
proses konstruksi dan monetisasi melalui recurring business. Apabila tidak dapat terutilisasi, maka 
akan dilakukan terhadap sejumlah aset yang bersifat non-produktif. 

1. A-04: Mengembangkan fungsi manajemen aset guna mengoptimasi utilisasi aset konstruksi 
ADHI grup 
Program Kerja 2026: 

a. Pemutakhiran manual aset manajemen 
b. Inventarisasi aset tetap 
c. Digitalisasi proses manajemen aset berbasis IT terintegrasi 
d. Divestasi aset tetap non-produktif 

 
5. Optimalisasi anggaran biaya usaha tahun 2026 

Dengan adanya risiko tingkat produksi pada tahun 2026, ADHI akan melakukan optimalisasi biaya 
usaha untuk menjaga profitabilitas. Optimalisasi anggaran ini dilakukan dengan memberlakukan 
penyesuaian kebijakan, optimalisasi proses bisnis, serta memanfaatkan implementasi yang men-
ciptakan mekanisme pengelolaan anggaran yang mengedepankan prinsip budget discipline. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain 
HC framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Right Sizing organisasi; 
b. Peninjauan dan perubahan fasilitas penunjang; 
c. Optimalisasi budget operasional. 

2. B-10: Mengembangkan lanskap aplikasi dan data yang mendukung proses bisnis secara 
end-to-end  

Program Kerja 2026: 
a. Implementasi ERP SAP Modul Fund Management untuk pengendalian anggaran. 
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3.5.5.6. Sumber Daya Manusia  

1. Business process improvement 

ADHI melakukan business process improvement melalui perubahan struktur organisasi Unit Kerja 
dan Proyek. Tujuannya adalah memastikan alur koordinasi dan tanggung jawab yang lebih terstruktur 
sesuai proses bisnis, sekaligus untuk menekan overhead proyek dan biaya usaha kantor. Untuk 
meningkatkan fungsi pengendalian dan penunjang operasi, diperlukan organ Operating Support di 
Kantor Pusat sebagai kepanjangan tangan Direktur Operasi dalam mengendalikan dan mengawasi 
proses produksi. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Penyesuaian HC Masterplan dengan Danantara HC & Talent Management Policy; 
b. Review Struktur Organisasi Induk, AP, dan Unit Operasi (incl. Proyek), disesuaikan 

proses bisnis berbasis ERP; 
c. Review Job Requirement disesuaikan proses bisnis berbasis ERP; 
d. Review Tata Kelola HC Terintegrasi; 
e. Peningkatan kematangan HC management maturity level 

2. A-02: Redesign KPI berdasarkan tupoksi departemen/biro dan risiko yang menyeimbangkan 
leading dan lagging KPI 
Program Kerja 2026: 

a. Digitalisasi proses penyusunan KPI; 
b. Pemutakhiran library KPI ADHI. 

3. A-07: Melakukan pemenuhan organisasi IT serta meningkatkan kapabilitas SDM IT melalui 
alokasi dan pelatihan sumber daya  
Program Kerja 2026: 

a. Review Job Requirement disesuaikan proses bisnis berbasis ERP; 
b. Pemenuhan organisasi IT untuk mendukung strategi bisnis ADHI; 
c. Peningkatan kompetensi pengembangan IT melalui pelatihan dan sertifikasi; 
d. Pemutakhiran kurikulum digital ADHI. 

4. A-08: Memperkuat tata kelola Anak Usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan 
oversightover-sights pada komite pembina Anak Usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Pemenuhan organ komite Anak Usaha; 
b. Pemenuhan sertifikasi risiko Anak Usaha; 
c. Penguatan Organ Komite GCG&L Anak Usaha. 

5. E-21: Memperkuat komunikasi ESG ADHI melalui pengoptimalan komunikasi internal dan 
eksternal    
Program Kerja 2026: 

a. Implementasi AKHLAK Culture Journey dan Respectful Workplace Policy; 
b. Implementasi & publikasi program employee well-being ADHI; 
c. Implementasi & publikasi program talent diversity ADHI. 

 

2. Talent development 

Pengembangan talenta di ADHI dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan kompetensi 
individu yaitu pengembangan mandatory dan pengembangan spesifik/fungsional. Pengembangan 
mandatory diberikan kepada semua jabatan dan jenjang, sementara pengembangan spesifik/ 
fungsional disesuaikan dengan bidang dan fungsi jabatan/pekerjaan serta keahlian masing-masing 
karyawan. Program ini disusun melalui Individual Development Plan yang disusun oleh pegawai 
bersama dengan atasan sebagai mentor, mencerminkan konsep “leader create leaders”. 
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1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Menjalankan development program mekanisme talent management DAM; 
b. Penyesuaian job value & grade sesuai best practice; 
c. Program percepatan pengembangan pegawai (Program Future Acceleration for 

Strategic Talent); 
d. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Project Manager melalui PM Champion. 

2. A-07: Melakukan pemenuhan organisasi IT serta meningkatkan kapabilitas SDM IT melalui 
alokasi dan pelatihan sumber daya  
Program Kerja 2026: 

a. Pemenuhan pelatihan berdasarkan isu relevan IT; 
b. Pemenuhan dan peningkatan digital talent BUMN. 

3. A-08: Memperkuat tata kelola Anak Usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan 
oversight pada komite pembina Anak Usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Penguatan Organ Dewan Komisaris Anak Usaha  sesuai risiko yang dialami; 
b. Sertifikasi risk management Dewan Komisaris & anggota komite anak usaha. 

 
3. Penguatan kapabilitas dan kapasitas para Insan ADHI 

ADHI memiliki SDM dengan demografi umur dan strata pendidikan yang cukup ideal untuk 
menunjang bisnisnya ke masa depan. Namun, produktivitas ADHI relatif masih rendah dibandingkan 
para kompetitor. Untuk mengatasi risiko rendahnya produktivitas SDM, ADHI akan meningkatkan 
kualitas karyawannya melalui program sertifikasi keahlian dan pelatihan lain yang relevan dengan 
kebutuhan bisnis perusahaan. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Optimalisasi pegawai untuk menekan biaya usaha; 
b. Pelatihan hubungan industrial bagi personil HC; 
c. Pelatihan/Sertifikasi berbasis kompetensi. 

2. A-02: Redesign KPI berdasarkan tupoksi departemen/biro dan risiko yang menyeimbangkan 
leading dan lagging KPI 
Program Kerja 2026: 

a. Refreshing penyusunan KPI. 
3. A-07: Melakukan pemenuhan organisasi IT serta meningkatkan kapabilitas SDM IT melalui 

alokasi dan pelatihan sumber daya  
Program Kerja 2026: 

a. Pemenuhan pelatihan berdasarkan isu relevan IT. 
4. A-08: Memperkuat tata kelola Anak Usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan 

oversight pada komite pembina Anak Usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Sertifikasi risk management Dewan Komisaris & anggota komite anak usaha; 
b. Pelatihan implementasi dan praktik good corporate governance bagi Dewan 

Komisaris dan Anggota Komite Anak Usaha. 
 

5. F-27: Mengeksplorasi peluang proyek regional yang didukung jaminan pembayaran (cth. 
ADB, WB) melalui penguatan KAM 
Program Kerja 2026: 

a. Penguatan kompetensi bisnis internasional (aspek hukum, aspek perpajakan, dsb) 
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3.5.5.7. Legal dan Compliance  

1. Business process improvement di bidang legal 

Berkaitan dengan risiko legal, diperlukan mitigasi dengan business process improvement di bidang 
legal, hasil dari pengembangan melalui Sub PMO Claim and Change Management, salah satunya 
adalah key capabilities di contract review function. Peningkatan kapabilitas pada bidang kepatuhan 
hukum dan perundang-undangan ini, akan ditunjang dengan serangkaian program pelatihan insan 
ADHI di bidang legal, serta perbaikan SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku untuk memastikan keseluruhan proses dilakukan secara prudent memenuhi ketentuan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berkaitan dengan aset-aset tanah 
dan/atau bangunan yang belum memenuhi aspek legal dari sisi kepemilikan, ADHI menargetkan 
menyelesaikan sebagian sertifikasi aset pada tahun 2026. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Pelatihan kompetensi kontraktual kepada Project Manager; 
b. Pelatihan pengendalian risiko legal dalam aktivitas Operasi dan Anak Usaha; 
c. Pelatihan pengendalian risiko legal dalam aktivitas investasi; 
d. Pelatihan review dan proses penyusunan perjanjian. Pelatihan meninjau dan 

proses penyusunan perjanjian. 
2. A-05: Memperkuat guideline dan proses inovasi yang dilengkapi dengan approval criteria 

yang sesuai dengan risk appetite ADHI  
Program Kerja 2026: 

a. Pemutakhiran manual dan prosedur terintegrasi manajemen risiko. 
3. A-08: Memperkuat tata kelola Anak Usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan 

oversightover-sights pada komite pembina Anak Usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Pemenuhan organ Dekom Anak usaha dengan dilengkapi Komite GCG dan Legal; 
b. Pemantauan going concern dan proses pemenuhan kewajiban pasca homologasi 

PT APP, serta pencegahan dari kasus hukum lainnya; 
c. Pemantauan risiko hukum Anak Perusahaan dan entitas asosiasi lainnya. 

4. A-04: Mengembangkan fungsi manajemen aset guna optimalisasi utilisasi aset konstruksi  
Program Kerja 2026: 

a. Proses legalitas/legalitas aset tanah, bangunan, dan aset produktif bernilai lainnya. 
5. D-19: Mengoptimasi working capital melalui negosiasi terms pembayaran ke vendor 

Program Kerja 2026: 
a. Penanganan permasalahan hukum kepada pihak ketiga dan potensi PKPU. 

 
2. Meningkatkan kepatuhan/compliance 

ADHI berkomitmen untuk menerapkan GCG yang baik sesuai dengan UU No.16 2025 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
Penerapan ini juga akan diselaraskan dengan peraturan turunan yang menjadi acuan. Penerapan ini 
dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, sehingga dapat 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Dalam implementasinya, ADHI tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, serta berlandaskan pada peraturan perundang-
undangan dan nilai-nilai etika (business ethics) yang berlaku. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Pelatihan GCG pada BoD-1 dan BoD-2 ADHI secara menyeluruh; 
b. Pelatihan pengetahuan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berkaitan 

dengan project; 
c. Pelatihan pengetahuan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berkaitan 

supporting bisnis. 
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2. A-08: Memperkuat tata kelola Anak Usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan 
oversight pada komite pembina Anak Usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Ratifikasi dan penyelarasan UU No.16 Tahun 2025 dan peraturan serta keputusan 
turunannya; 

b. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi sesuai Roadmap Manajemen Risiko; 
c. Penyelesaian area of improvement dan temuan pemeriksaan & audit (KAP, BPK, 

BPKP, dsb). 
 

3. Penyesuaian kepemilikan saham atas pendirian Danantara 

Seiring dengan pengesahan UU No.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan pendirian Danatara dan pengalihan 
sejumlah kepemilikan saham kepada Danantara, serta penyesuaian dengan pengesahan UU No.16 
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara, ADHI akan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan guna 
mendukung tercapainya tujuan pendirian Danantara tersebut. Serangkaian penyesuaian tersebut 
mencakup namun tidak terbatas ada hal-hal yang telah ditetapkan saat ini, maupun yang akan 
ditetapkan kemudian mengingat optimasi portofolio masih dalam tahap pembahasan di awal 
pendirian Danantara saat ini. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Knowlegde Sharing Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025. 

3.5.5.8. Sistem dan Teknologi Informasi  

1. Penguatan Sistem Pengendalian Kinerja dan Manajemen Risiko 

ADHI akan menyelaraskan sistem pengendalian kinerja dan manajemen risiko dengan Permen 
BUMN, khususnya PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi 
Signifikan BUMN. Dalam prosesnya, perusahaan akan mempertimbangkan dinamika perubahan fak-
tor internal dan eksternal di lingkungan industri. Proses penyesuaian peraturan akan dilakukan 
seiring dengan adanya landasan UU No.16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Pemenuhan sertifikasi Manajemen Risiko pada seluruh fungsi (first line, second 
line, dan third line) level Perusahaan 

b. Improvement aplikasi HC (A-RISE) 
c. Pemenuhan roadmap Manajemen Risiko sesuai hasil penilaian maturitas 
d. Pemenuhan langkah penyelesaian diagnostik ICOFR 

2. A-02: Redesign KPI berdasarkan tupoksi departemen/biro dan risiko yang menyeimbangkan 
leading dan lagging KPI    
Program Kerja 2026: 

a. Penyusunan KPI 2026 secara digital yang merupakan turunan dari KPI ADHI Kolegial, 
sampai dengan KPI Individu berbasis risiko 

3. A-03: Meningkatkan fungsi strategic sourcing melalui perbaikan proses bisnis procurement   
Program Kerja 2026: 

a. Improvement aplikasi e-Lisa untuk memenuhi kebutuhan strategic sourcing 
4. A-07: Melakukan pemenuhan organisasi IT serta meningkatkan kapabilitas SDM IT melalui 

alokasi dan pelatihan sumber daya  
Program Kerja 2026: 

a. Pembaruan dokumen RSTI sesuai periode RJPP 
b. Pemenuhan struktur organisasi IT sesuai roadmap RSTI 
c. Sertifikasi dan pelatihan fungsi IT 
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5. A-08: Memperkuat tata kelola anak usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan oversight 
pada komite pembina anak usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Penguatan Organ Dewan Komisaris AP sesuai kebutuhan masing-masing AP 
b. Sertifikasi Risk Management organ pengelola risiko AP 

6. B-09: Meningkatkan postur cyber security perusahaan melalui optimalisasi infrastruktur 
yang sesuai dengan standar   
Program Kerja 2026: 

a. Penilaian efektivitas migrasi ERP SAP 
b. Penguatan infrastruktur & sistem pendukung data warehouse ADHI sesuai RSTI 

7. B-10: Mengembangkan lanskap aplikasi dan data yang mendukung proses bisnis secara end-
to-end   
Program Kerja 2026: 

a. Digitalisasi proses bisnis melalui investasi aplikasi & lisensi 
b. Penyusunan langkah pemenuhan aplikasi & lisensi prioritas sesuai kebutuhan 

bisnis 
c. Pemutakhiran mekanisme penilaian return investasi IT 

8. B-11: Meningkatkan layanan dan dukungan TI yang responsif dan optimal dengan 
standarisasi proses manajemen layanan TI   
Program Kerja 2026: 

a. Penyusunan standar layanan TI 
b. Penyelesaian temuan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan IT 

 

2. Sistem pengendalian internal (Internal Control) 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan kewajiban ADHI untuk meningkatkan dan 
mengembangkan pengelolaan perusahaan menuju praktik-praktik bisnis terbaik sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Dengan komitmen dan kepatuhan seluruh stakeholder, manajemen, serta 
seluruh insan ADHI, diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinam-
bungan dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, pengawasan internal akan dilakukan secara periodik 
oleh SPI. SPI akan diperkuat dengan penambahan Auditor Teknik dan Auditor Keuangan, serta 
sertifikasi para Auditor. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Review Struktur Organisasi Induk, AP, dan Unit Operasi (incl. Proyek), disesuaikan 
proses bisnis berbasis ERP 

b. Pemenuhan kecukupan struktur organisasi SPI Induk & Anak Usaha 
c. Pemenuhan sertifikasi Manajemen Risiko pada seluruh fungsi (first line, second 

line, dan third line) level Perusahaan 
2. A-08: Memperkuat tata kelola anak usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan over-

sights pada komite pembina anak usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Sertifikasi risk management Dewan Komisaris & anggota komite anak usaha 
b. Penguatan organ komite Proyek JO/JV 
c. Sertifikasi risk management komite proyek JO/JV 
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3. Implementasi ERP dengan aplikasi SAP   

ADHI akan memanfaatkan kemajuan TI ADHI untuk proses yang lebih efektif dan efisien. 
Implementasi SAP akan diintegrasikan dengan Vendor Management System dan Procurement 
Monitoring System, memungkinkan ADHI untuk menerapkan Strategic Sourcing secara korporasi. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Penguatan kapabilitas melalui pelatihan peningkatan utilitas tools ERP SAP. 
2. A-03: Meningkatkan fungsi strategic sourcing melalui perbaikan proses bisnis procurement   

Program Kerja 2026: 
a. Improvement aplikasi e-Lisa untuk memenuhi kebutuhan strategic sourcing; 
b. Improvement aplikasi pendukung lainnya untuk mendukung optimalisasi 

penggunaan ERP SAP. 
3. A-08: Memperkuat tata kelola anak usaha melalui penguatan fungsi monitoring dan oversight 

pada komite pembina anak usaha   
Program Kerja 2026: 

a. Rollout ERP terintegrasi kepada proyek JO/JV; 
b. Rollout ERP terintegrasi kepada anak usaha secara bertahap. 

3.5.5.9. Health, Safety and Environment  

1. Quality Excellence 

Dalam upaya mitigasi risiko kegagalan proses dan produk di industri konstruksi, yang salah satunya 
adalah ketidaksesuaian mutu yang terjadi, ADHI berkomitmen untuk mengimplementasikan Quality 
Excellence melalui beberapa program seperti menyusun standarisasi mutu terkait proses dan hasil 
produk, peningkatan budaya mutu, Gugus Kendali Mutu (GKM) pada seluruh proyek, dan Quality 
Lesson Learned. ADHI juga melakukan internal assessment dan surveillance Audit Eksternal untuk 
mengukur konsistensi tingkat penerapan Sistem Manajemen Mutu dan quality excellence. 

1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire. 
Program Kerja 2026: 

a. Peningkatan budaya mutu melalui sosialisasi & pelatihan; 
b. Pembentukan Gugus Kendali Mutu proyek; 
c. Quality Lesson Learned. 

2. E-20: Membudayakan keberlanjutan melalui peningkatan kompetensi ESG dan penguatan 
tata kelola terintegrasi ADHI.  
Program Kerja 2026: 

a. Internal assessment dan surveillance Audit Eksternal untuk mengukur Sistem 
Manajemen Mutu dan Quality Excellence. 
 

2. Zero Fatality Accident 

Kecelakaan konstruksi, ketidaksesuaian mutu, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan 
yang masih terjadi di beberapa proyek yang sedang dikerjakan ADHI. Kasus terkait QHSE tidak 
memandang proyek yang memiliki risiko pekerjaan tinggi atau rendah. Adapun untuk mitigasi risiko 
tersebut, ADHI harus terus berkomitmen memperketat implementasi prosedur dan petunjuk kerja di 
proyek serta memperketat pengawasan di proyek, peningkatan budaya K3. Hal ini diharapkan akan 
mengurangi risiko kecelakaan konstruksi, ketidaksesuaian mutu, penyakit akibat kerja dan pen-
cemaran lingkungan. Selain keselamatan kerja, ADHI juga peduli akan kesehatan pekerjanya yaitu 
terkait penyakit akibat kerja. ADHI berkomitmen meningkatkan program Preventif, Promotif, Kuratif, 
dan Rehabilitatif melalui dukungan Pelayanan Unit Kesehatan Kerja (UKK). 
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1. A-01: Meningkatkan produktivitas karyawan via optimasi proses bisnis, dan desain HC 
framework di area hire-to-retire 
Program Kerja 2026: 

a. Pelatihan peningkatan budaya K3; 
b. Pelatihan dan sertifikasi bagi personil UKK; 
c. Pelatihan QHSE for non-QHSE; 
d. Safety Golden Rules Campaign; 
e. Safety Lesson Learned. 

2. E-20: Membudayakan keberlanjutan melalui peningkatan kompetensi ESG dan penguatan 
tata kelola terintegrasi ADHI 
Program Kerja 2026: 

a. Pemanfaatan program preventif health talk; 
b. Melakukan health risk assesment; 
c. Pelayanan Unit Kesehatan Kerja (UKK). 

 
3. Program penyelarasan proses konstruksi yang berorientasi pada ESG.   

Dalam upaya mendukung tercapainya NZE 2050, ADHI akan menerapkan serangkaian program 
untuk mengurangi emisi karbon dan limbah konstruksi. Inisiatif ini mencakup penyusunan roadmap 
dekarbonisasi ADHI, pengoptimalan nilai ekonomi karbon, dan monetisasi operasi bisnis ramah ling-
kungan untuk meningkatkan nilai tambah dalam value chain, dan program lainnya. 

1. A-02: Redesign KPI berdasarkan tupoksi departemen/biro dan risiko yang menyeimbangkan 
leading dan lagging KPI    
Program Kerja 2026: 

a. Indikator pengurangan emisi karbon di KPI Proyek. 
2. B-10: Mengembangkan lanskap aplikasi dan data yang mendukung proses bisnis secara end-

to-end   
Program Kerja 2026: 

a. Pembuatan program aplikasi emisi karbon. 
3. C-14: Meningkatkan pemanfaatan produk dan kapabilitas inti ADHI untuk memperluas 

dampak dan skala (misal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)   
Program Kerja 2026: 

a. Penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; 
b. Program TJSL berbasis SDG’s. 

4. E-21: Memperkuat komunikasi ESG ADHI melalui optimalisasi komunikasi internal dan 
eksternal 
Program Kerja 2026: 

a. Improvement AR dan SR sesuai standar GRI; 
b. Pendampingan improvement ESG ADHI oleh SustainAnalytic. 

5. E-22: Memperkuat praktik sustainable supply chain dengan mempertimbangkan dampak 
sosial, lingkungan, dan ekonomi 
Program Kerja 2026: 

a. Sosialisasi ESG kepada Vendor dan Subkontraktor, serta pihak lain yang relevan; 
b. ADHI ESG Award untuk vendor dan subkontraktor terpilih. 

6. E-23: Adaptasi perubahan iklim melalui efisiensi energi dan air serta penurunan carbon footprint 
Program Kerja 2026: 

a. Penanaman mangrove 250 ha; 
b. Penguatan awareness ESG; 
c. Peningkatan kompetensi perhitungan emisi karbon. 

7. E-24: Menerapkan ekonomi sirkular, pemilihan material ramah lingkungan dan pengelolaan 
limbah 
Program Kerja 2026: 

a. Inovasi Lean Construction di proyek; 
b. Penerapan konstruksi ramah lingkungan. 
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4. ANGGARAN PERSEROAN  

Pada bab ini akan dijelaskan jumlah anggaran yang acuan aktivitas operasional perusahaan pada tahun 
2026. Penyusunan anggaran tahun 2026 merupakan satu kesatuan bagian dan tidak dapat dilepaskan dari 
asumsi-asumsi dan estimasi yang dijadikan dasar pada proyeksi kinerja tahun 2026. Sejumlah anggaran 
pada tahun 2026 dapat diklasifikasikan sebagai variabel dikarenakan akan bersifat dependent terhadap 
perolehan kontrak dan/atau ketersediaan order book tahun berjalan. Selain itu juga terdapat sejumlah 
anggaran yang bersifat fixed cost yang diasumsikan tidak bersifat dependent dan memiliki kecenderungan 
konstan terhadap operasional perusahaan, seperti beban usaha dan beban bunga Perseroan. 

4.1. Anggaran Operasional (Pendapatan, BPP, Pendapatan/Beban Lain-lain) 

Tabel 4.1: Anggaran Operasional Tahun 2026 

 

Tabel di atas menjelaskan sebaran rencana pendapatan dan beban langsung yang dibagi sesuai entitas dan 
lini bisnis ADHI, yang diproyeksikan selama 1 (satu) tahun. Anggaran pendapatan dan beban langsung 
diproyeksi dibentuk dari anggaran setiap project yang ada pada tahun 2026, baik yang bersifat proyek carry 
over/on hand, maupun yang bersifat new contract yang ditargetkan untuk diperoleh pada tahun 2026. Dengan 
proses bisnis yang bersifat project-based, hampir seluruh anggaran pendapatan akan memiliki 
ketergantungan pada perolehan kontrak, sehingga tidak bersifat fixed cost. 

Pada sisi pendapatan dan beban lain-lain tahun 2026, terdiri dari sejumlah transaksi yang terjadi akibat 
nature bisnis implikasi penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK), maupun dampak dari program 
strategis tahun 2026. Sejumlah beban lain-lain teralokasikan tersebut muncul akibat pembentukan 
cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap aset keuangan yang dimiliki (piutang, hak konsesi, dan 
lain sebagainya), serta serap laba/rugi yang timbul dari aktivitas investasi ADHI pada sejumlah entitas 
asosiasi yang telah beroperasi pada tahun 2026. Pada pos pendapatan lain-lain, anggaran pada tahun 2026 
terdiri dari pendapatan dari divestasi kepemilikan saham pada entitas anak level 1, level 2, dan asosiasi / 
ventura bersama. 
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4.2. Anggaran Biaya Usaha 

ADHI telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang ditujukan untuk mendukung operasional perusahaan 
dan terlaksananya program strategis tahun 2026. Beberapa asumsi signifikan yang membentuk alokasi 
anggaran tersebut di antaranya adalah faktor makro ekonomi yang mengestimasi adanya inflasi pada tahun 
2026 sebesar 2,5%, dalam batas atas dari estimasi tingkat inflasi outlook tahun 2025. Asumsi lainnya adalah 
adanya beban-beban tambahan terkait aksi korporasi tahun 2026, seperti integrasi BUMN Karya yang 
diproyeksikan akan berdampak pada right sizing organisasi melalui sejumlah pendekatan seperti golden 
handshake dan peralihan status pegawai, serta proyeksi kebutuhan tenaga ahli pendukung / profesional 
untuk mendampingi aksi korporasi pada tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah 
rincian program strategis dan rincian alokasi anggaran pada tahun 2026. 

Tabel 4.2: Anggaran Operasional dan Program Strategis Tahun 2026 

Keterangan Jumlah [Rp.] 

Belanja Pegawai          667.602.648.121,42  
Anggaran Operasional          114.080.217.194,77  
HC Transformation            13.460.242.800,00  
Penyehatan & Restrukturisasi Keuangan            32.573.860.500,00  
Re-Branding ADHI to ESG               8.441.500.000,00  
Digitalisasi & Proses Bisnis Improvement            53.020.642.936,02  
Integrasi BUMN Karya            65.721.428.571,43  
Investasi, Divestasi, dan Pengelolaan Portofolio            19.996.000.000,00  

4.3. Anggaran Investasi 

Dalam RKAP 2026, ADHI mengalokasikan sejumlah anggaran investasi dalam bentuk setoran modal anak 
perusahaan, entitas asosiasi, serta akuisisi aset tetap maupun aset tidak berwujud (investasi IT). Alokasi 
anggaran investasi, terdiri dari penyaluran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Right Issue pada tahun 
2022 kepada PT Jogjasolo Marga Makmur dan PT Jasamarga Jogja Bawen. Sementara itu, pada investasi 
penyertaan lainnya di luar kedua entitas tersebut, direncanakan untuk dilakukan sebagai lanjutan proses dari 
investasi yang saat ini tengah berjalan. Pada investasi lainnya, ADHI merencanakan pemenuhan alokasi 
anggaran melalui ketersediaan kas dari aktivitas pendanaan pada 2026. 

Tabel 4.3: Anggaran Investasi Tahun 2026 

` 

 

 

 

 

 

 

Selain pada belanja modal pada penyertaan, ADHI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 136 miliar sebagai 
untuk memenuhi rencana akuisisi aset tetap dan aset tidak berwujud yang diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi operasi ADHI. 

 

Keterangan RKAP 2026
PT Jalintim Adhi Abipraya 15.046
PT Jogjasolo Marga Makmur 528.377
PT Jasamarga Jogja Bawen 142.159
PT Jakarta Metro Express Way 244.154
PT Bogor Infra Selaras 40.800
Tol Sentul Karawang 12.000
PT Jalan Akses Patimban 39.950
DI Komering 40.082
MUT IKN 48.000

1.110.568 

Keterangan RKAP 2026

Dept. Infra 1 2.500
Dept. Infra 2 2.500
Dept. Gedung 2.500
Dept. PKA 2.500
Dept. E&I 2.500
PT APG 1.000
PT APB 10.000
PT ACP 24.701
Kantor Pusat 88.027

136.228

Keterangan RKAP 2026

Dept. Infra 1 2.500
Dept. Infra 2 2.500
Dept. Gedung 2.500
Dept. PKA 2.500
Dept. E&I 2.500
PT APG 1.000
PT APB 10.000
PT ACP 24.701
Kantor Pusat 129.732

177.933
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4.4. Anggaran Share Holder Loan 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja Anak Perusahaan, pada tahun 2026 direncanakan 
pemberian shareholder loan (SHL) dengan rincian yang sesuai Tabel 4.4. Rencana penggunaan atas SHL 
tersebut, oleh PT APP direncanakan untuk digunakan sebagai pemenuhan biaya konstruksi atas komitmen 
homologasi yang telah berjalan, pelunasan jatuh tempo kewajiban kepada kreditur pada tahun 2026, dan 
kebutuhan lainnya. Sementara itu, PT ADCP akan menggunakan SHL sebagai dukungan penyelesaian proyek 
LRT City Tebet dan proyek lainnya. Sedangkan PT APG memerlukan SHL untuk tambahan modal kerja 
mengingat beberapa proyek on going yang harus diselesaikan di tahun 2026, dan kebutuhan dana lainnya. 

Tabel 4.4: Anggaran Shareholder Loan 2026 

Keterangan Jumlah [Rp. Juta] 

PT ADHI Persada Properti          20.000  
PT ADHI Persada Gedung 300.000  
PT ADHI Persada Beton            -  
PT ADHI Commuter Properti            175.000  
PT Dumai Tirta Persada               -  

TOTAL            495.000 

  



 

91 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

5. PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN dan ANAK PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan pada tahun 2026. Proyeksi disusun 
berdasarkan proyeksi pencapaian kinerja pada tahun 2025 sebagai baseline, yang dilanjutkan dengan 
rencana kerja pada tahun 2026. Proyeksi yang dijabarkan dapat menjadi dasar pengukuran pencapaian 
kinerja Perseroan pada tahun 2026, namun demikian tidak dapat dipisahkan dengan asumsi umum dan 
asumsi khusus yang membentuk asumsi dalam penyusunan proyeksi. 

5.1. Proyeksi Laporan Keuangan Pokok Perseroan 

5.1.1. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan 

Tabel 5.1: Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi 2026 

 

5.1.2. Proyeksi Laba/Rugi 

Tabel 5.2: Proyeksi Laporan Laba Rugi Konsolidasi 2026 

 

  

Keterangan Realisasi 2024
RKAP 2025

Revisi
Prog. 2025 RKAP 2026 Q1/2026 Q2/2026 Q3/2026 Q4/2026

Kas & Bank 2.243.831 374.713 1.809.991 516.157          1.731.302     1.964.046     1.620.692     516.157       
Piutang Usaha 2.444.803 2.947.907 1.962.742 1.948.987        1.932.020     1.931.878     1.959.171     1.948.987     
Piutang Retensi 1.231.583 1.351.124 927.962 974.493          966.010       965.939       979.585       974.493       
Tagihan Bruto 7.872.888 7.983.916 6.780.423 6.821.454        6.762.069     6.761.573     6.857.098     6.821.454     
Persediaan/Aset Real Estat 5.975.401 5.962.288 2.965.315 3.056.038        3.083.826     3.019.663     3.067.922     3.056.038     
Biaya Dibayar Dimuka 245.441 282.257 247.895 285.080          260.290       273.305       286.970       285.080       
Aset Lancar Lainnya / RK 2.504.411 2.880.073 1.826.064 1.844.324        1.862.585     1.881.211     1.900.023     1.844.324     
Jumlah Aset Lancar 22.518.358 21.782.278 16.520.391 15.446.533 16.598.102 16.797.614 16.671.461 15.446.533

Investasi pd Ventura Bersama 2.762.746 3.998.927 3.174.360 3.467.928        3.460.901     3.747.443     3.901.529     3.467.928     
Properti Investasi 1.281.110 1.273.372 1.288.847 1.258.839        1.281.109     1.281.109     1.281.109     1.258.839     
Aset Tetap - Neto 2.181.495 2.137.865 2.131.744 2.089.109        2.137.865     2.095.108     2.053.206     2.089.109     
Aset Lainnya 6.299.072 6.953.525 4.730.294 4.881.843        4.996.253     4.980.690     4.948.627     4.881.843     

TOTAL ASET 35.042.781 36.145.967 27.845.636 27.144.252 28.474.231 28.901.963 28.855.931 27.144.252

Utang Usaha 10.471.439 9.797.328 9.237.862 8.524.737        9.341.182     9.160.775     9.144.820     8.524.737     
Uang Muka Kontrak 1.844.453 1.862.898 1.970.530 1.990.235        1.931.119     1.911.808     1.892.690     1.990.235     
Utang Bank & Obligasi / RK 8.909.190 10.397.484 7.821.568 7.571.727        8.346.469     8.783.168     8.716.205     7.571.727     
Liabilitas Lainnya 4.142.509 4.349.634 3.658.462 3.841.386        3.695.047     3.879.799     3.918.597     3.841.386     
TOTAL LIABILITAS 25.367.591 26.407.343 22.688.422 21.928.084 23.313.817 23.735.551 23.672.313 21.928.084

Liabilitas Jk Pendek 20.049.429 19.862.381 16.961.754 16.665.344      18.184.777   18.513.730   18.464.404   16.665.344   
Liabilitas Jk Panjang 5.318.161 6.544.962 5.495.054 5.262.740 5.129.040 5.221.821 5.207.909 5.262.740     
EKUITAS 9.675.190 9.738.623 5.157.214 5.216.168 5.160.413 5.166.412 5.183.618 5.216.168

TOT LIABILITAS & EKUITAS 35.042.781 36.145.967 27.845.636 27.144.252 28.474.231 28.901.963 28.855.931 27.144.252

IDR Juta  
Realisasi 2024

RKAP 2025
Revisi

Prog. 2025 RKAP 2026 Q1/2026 Q2/2026 Q3/2026 Q4/2026

Kontrak Baru 20.152.981 17.074.221 17.074.221 23.885.290 3.938.616 9.415.829 18.703.871 23.885.290

Pendapatan Usaha 13.351.717 12.700.498 11.360.214 13.173.707 2.038.135 4.998.991 8.596.029 13.173.707
Beban Pokok Pendapatan -11.723.660 -10.935.855 -10.007.530 -11.741.618 -1.843.777 -4.478.612 -7.684.274 -11.741.618

Laba Bruto 1.628.056 1.764.643 1.352.684 1.432.089 194.358 520.379 911.755 1.432.089
Marjin Laba Bruto 12,19% 13,89% 11,91% 10,87% 9,54% 10,41% 10,61% 10,87%
Umum & Administrasi -839.960 -826.589 -813.172 -966.742 -223.836 -450.303 -643.936 -966.742
Penyusutan -85.996 -127.463 -87.463 -89.393 -18.004 -36.030 -63.056 -89.393

Laba Usaha 702.100 810.591 452.049 375.954 -47.482 34.046 204.763 375.954
Marjin Laba Usaha 5,26% 6,38% 3,98% 2,85% -2,33% 0,68% 2,38% 2,85%
Bunga Bank -837.539 -838.122 -760.078 -970.114 -151.871 -367.121 -636.621 -970.114
Pendapatan JO 884.671 538.384 566.452 898.325 192.987 405.364 614.674 898.325
Pendapatan/Beban Lain-lain -136.652 -125.584 -1.432.118 110.646 59.029 58.448 57.866 110.646

Laba Sebelum Pajak 612.580 385.269 -1.173.694 414.812 52.664 130.736 240.681 414.812
Marjin Laba Sebelum Pajak 4,59% 3,03% -10,33% 3,15% 2,58% 2,62% 2,80% 3,15%
Pajak Penghasilan -331.433 -321.835 -268.568 -355.857 -49.464 -124.738 -223.475 -355.857

Laba Bersih 281.148 63.433 -1.442.262 58.954 3.200 5.999 17.206 58.954
Marjin Laba Bersih 2,11% 0,50% -12,70% 0,45% 0,16% 0,12% 0,20% 0,45%
Laba Bersih non-Pengendali -28.650 -22.444 -23.119 -1.775 756 955 659 -1.775

Laba Bersih Induk 252.498 40.989 -1.465.381 57.180 3.956 6.954 17.866 57.180

EBITDA 1.536.115 1.350.853 1.105.964 1.363.673 163.509 475.440 882.493 1.363.673
EBITDA Margin 11,51% 10,64% 9,74% 10,35% 8,02% 9,51% 10,27% 10,35%
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5.1.3. Proyeksi Laporan Arus Kas 

Tabel 5.3: Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasi 2026 

 

5.1.4. Proyeksi Rasio-Rasio Usaha 

Tabel 5.4: Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasi 2026 

 

5.2. Proyeksi Keuangan Induk dan Anak Perseroan 

Tabel 5.5: Proyeksi Keuangan Induk dan Anak Perusahaan 

 
 

  

Keterangan Realisasi 2024
RKAP 2025

Revisi
Prog. 2025 RKAP 2026 Q1/2026 Q2/2026 Q3/2026 Q4/2026

Arus Kas Neto [Operasi] 1.467.031 -964.457 1.085.386 150.278 -119.413 -151.908 -10.266 150.278
Arus Kas Neto [Investasi] 15.167 -1.554.831 -431.602 -224.156 -332.307 -538.358 -686.891 -224.156 
Arus Kas Neto [Pendanaan] -3.742.100 650.172 -1.087.622 -1.219.955 373.030 844.321 507.857 -1.219.955 
Kenaikan/Penurunan Kas Bersih & Setara Kas -2.259.902 -1.869.116 -433.838 -1.293.834 -78.690 154.054 -189.300 -1.293.834 
Kas & Setara Kas pada Awal Tahun 4.503.731 2.243.829 2.243.829 1.809.991 1.809.991 1.809.991 1.809.991 1.809.991
Kas & Setara Kas pada Akhir Tahun 2.243.829 374.713 1.809.991 516.157 1.731.302 1.964.046 1.620.692 516.157

  
Financial Indicators Realisasi 2024

RKAP 2025
Revisi

Prog. 2025 RKAP 2026 Q1/2026 Q2/2026 Q3/2026 Q4/2026

Profitabilitas
ROA 0,72% 0,11% -5,26% 0,21% 0,01% 0,02% 0,06% 0,21%
ROE 2,61% 0,42% -28,41% 1,10% 0,08% 0,13% 0,34% 1,10%
ROIC 5,87% 4,37% -5,43% 8,03% 1,15% 2,68% 4,71% 8,03%
EVA -5,13% -6,63% -16,43% -2,97% -9,45% -7,92% -5,99% -2,67%

Likuiditas
CURRENT Ratio [ > 1x ] 1,12 1,10 0,97 0,93 0,91 0,91 0,90 0,93
DSO 316 353 311 270 301 281 250 270
DIO 186 199 108 95 108 98 87 95
DPO 326 327 337 265 151 195 188 265
CCC 176 225 82 100 258 184 149 100

Solvabilitas
DER (IBD) [ ≤ 2.75 ↓ ] 0,92 1,07 1,52 1,45 1,62 1,70 1,68 1,45
DER (Total Debt) [ < 6.0 ↓ ] 2,62 2,71 4,40 4,20 4,52 4,59 4,57 4,20
Debt to EBITDA [ < 6-8 ↓ ] 5,80 7,70 7,07 5,55 51,05 18,47 9,88 5,55
IBD To Invested Capital 48% 52% 60% 59% 62% 63% 63% 59%
TIE [ ≥ 2 ↑ ] 1,83 1,61 1,46 1,41 1,08 1,30 1,39 1,41
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5.3. Proforma Keuangan atas Dampak Program Strategis dan Aksi Korporasi 

5.3.1. Tujuan Penyajian Proforma 

ADHI terus berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan dan memberikan kinerja positif. Dengan 
adanya tekanan yang dapat memberikan dampak negatif, ADHI telah merumuskan sejumlah strategi yang 
berdasar pada rencana mitigasi risiko Perseroan, sebagai bentuk dari implementasi risk-based planning. 
Dalam hal ini, proyeksi laporan keuangan dalam tampilan laba / rugi, posisi keuangan, arus kas, dan rasio 
telah dibuat dengan memperhitungkan dampak dari program strategis RKAP. Program strategis seperti 
divestasi atas kepemilikan saham, HC transformation dan improvement ERP & MR terintegrasi memberikan 
kontribusi positif terhadap laba yang ditargetkan pada tahun 2026. 

Sementara itu, dalam perspektif lain terdapat program strategis yang akan berdampak signifikan namun 
tidak dapat diestimasi seperti Integrasi BUMN Karya dan Penyehatan Bisnis / Restrukturisasi. Dampak dari 
adanya integrasi dan penyehatan / restrukturisasi dapat merubah keseluruhan aspek perseroan, seperti 
peleburan entitas, perubahan struktur modal, dan/atau carving out anak perusahaan non konstruksi. 
Manajemen memutuskan untuk memasukkan proyeksi keuangan dalam RKAP 2026 dengan konsep 
business as usual (BaU) untuk menciptakan RKAP yang lebih terukur dalam menilai kinerja dan 
pencapaiannya. 

5.3.2. Dampak terhadap Laporan Keuangan Proforma 

Berikut ini merupakan proyeksi dampak program strategis terhadap proyeksi keuangan ADHI tahun 2026. 

Tabel 5.5: Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasi 2026 

 

5.3.3. Analisis Dampak 

Analisis dampak program strategis tahun 2026 diperoleh dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Penjelasan 
mengenai dampak dari masing-masing program strategis, sesuai yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 dan 
Gambar 3.3. 
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6. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL dan LINGKUNGAN 

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL ADHI mengacu pada Undang-Undang dan 
Peraturan lain yang berlaku, antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT); 
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang 

Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara 
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-277/MBU/10/2023 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah pada Program 
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Badan Usaha Milik Negara. 

6.1. Prognosa Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2025 

6.1.1. Capaian Program 2025 

Tabel 6.1: Prognosa TJSL 2025 

No TPB RKA Tahun 2025 (Rp) 
Prognosa s.d TW IV 
Tahun Berjalan (Rp) 

Presentase 
Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

1 PILAR SOSIAL 1.339.950.000                 1.201.233.474  89,65% 
2 PILAR EKONOMI 325.000.000                    429.148.172  132,05% 
3 PILAR LINGKUNGAN 525.050.000                    589.618.354  112,30% 
4 PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA 50.000.000                      20.000.000  40,00% 

TOTAL 2.240.000.000                2.240.000.000  100,00% 

Prognosa TJSL ADHI s.d. akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp2.240.000.000,- atau sebesar 100,00% dari RKA 
TJSL 2025 yang sebesar Rp2.240.000.000,-. Prognosa 2025 tersebut terdiri dari Pilar Sosial sebesar Rp 
1.201.233.474,- (53,63% dari total prognosa), Pilar Ekonomi sebesar Rp 429.148.172,- (19,16% dari total 
prognosa), Pilar Lingkungan sebesar Rp 589.618.354,- (26,32% dari total prognosa), serta Pilar Hukum dan 
Tata Kelola sebesar Rp20.000.000,- (0,89% dari total prognosa).   

6.1.2. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang Tercapai 

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan 
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, bahwa salah satu prinsip program TJSL adalah 
terukur dampaknya, serta sesuai dengan SK BUMN nomor S-139/DSI.MBU/10/2024 tentang Key Performance 
Indicator (KPI) Program TJSL BUMN Tahun 2025 yang menyampaikan pada salah satu indikatornya untuk 
pengukuran dampak 3 (tiga) program TJSL dengan metode Social Return on Investment (SROI), maka PT ADHI 
KARYA (Persero) Tbk tengah melaksanakan pengukuran dampak dengan menerapkan metode SROI dari 
pelaksanaan Program TJSL  perusahaan. Melalui metode ini, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk berkomitmen 
untuk menghadirkan program TJSL yang mampu memberikan nilai sosial, ekonomi dan lingkungan yang nyata 
serta terukur bagi masyarakat secara transparan dan berkelanjutan. Saat ini, penerapan metode SROI 
berfokus pada tiga program TJSL, di mana salah satunya, adalah program TJSL yang menggunakan konsep 
Creating Shared Value (CSV) dan menjadi strategi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keber-
manfaatan bagi masyarakat dan perusahaan. 
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6.1.3. Hambatan dan Tantangan yang Muncul selama Pelaksanaan 

Salah satu tantangan dan hambatan yang dialami ADHI dalam pelaksanaan TJSL adalah kurangnya aspek 
evaluasi program, khususnya dalam hal pengukuran dampak dan pemetaan dampak. Pelaksanaan TJSL 
ADHI lebih banyak berfokus pada realisasi kegiatan dan penyaluran dana, di mana proses evaluasi terhadap 
efektivitas serta keberlanjutan program masih belum dilakukan dengan optimal. Hal ini membuat sulitnya 
pelaksanaan pengukuran dan pendataan untuk dampak dari program CSR. Dengan isu keberlanjutan yang 
semakin menjadi perhatian para pemangku kepentingan eksternal, maka dibutuhkan penguatan 
pelaksanaan TJSL. 

6.1.4. Pembelajaran untuk Tahun Berikutnya 

Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan di atas adalah dengan 
mengimplementasikan mekanisme pemetaan manfaat bagi program-program TJSL ADHI. Melalui 
pendekatan ini, setiap kegiatan dapat diidentifikasi berdasarkan sasaran penerima manfaat, skala dampak, 
dan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemetaan manfaat yang terstruktur akan 
membantu ADHI memetakan input, output, outcome, dan impact dari program TJSL, sehingga arah 
pengembangan kegiatan TJSL menjadi lebih terukur. Selain itu, pendataan dan pengukuran yang lebih baik 
berpotensi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan TJSL. Dengan adanya sistem pendataan 
yang optimal, ADHI dapat menilai secara historis program-program yang memberikan dampak paling besar, 
baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan 
prioritas dalam perencanaan kegiatan berikutnya, memastikan bahwa sumber daya difokuskan pada inisiatif 
yang memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. 

Hasil pengukuran dampak yang komprehensif dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai 
kesesuaian antara pelaksanaan program TJSL dan target yang telah ditetapkan. Data hasil evaluasi tersebut 
juga dapat menjadi dasar pembelajaran yang lebih lengkap untuk perbaikan desain dan implementasi 
program di masa mendatang. Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya berperan sebagai tahap 
penilaian akhir, tetapi juga sebagai alat yang dapat mendorong peningkatan berkelanjutan dalam 
pengelolaan TJSL ADHI. Hasil pengukuran dan evaluasi dampak tersebut dapat dimanfaatkan dalam 
penyusunan laporan TJSL, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih substantif dan kredibel. Dengan 
kualitas pelaporan yang lebih kuat, ADHI tidak hanya menunjukkan akuntabilitas terhadap pemangku 
kepentingan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen terhadap 
tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. 

Untuk dapat meningkatkan penciptaan program TJSL yang dapat menjawab tantangan-tantangan dan isu-isu 
yang  ada, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan SDM. Upaya seperti pelatihan berkala serta partisipasi 
dalam forum-forum keberlanjutan perlu dilakukan untuk memastikan pelaksana TJSL memiliki pengetahuan 
terkini dan mampu menerapkannya secara optimal. Melalui hal ini, program TJSL dapat terus berkembang 
sejalan dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memberikan kontribusi nyata 
terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 

6.2. Proyeksi Rencana Program dan Anggaran TJSL 2026 

Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan 
yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata 
kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggung-
jawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan, terdiri dari 5 aspek sesuai yang 
ditunjukkan pada Tabel 6.2. 
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Tabel 6.2: Lima Aspek Program TJSL 

No Indikator Target 

1. Aspek Fokus pada Dampak, yaitu pengukuran dampak 3 (tiga) program TJSL dengan metode 
Social Return on Investment (SROI), minimal 1 (satu) di antaranya adalah program Creating 
Shared Value 

3 (tiga) program 

2. Aspek Peningkatan Tata Kelola, yaitu peningkatan kompetensi SDM yang terdiri dari:  100% 

 a. Perusahaan memiliki minimal 2 (dua) pegawai yang bersertifikasi di bidang Sustainability 
b. Seluruh karyawan pengelola TJSL mendapatkan pelatihan terkait kompetensi TJSL 

 

3. Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi, yaitu pemenuhan pengisian data dalam sistem 
informasi TJSL Kementerian BUMN 

5 (lima) periode 

4. Aspek Peningkatan Kolaborasi, yaitu pelaksanaan kolaborasi program TJSL antar BUMN dan 
Pihak Lain 

3 (tiga) program 

5. Aspek Peningkatan Engagement Karyawan, yaitu pelaksanaan kegiatan sosial 
kemasyarakatan oleh seluruh karyawan BUMN 

Rincian terlampir 

6.2.1. Program Utama sesuai Strategi Perusahaan dan Regulasi 

Memperhatikan indikator di atas pada Aspek Fokus pada Dampak, maka beberapa program TJSL ADHI 
dirancang untuk dapat memberikan manfaat bersama bagi penerima manfaat bagi ADHI, sesuai dengan 
konsep Creating Shared Value. Program TJSL juga harus diupayakan untuk menghasilkan dampak maksimal 
kepada para pemangku kepentingan, sehingga beberapa program TJSL akan dilakukan dengan metode 
kolaborasi. Di samping itu ADHI juga akan melakukan perhitungan dampak melalui metode SROI untuk 
beberapa program ADHI. Program TJSL ADHI akan secara rutin dilaporkan kepada DAM, yaitu untuk Laporan 
Triwulan I, II, III, Audited 2026.  

Pelaksanaan kegiatan TJSL juga dilaksanakan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang 
merupakan suatu program yang dibentuk oleh United Nations (UN) dengan tujuan untuk mengatasi 
permasalahan serta tantangan mengenai lingkungan, politik, dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. 
Program ini dibentuk untuk dapat mengatasi tantangan global yang sedang dunia hadapi terkait dengan 
kemiskinan, ketidaksetaraan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan keadilan. Program 
TPB ini memiliki komitmen untuk menyelesaikan dan mengatasi beberapa tantangan yang sedang dihadapi 
dunia saat ini. Dalam TPB terdapat 17 tujuan yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan hingga 
tahun 2030, sehingga diperlukan kerja sama yang kuat dari semua pemangku kepentingan dalam 
mengimplementasikan tujuan global tersebut. 

Pelaksanaan kegiatan dengan dasar TPB sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 
tanggal 13 September 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui 
pelaksanaan tersebut ADHI turut mendukung sumbangsih Republik Indonesia terhadap pencapaian target-
target pada TPB. Dalam mewujudkan pencapaian target TPB ini, pemerintah meminta sejumlah pemangku 
kepentingan seperti kementerian/lembaga, pelaku bisnis, akademisi untuk bersinergi dan dilibatkan dalam 
berbagai proses pelaksanaan TPB di Indonesia. Hal ini bertujuan menjadi salah satu bentuk pengawasan 
terhadap para pemangku kepentingan untuk lebih taat terhadap berbagai regulasi yang berlaku termasuk 
menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).  

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dilakukan dengan berpedoman pada elemen esensial TPB, yaitu 
planet, people, dignity, prosperity, justice, dan partnership. TPB terdiri dari 17 tujuan pembangunan yang 
secara umum dikelompokkan ke dalam 4 Pilar Pembangunan, sesuai Gambar 6.1 di bawah ini. 

 
Gambar 6.1: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  

[Sumber: United Nation, 2022] 
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Sesuai dengan karakteristiknya, maka masing-masing TPB tersebut dibagi ke dalam 4 pilar, yaitu: 

1. Pilar Pembangunan Sosial 
Pembangunan Sosial TPB adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas 
secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar TPB 
Pembangunan Sosial mencakup tujuan Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan 
Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; serta Kesetaraan Gender. 

2. Pilar Pembangunan Lingkungan 
Pembangunan Lingkungan TPB adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar TPB Pembangunan Lingkungan 
mencakup tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak; Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi 
dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Penanganan Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan; dan 
Ekosistem Daratan. 

3. Pilar Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan Ekonomi TPB adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui 
keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi 
bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar TPB Pembangunan Ekonomi mencakup tujuan 
Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi, dan 
Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola 
yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan 
mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar TPB Pembangunan Hukum dan Tata Kelola mencakup 
tujuan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. 

Untuk memaksimalkan dampak yang diberikan program TJSL ADHI ke pencapaian TPB sesuai dengan 
pilarnya, maka Prioritas TPB ADHI untuk 2026 adalah sebagai berikut. 

1. Pilar Sosial (Target TPB 1,2,3,4,5); 
2. Pilar Ekonomi (Target TPB 7,8); 
3. Pilar Lingkungan (Target TPB 6,11,13,14,15); dan 
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola (Target TPB 16) 

Fokus TPB ADHI memberikan ADHI sasaran yang terdefinisi khususnya untuk kegiatan TJSL yang akan 
dilakukannya, sehingga dapat memberikan dampak maksimal untuk target di atas. Di samping itu, dengan 
memperhatikan kebutuhannya, ADHI tetap tidak menutup diri untuk melakukan kegiatan TJSL lainnya yang 
belum disebutkan, sebagai Target TPB Pendukung. Dengan memperhatikan TPB dan KPI TJSL yang telah 
dijelaskan sebelumnya, maka rencana pemenuhan KPI TJSL ADHI 2026 sesuai ditunjukkan pada Tabel di 
bawah ini. 

Tabel 6.3: Rencana Pemenuhan KPI TJSL ADHI 2026 

No Indikator Program 
1. Aspek Fokus pada Dampak, yaitu pengukuran dampak 

3 (tiga) program TJSL dengan metode Social Return on 
Investment (SROI), minimal 1 (satu) di antaranya adalah 
program Creating Shared Value 

Melakukan pengukuran SROI atas program-program TJSL 
ADHI, di mana salah satu program tersebut dilaksanakan 
dengan konsep CSV.  

2. Aspek Peningkatan Tata Kelola, yaitu peningkatan 
kompetensi SDM yang terdiri dari:  

 

 a. Perusahaan memiliki minimal 2 (dua) pegawai yang 
bersertifikasi di bidang Sustainability. 

b. Seluruh karyawan pengelola TJSL mendapatkan 
pelatihan terkait kompetensi TJSL. 

Melakukan kajian dan memastikan bahwa ADHI memiliki 
karyawan yang bersertifikasi di bidang sustainability, serta 
memastikan bahwa karyawan pengelola TJSL mendapatkan 
pelatihan TJSL. 

3. Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi, yaitu 
pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi 
TJSL Kementerian BUMN 

Pelaporan dan pengisian portal secara rutin, lengkap, dan 
sesuai dengan tenggat waktunya. 

4. Aspek Peningkatan Kolaborasi, yaitu pelaksanaan 
kolaborasi program TJSL antar BUMN dan Pihak Lain 

Koordinasi dengan BUMN/lembaga lainnya dalam 
pelaksanaan kegiatan TJSL dalam bidang: Pendidikan, 
UMKM, dan Lingkungan 

5. Aspek Peningkatan Engagement Karyawan, yaitu 
pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan oleh 
seluruh karyawan BUMN 

Tiap karyawan terlibat 1 kegiatan sosial. 
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6.2.2. Estimasi Kebutuhan Biaya Program 

Asumsi sumber dana anggaran dalam penyusunan RKA TJSL adalah sebagai berikut. 
1. Alokasi Dana Program Tanggung Jawab Sosial yang merupakan beban Perusahaan. 
2. Alokasi Pendanaan Usaha Menengah Kecil (UMK) berasal dari dana bergulir.  

Dalam hal anggaran program TJSL dari salah satu sektor penyaluran bantuan tidak mencukupi, maka dapat 
diambil dari sektor penyaluran lainnya sepanjang tidak melebihi total anggaran untuk Program TJSL tahun 
berjalan. Rencana Anggaran TJSL untuk tahun 2026 diestimasikan terdapat Rp2.900.000.000,- yang terdiri 
dari Rp200.000.000,- yang berasal dari dana bergulir Program Kemitraan/Program Pendanaan UMK, serta 
Rp2.700.000.000,- yang berasal dari penyisihan sebagian laba bersih ADHI. Dana TJSL yang berasal dari dana 
bergulir Program Kemitraan/Program Pendanaan UMK akan disalurkan Rp200.000.000,- untuk pendanaan 
UMK, sedangkan dana TJSL yang berasal dari penyisihan laba akan disalurkan seluruhnya untuk Program TJSL 
di luar Program Pendanaan UMK. 

Tabel 6.4: Estimasi Kebutuhan Biaya Program 

No Uraian RKA 2025 Prognosa 2025 RKA 2026 
1. Penyaluran PK/PUMK 1.750.000.000 1.750.000.000    200.000.000 
 Penyaluran TJSL 2.240.000.000 2.240.000.000 2.700.000.000 
 Total Penyaluran 3.990.000.000 3.990.000.000 2.900.000.000 

2. Jumlah dana tersedia    
 Dana TJSL 2.240.000.000 2.240.000.000 2.700.000.000 
 Dana Bergulir PUMK 1.972.409.071 1.848.037.860    254.844.842 
 Total Dana TJSL 4.212.409.071 4.088.037.860 2.954.844.842 

6.2.3. Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas 

Dalam penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL), ADHI mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 

• Agar lebih optimal dalam memberikan dampak kepada masyarakat serta sebagai wujud dukungan 
terhadap program pemerintah maka Program TJSL BUMN difokuskan kepada 3 (tiga) bidang prioritas 
yaitu Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK. Di samping itu, mengingat adanya 
kebutuhan, ADHI juga tetap menjalankan program-program di luar bidang prioritas tersebut, yang 
diklasifikasikan ke Program Sosial; dan 

• Dalam upaya untuk meningkatkan dampak dari program TJSL kepada penerima manfaat, maka 
ADHI mengalokasikan dana TJSL untuk program-program kolaborasi dengan BUMN lain. Gambaran 
besar program TJSL meliputi: 

Tabel 6.5: Program TJSL ADHI 

No Sektor Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB 

1. Program Pendidikan ADHI Pintar TPB 4  
2. Program Lingkungan ADHI Green TPB  11, 12, 13, 14 dan 15   
3. Program Pengembangan UMKM ADHI UMKM TPB 8 
4. Program Sosial ADHI Berbagi TPB 1,2,3, 16 

Fokus bidang prioritas yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan kategori TJSL yang dilaksanakan di ADHI. 
Kategori fokus prioritas Program TJSL ADHI yaitu ADHI Pintar, ADHI Lestari, dan ADHI UMK. 

a) ADHI Pintar 
ADHI Pintar adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus-
nya dalam bidang pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung TPB 4, yaitu Pendidikan 
Berkualitas. Beberapa contoh program yang dilakukan adalah Pemberian Beasiswa, ADHI Mengajar, 
Program Pembinaan Atlet Olahraga, Webinar Pendidikan, serta Penyediaan Sarana Pendidikan.  
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b) ADHI Green 
ADHI Green adalah program penanganan dampak lingkungan, khususnya akibat dampak operasi 
perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung TPB 6, 7, 11 13, 15, yaitu Air Bersih dan 
Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Penangan-
an Perubahan Iklim, dan Ekosistem Daratan. Beberapa contoh program yang dilakukan adalah 
Penanaman Pohon, Budidaya Mangrove, Pengelolaan Sampah, Pengembangan Destinasi Wisata 
Super Prioritas, Penyediaan Sarana Air Bersih, dan lainnya yang mendukung pelestarian alam. 

c) ADHI UMK 
ADHI UMK adalah program Pengembangan UMKM dan program peningkatan kawasan di sekitar 
wilayah operasi perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung TPB 8, yaitu Pekerjaan 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Program yang dilakukan di sini adalah Pelatihan dan Sertifikasi 
Mandor, Program Pendanaan UMK, Capacity Building UMK Binaan, sertifikasi produk mitra binaan, 
dan lain sebagainya.  

6.2.4. Mekanisme Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan TJSL di ADHI dilakukan mengacu Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 yang diturunkan 
ke prosedur internal perusahaan Prosedur Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Prosedur 
Pendanaan UMK. Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan program TJSL, maka ADHI berupaya untuk 
melakukan pengawasan dan evaluasi atas program-program yang telah dilakukan. Untuk tiap-tiap kegiatan 
TJSL yang dilakukan, ADHI selalu melakukan pengawasan dengan beberapa mekanisme. Beberapa kegiatan 
TJSL dilakukan secara bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi khusus dalam 
pengelolaan program TJSL, dalam hal ini pengawasan program TJSL dilakukan secara bersama dengan pihak 
ketiga tersebut. Beberapa program TJSL juga dilakukan dengan skema kolaborasi BUMN lain, dalam hal ini 
pengawasan program dilakukan bersama dengan BUMN lain. Metode pengawasan lain adalah dengan 
melakukan komunikasi rutin ke penerima bantuan, baik secara formal maupun informal.  

Setelah program TJSL dilaksanakan, maka ADHI melakukan evaluasi atas implementasinya, baik dari segi 
operasional maupun dari segi penganggaran. Untuk beberapa kegiatan TJSL yang dilaksanakan secara 
mandiri ADHI melakukan evaluasi melalui perbandingan rencana kegiatan dengan implementasinya di 
lapangan, di mana dari penerapan evaluasi ini dapat ditentukan area of improvement untuk kegiatan TJSL 
selanjutnya. Di akhir triwulan ADHI juga senantiasa melakukan evaluasi atas anggaran TJSL serta 
penyerapannya di masing-masing target TPB, di mana dengan melakukan hal ini ADHI dapat menentukan 
target TPB untuk perencanaan berikutnya. ADHI juga melakukan perhitungan dampak terhadap program-
program TJSL ADHI yang dilakukan dengan metode SROI, di mana melalui perhitungan kuantitatif dapat 
ditentukan target dan pencapaian yang terukur sehingga dapat digunakan sebagai acuan yang objektif. 

6.3. Penetapan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terarah, efektif, 
serta selaras dengan tujuan nasional dan global, perusahaan menetapkan prioritas Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program-program TJSL. Penetapan 
prioritas ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan dalam 
memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat serta pemangku 
kepentingan. 

6.3.1. Identifikasi Isu Keberlanjutan yang Paling Relevan dengan Bisnis 

ADHI telah melakukan identifikasi isi keberlanjutan yang paling relevan dengan bisnisnya, sesuai yang 
ditunjukkan pada Tabel 6.6 di bawah ini. 
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Tabel 6.6: Program TJSL ADHI 

No Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB 

1. Pilar Sosial 
 

2. Pilar Ekonomi 
 

3. Pilar Lingkungan 
 

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola 
 

6.3.2. Penentuan Tujuan yang Dijadikan Fokus 

Dengan pertimbangan isu-isu tersebut di atas, serta sesuai MP 017 Tata Kelola Environment, Social, & 
Governance (ESG) serta dengan prioritas TJSL ke isu pendidikan, lingkungan, dan UMKM, maka ADHI telah 
memetakan Program TJSL ke dalam 4 Program besar yaitu ADHI Pintar untuk menjawab prioritas pendidikan, 
ADHI Green untuk menjawab prioritas lingkungan, ADHI UMK untuk menjawab prioritas UMKM, serta ADHI 
Berbagi untuk program-program lainnya.  

Untuk memaksimalkan dampak yang diberikan program TJSL ADHI ke pencapaian TPB sesuai dengan 
pillarnya, maka Prioritas TPB ADHI untuk 2026 adalah sebagai berikut.  

1. Pilar Sosial (Target TPB 1,2,3,4,5);  
2. Pilar Ekonomi (Target TPB 7,8);  
3. Pilar Lingkungan (Target TPB 6,11,13,14,15); dan  
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola (Target TPB 16)  

Dengan fokus ke pelaksanaan TPB tersebut maka diharapkan TJSL ADHI dapat menjawab isu pendidikan, 
lingkungan, serta UMKM, dengan juga mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan yang relevan dengan 
perusahaan, sehingga program TJSL berpotensi untuk memberikan manfaat baik ke penerimanya dan juga ke 
perusahaan. Namun demikian ADHI tidak menutup peluang untuk dapat melaksanakan kegiatan TJSL 
lainnya di luar fokus TPB tersebut yang dinilai penting untuk dilakukan. 

6.3.3. Pemetaan Kontribusi Perusahaan terhadap Target Nasional dan Sektoral 

Program TJSL ADHI dilaksanakan dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai 
bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Nasional. Tujuan-tujuan 
tersebut merupakan hasil adaptasi dari target global Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah 
disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, serta prioritas pembangunan nasional Indonesia untuk dicapai 
pada tahun 2030. Melalui kerangka TPB, pelaksanaan program TJSL ADHI diarahkan agar selaras dengan 
sasaran pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak 
hanya memastikan kontribusi perusahaan terhadap pencapaian target-target nasional, namun juga 
merupakan bentuk tanggung jawab ADHI baik kepada para stakeholder maupun terhadap lingkungan. RKA 
TJSL tahun 2026 berdasarkan Pilar TPB dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6.7: RKA TJSL Tahun 2026 

No Pilar TPB RKA 2025 
(1) (2) (3) 

1 Pilar Sosial 1.288.950.000  
2 Pilar Ekonomi 828.750.000  
3 Pilar Lingkungan 532.300.000  
4 Pilar Hukum dan Tata kelola 50.000.000  

TOTAL 2.700.000.000  



 

101 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

6.4. Target Kinerja 

6.4.1. Target Kuantatif 

Target kuantitatif TJSL yang ditetapkan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan TJSL adalah sebagai berikut. 

a. Minimal 3 program ADHI memiliki nilai SROI di atas 3 
b. Pelaksanaan setidaknya 3 program kolaborasi, untuk masing-masing Fokus sesuai PER-

1/MBU/03/2023 
c. Pelibatan kegiatan TJSL tiap karyawan ADHI 
d. Perusahaan memiliki minimal 2 (dua) pegawai yang bersertifikasi di bidang Sustainability. 

6.4.2. Target Kualitatif  

Selain dari target-target tersebut di atas, pelaksanaan program TJSL ADHI juga memiliki tujuan sebagai 
berikut.  

1. Bentuk pelaksanaan stakeholder engagement 
2. Peningkatan citra perusahaan 
3. Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan 
4. Social license to operate 
5. Pelibatan komunitas sekitar 
6. Peningkatan kapabilitas SDM bagi penerima manfaat 
7. Pengembangan kapasitas UMKM 
8. Peningkatan kualitas lingkungan 
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat 

6.4.3. Indikator Keuangan 

Dalam pengelolaan Program TJSL, indikator keuangan yang digunakan adalah penyerapan anggaran TJSL di 
mana penyerapan yang optimal menjadi indikator distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan rencana, 
sehingga masing-masing penerima manfaat dapat merasakan dampak yang maksimal. Pengelolaan Program 
TJSL juga dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan TJSL yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang 
telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut, serta diupayakan sesuai dengan alokasi yang telah dilakukan untuk 
masing-masing TPB. Untuk memastikan ADHI dapat memberikan dampak yang maksimal kepada para 
penerima manfaat, maka ADHI juga memastikan optimalisasi biaya untuk kegiatan TJSL.  

6.4.4. Indikator Keberlanjutan 

Untuk indikator keberlanjutan yang digunakan, ADHI menggunakan SROI. Diharapkan penggunaan metode 
SROI dalam kuantifikasi dampak-dampak kualitatif dapat menjadikan pemetaan dampak yang dilakukan 
menjadi tolak ukur yang objektif sehingga dapat digunakan sebagai alat analisa dalam penilaian optimalisasi 
pelaksanaan TJSL. Selain itu ADHI juga melihat indikator-indikator lain sesuai dengan konteks kegiatan yang 
dilakukan seperti jumlah penerima manfaat, jumlah pohon yang ditanam, jumlah tutupan terumbu karang, 
jumlah UMKM yang dibantu, sesuai dengan kebutuhannya. 

6.4.4.1. Sumber Anggaran TJSL 

Sumber dana anggaran dalam penyusunan RKA TJSL adalah: alokasi Dana Program Tanggung Jawab Sosial 
yang merupakan beban Perusahaan; dan alokasi Pendanaan Usaha Menengah Kecil (UMK) berasal dari dana 
bergulir. Dalam hal anggaran program TJSL dari salah satu sektor penyaluran bantuan tidak mencukupi, maka 
dapat diambil dari sektor penyaluran lainnya sepanjang tidak melebihi total anggaran untuk Program TJSL 
tahun berjalan. 
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6.4.4.2. Program Prioritas TJSL 

Pelaksanaan TJSL, ADHI selalu dilakukan dengan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam penerapan prinsip-prinsip ini maka ADHI berusaha menerapkan praktik TJSL 
yang holistik dengan mengintegrasikan TJSL di seluruh komponen perusahaan, yang diawali dengan analisis 
risiko perusahaan yang berkaitan dengan isu-isu TJSL , dengan cakupan 7 subjek inti dalam ISO 26000:2010, 
yaitu Hak Asasi Manusia, Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Operasi yang Adil, Isu Konsumen, 
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat, serta Tata Kelola Organisasi. Penerapan TJSL ini diharapkan dapat 
memberikan dampak positif yang maksimal pada ekonomi, hukum dan tata kelola, sosial, dan lingkungan, 
baik untuk ADHI maupun pemangku kepentingan lainnya.  

6.4.4.3. Program TJSL Pendukung 

Perusahaan juga merencanakan program TJSL pendukung melalui program ADHI Berbagi, yaitu program 
pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang sosial 
kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung TPB 1, 2, dan 3, yaitu Tanpa Kemiskinan, Tanpa 
Kelaparan, dan Kehidupan Sehat dan Sejahtera.  

Untuk pelaksanaan program TJSL BUMN yang menerapkan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya 
serta akuntabel, perusahaan mewujudkan keberlanjutan melalui 3 (tiga) bentuk yaitu: sinergi dengan BUMN 
Lain/Perusahaan Terafiliasi BUMN/Badan Hukum Lainnya, Sentralisasi program TJSL Dukungan 
Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan KBUMN, dan Pelaksanaan TJSL mandiri oleh ADHI. 

6.4.4.4. Program Lainnya 

Selain penyaluran program-program TJSL seperti di atas, ADHI juga terus berupaya untuk melakukan 
perbaikan dan peningkatan dari segi pengelolaan TJSL dalam lingkup internal, dengan harapan untuk 
mendukung upaya-upaya ADHI dalam pemenuhan KPI perusahaan tahun 2025. Beberapa upaya yang 
dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Pengukuran Dampak Program TJSL Dengan Metode Sustainable Return on Investment (SROI) 
Secara Mandiri 
Untuk meningkatkan pengelolaan Program TJSL dari seluruh tahapan dalam prosesnya, maka 
dibutuhkan suatu alat ukur yang dapat mengukur dampak program secara andal. Menanggapi hal 
ini maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran SROI untuk program 
TJSL ADHI. Dengan dilakukannya pengukuran tersebut akan meningkatkan kualitas perencanaan 
yang dilakukan dengan pengukuran target sasaran dampak program yang akan dilaksanakan, 
meningkatkan pengawasan pelaksanaan program melalui pemenuhan sasaran, serta 
meningkatkan evaluasi yang dilakukan dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.  

2. Evaluasi Tata Kelola Pelaksanaan TJSL 
Agar dapat melaksanakan kegiatan TJSL yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, 
maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan tata kelola yang baik. Sebagai bentuk pengembangan, 
maka ADHI akan berupaya untuk meningkatkan integrasi konsep-konsep ISO 26000 ke dalam 
program-program TJSL, serta peningkatan pertanggungjawaban melalui pemaduan konsep-
konsep dalam IFRS S1 dan IFRS S2. Untuk peningkatan pengelolaan pelaksanaan Program TJSL dan 
sebagai langkah evaluatif, ADHI akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan  
penyempurnaan  tata kelola TJSL yang dilakukan dalam upaya untuk menciptakan pengelolaan 
TJSL yang baik. Di samping itu ADHI juga akan memastikan bahwa SOP yang berlaku di TJSL ADHI 
sudah mencakup pengelolaan terkait pengelolaan TJSL PUMK, pengelolaan TJSL non 
PUMK/bantuan lainnya, serta pengelolaan penghapusan piutang PUMK bermasalah. 

3. Penguatan Komunikasi TJSL 
Dalam pelaksanaan Program TJSL, ADHI menyadari pentingnya pemberitaan sebagai keterbukaan 
informasi terkait kegiatan tanggung jawab sosial yang dijalankan. Oleh karena itu, setiap kegiatan 
tanggung jawab sosial yang dilakukan akan diinformasikan melalui website dan sosial media 
perusahaan, untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak yang 
berkepentingan, dan untuk mengetahui kontribusi ADHI dalam mendukung pencapaian TPB, serta  
serta mendorong reputasi dan menumbuhkan rasa simpati dan empati publik kepada perusahaan.  
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4. Peningkatan Peran TJSL dalam Mendukung Implementasi ESG ADHI 
Dalam semangat meningkatkan keberlanjutan perusahaan serta menciptakan bisnis yang ramah 
lingkungan, unggul, dan inovatif dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola, maka program TJSL 
senantiasa menjalin koordinasi yang rutin dengan bagian ESG Perusahaan, di mana diharapkan 
TJSL dapat mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan ESG ADHI. Di samping itu, unit TJSL ADHI 
terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaannya dari sisi internal, seperti pelaksanaan 
pengukuran dampak program serta pemetaan program yang lebih tepat sasaran, sehingga program 
TJSL dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. 

5. Pengelolaan Piutang Bermasalah 
Dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK, tidak semua Mitra Binaan ADHI berada di kondisi 
keuangan yang baik. Hal tersebut berdampak kepada beberapa Mitra Binaan yang gagal bayar, 
dengan bermacam-macam alasan, seperti usaha yang kurang profitable dan gulung tikar, mitra 
yang tidak bisa ditemui, atau Mitra Binaan yang sudah meninggal. Oleh karena itu maka terdampak 
ke piutang yang tidak tertagih. Untuk memulihkan piutang-piutang yang tidak tertagih tersebut, 
maka salah satu kegiatan yang dilakukan ADHI adalah untuk melakukan restrukturisasi dan 
penjadwalan ulang piutang tersebut. Pelaksanaan hal ini diharapkan dapat memulihkan piutang-
piutang tersebut. Di samping itu, untuk piutang-piutang yang sudah tidak tertagih dan bermasalah, 
maka sesuai dengan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-277/MBU/10/2023 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Dan/Atau Pembiayaan Syariah Bermasalah 
Pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Badan Usaha Milik Negara, ADHI akan 
mengevaluasi piutang macet dan/atau bermasalah dan melakukan penataan apabila diperlukan. 

6. Peningkatan Keterlibatan Karyawan 
Karyawan ADHI merupakan tulang punggung perusahaan di mana melalui upaya-upaya mereka 
ADHI bisa menjalankan usahanya. Hal ini menempatkan karyawan sebagai salah satu pemangku 
kepentingan internal terdekat ADHI, dan oleh karenanya berhubungan erat dengan dampak operasi 
yang dilakukan ADHI. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan karyawan 
ADHI terhadap lingkungan sekitar perusahaan, maka di tahun 2024 ADHI akan meningkatkan 
keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan program TJSL. 

7. Peningkatan Kompetensi Karyawan di Aspek Keberlanjutan 
Berkaitan dengan pengelolaan karyawan ADHI, serta mempertimbangkan perlunya peningkatan 
fokus pada aspek keberlanjutan, maka ADHI merasa perlunya dilakukan peningkatan kompetensi 
karyawan dari bidang sustainability. Dalam hal ini ADHI akan memastikan bahwa terdapat 
karyawan ADHI yang bersertifikat dalam bidang keberlanjutan. ADHI juga akan memastikan bahwa 
karyawan pengelola TJSL mendapatkan pelatihan bidang keberlanjutan yang dinilai perlu untuk 
dapat mengembangkan kompetensi karyawan tersebut serta dapat meningkatkan perannya di 
dalam perusahaan, khususnya di bidang keberlanjutan.  

6.4.4.5. Rencana Anggaran TJSL 

Pada tahun 2026, kegiatan TJSL ADHI dilaksanakan baik secara mandiri ataupun melalui kolaborasi dengan 
BUMN lain ataupun dengan Badan Hukum Lainnya. Untuk Program TJSL akan difokuskan ke 4 aspek, yaitu 
Pendidikan, Lingkungan, UMK, dan Sosial. Alokasi dana Program TJSL untuk program-program tersebut 
berdasarkan sumber dananya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

1. Sumber Dana Penyisihan Laba Bersih Perusahaan 

Tabel 6.8: Alokasi Dana Program TJSL - Non PUMK 

No Keterangan Anggaran 2026 (Rp) % 

1 Program Prioritas – Pendidikan        505.000.000  19% 

2 Program Prioritas – Lingkungan        532.300.000  20% 

3 Program Prioritas – UMK        718.750.000  27% 

4 Program Lainnya - Sosial        943.950.000  35% 

 Total    2.700.000.000  100% 
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Tabel di atas menunjukkan alokasi dana untuk masing-masing program prioritas yang dijalankan ADHI, 
yaitu Program Pendidikan, Program Lingkungan, serta Program Pengembangan UMK. Melalui alokasi 
anggaran yang dilakukan sesuai proporsi di atas diharapkan ADHI dapat merealisasikan program TJSL 
yang dampaknya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berbagai daerah secara adil. 

2. Sumber Dana dari Dana Bergulir PK/Program Pendanaan UMK 

Tabel 6.9: Alokasi Dana Program TJSL-PUMK 

No Keterangan Anggaran 2026 (Rp) % 
1. Program Prioritas - Pengembangan UMK 200.000.000 100,00% 

 Total 200.000.000 100,00% 

6.4.4.6. Rincian Anggaran Program TJSL 2025 berdasarkan TPB 

Tabel 6.10: Kegiatan TJSL ADHI berdasarkan TPB 

No TPB RKA Tahun 2026 (Rp) 

A  PILAR SOSIAL 
1  Tanpa Kemiskinan        409.475.000  
2  Tanpa Kelaparan        274.475.000  
3  Kehidupan Sehat dan Sejahtera        100.000.000  
4  Pendidikan Berkualitas        505.000.000  
5  Kesetaraan Gender                              -  

 Subtotal Pilar Sosial 1.288.950.000 
B  PILAR EKONOMI  
1  Energi Bersih dan Terjangkau                              -  
2  Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi        718.750.000  
3  Industri, Inovasi, dan Infrastruktur                              -  
4  Berkurangnya Kesenjangan                              -  
5  Kemitraan untuk Mencapai Tujuan        110.000.000  

 Subtotal Pilar Ekonomi 828.750.000 
C  PILAR LINGKUNGAN  
1  Air Bersih dan Sanitasi Layak                              -  
2  Kota dan Pemukiman yang  Berkelanjutan                              -  
3  Konsumsi dan Produksi yang  Bertanggung Jawab        125.000.000  
4  Penanganan Perubahan Iklim        164.800.000  
5  Ekosistem Lautan          93.750.000  
6  Ekosistem Daratan        148.750.000  

 Subtotal Pilar Lingkungan 532.300.000 
D PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA  
1  Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan  yang Tangguh          50.000.000  

 Subtotal Pilar Hukum dan Tata Kelola  
 TOTAL    2.700.000.000  

Tabel 6.11: Total Anggaran TJSL Berdasarkan Pilar 

No TPB 
RKA Tahun 

2025 (Rp) 
Prog. Tahun 

2025 (Rp) 
RKA Tahun 

2026 (Rp) 

Persentase 
RKA 2026/ 
RKA 2025 

RKA 2026/ 
Prog. 2025 

 (1) (2) (3) (4) (5) = (4)/(2) (6) = (4)/(3) 

1 PILAR SOSIAL 1.339.950.000 956.301.853 1.288.950.000 96,19% 134,78% 
2 PILAR EKONOMI 325.000.000 367.455.790 828.750.000 255,00% 225,54% 
3 PILAR LINGKUNGAN 525.050.000 711.618.354 532.300.000 101,38% 74,80% 
4 PILAR HUKUM & TATA KELOLA 50.000.000  50.000.000 100,00% 100,00% 

 TOTAL 2.240.000.000 2.035.375.997 2.700.000.000 120,54% 132,65% 

Tabel di atas menunjukkan RKA TJSL ADHI Tahun 2026, Prognosa Realisasi TJSL ADHI Tahun 2026, serta RKA 
TJSL ADHI Tahun 2026 menurut pilar TPB. RKA tahun 2026 direncanakan meningkat dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut adalah karena adanya tambahan asumsi program yang diharapkan 
dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi penerima manfaat.  
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6.4.4.7. Proyeksi dan Rencana Kinerja Keuangan TJSL 

Tabel 6.12: Penerimaan dan Penyaluran dana Program Pendanaan UMK 

Program Pendanaan UMK RKA 2025 Prognosa 2025 RKA 2026 

Saldo Awal 1.215.068.954 1.215.068.954 114.595.275 
Dana BUMN Pembina    
TOTAL DANA PK TERSEDIA (1) 1.215.068.954 1.215.068.954 114.595.275 

PENGEMBALIAN PINJAMAN & JASA LAINNYA (2) 757.340.119 632.968.906 140.249.567 
Penyaluran PK 1.750.000.000 1.750.000.000 200.000.000 
Pembinaan PK & Beban Pajak - -  

TOTAL PENYALURAN DANA PK (3) 1.750.000.000 1.750.000.000 200.000.000 
SALDO AKHIR PK (1+2-3) 222.409.073 114.595.275 54.844.842 

Di tahun 2026, diestimasikan terdapat pengembalian pinjaman dan jasa administrasi dari mitra binaan 
dengan nilai total Rp140.249.567,-. Sisa dana tersedia untuk disalurkan berdasarkan prognosa 2025 adalah 
sebesar Rp114.595.275,-. Dari pengembalian dan sisa dana tersedia tersebut, total dana yang tersedia untuk 
penyaluran Program Pendanaan UMK adalah sebesar Rp254.844.842,-. 

Tabel 6.13: Laporan Posisi Keuangan ADHI (TJSL) 

Uraian RKA 2025 Prognosa 2025 RKA 2026 

Aset    
Aset Lancar       

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya 222.409.085 114.595.286 54.844.853 
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Neto 1.003.603.115 807.236.216 677.271.924 

Jumlah Aset Lancar 1.226.012.200 921.831.502 732.116.777 
Aset Tidak Lancar    

Piutang Jangka Panjang  5.156.315.974    
Piutang Kolaborasi BUMN Melalui BRI -  3.858.187.729  4.058.187.729 
Piutang Kerja sama PUMK kepada MB - BRI -  1.301.928.433  1.301.928.433 

Jumlah Aset Tidak Lancar  5.156.315.974  5.160.116.162 5.360.116.162 
Jumlah Aset 6.382.328.174 6.081.947.664 6.092.232.939 
Liabilitas dan Aset Neto    
Liabilitas Jangka Pendek    

Angsuran Belum Teridentifikasi - - - 
Jumlah Liabilitas - - - 
Aset Neto    

Aset Neto Tidak Terikat  6.382.328.210  6.081.947.664 6.092.232.939 
Jumlah Aset Neto  6.382.328.210  6.081.947.664 6.092.232.939 
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto  6.382.328.210  6.081.947.664 6.092.232.939 

Tabel 6.14: Laporan Aktivitas Keuangan (TJSL) 

Uraian RKA 2025 Prognosa 2025 RKA 2026 

Pendapatan       
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 15.633.338 29.504.246 8.929.200 
Pendapatan Jasa Giro 30.157.000 24.450.926 2.445.023 

Jumlah Pendapatan 45.790.338 53.955.172 11.374.293 
Beban    

Beban Administrasi dan Umum 350.000 600.000 600.000 
Beban Pajak 6.527.000 4.890.362 489.018 

Jumlah Beban 6.877.000 5.490.362 1.089.018 
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto 38.913.338 48.464.810 10.285.275 
Aset Neto Awal Tahun 6.343.414.872 6.033.482.893 6.081.947.703 
Aset Neto Akhir Tahun 6.382.328.210 6.081.947.703 6.092.232.978 

Pada tahun 2026, Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diproyeksikan mengalami penurunan apabila 
dibandingkan RKA 2025, dikarenakan dana PUMK yang dikelola melalui mekanisme kerja sama.  
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Tabel 6.15: Cash Flow (TJSL) 

Uraian RKA 2025 Prognosa 2025 RKA 2026 

Aktivitas Operasi       
Penerimaan       

Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan  718.426.781   584.504.096  129.964.292 
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman  15.633.338   29.504.246  8.929.200 
Pendapatan Jasa Giro   30.157.000   24.450.926  2.445.093 

Jumlah Penerimaan  764.217.119 638.459.268 141.338.585 
Pengeluaran    

Penyaluran Pinjaman Kemitraan 1.750.000.000 1.750.000.000 200.000.000 
Beban Administrasi dan Umum  350.000  600.000 600.000 
Beban Pajak  6.527.000  4.890.362 489.018 

Jumlah Pengeluaran 1.756.877.000 1.755.490.362 201.089.018 
Kas Neto Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi (992.659.881) (1.117.031.094) (59.750.433) 
Aktivitas Investasi    
Kas Neto Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi    
Aktivitas Pendanaan    
Kas Neto Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas 
Pendanaan 

   

Kenaikan (Penurunan) Neto Dalam Kas dan Setara Kas (992.659.881) (1.117.031.094) (59.750.433) 
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 1.215.068.953 1.231.626.370 114.595.275 
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 222.409.071 114.595.275 54.844.841 

Pada tahun 2023 s.d. tahun 2028, ADHI mengestimasikan adanya penurunan pengembalian pinjaman mitra 
binaan dikarenakan skema kerja sama dengan BUMN lain,  di mana pengembalian dana PUMK akan 
dilakukan setelah 5 tahun, yaitu pada tahun 2027.   

6.4.4.8. Pengelolaan Mitra Binaan ADHI dan Kualitas Piutang  

Di tahun 2026, salah satu kegiatan TJSL ADHI adalah pelaksanaan Program Pendanaan UMK. Mitra Binaan 
ADHI di tahun 2026 diestimasikan sebesar 504 mitra binaan yang tersebar di berbagai wilayah, yaitu Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, ataupun Kalimantan 
Timur. Dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK, ADHI mencatat piutang dari Mitra Binaan dengan 
berbagai kualitas piutang. Piutang Mitra Binaan ADHI RKA 2025 sesuai kualitas piutangnya dapat dilihat pada 
Tabel 6.16 di bawah ini. 

Tabel 6.16: Posisi Piutang MB ADHI 

Uraian RKA Tahun 2025 Prognosa 2025 RKA Tahun 2026 Persentase 
(1) (2) (3) (4)= (3)/(1) (5)= (3)/(2) 

Lancar        174.628.590  331.581.466  201.617.174  115,45% 60,80% 
Kurang Lancar          14.583.345  433.324.352 433.324.352 2971,36% 100,00% 
Diragukan                              -  123.333.336 123.333.336 100,00% 100,00% 
Macet    8.336.909.636  7.886.492.970 7.886.492.970 94,60% 100,00% 

Jumlah Piutang 
8.526.121.571 8.774.732.124 

 8.644.767.832  101,39% 98,52% 

Piutang  bermasalah adalah piutang pinjaman Mitra Binaan yang berkualitas macet dan telah diupayakan 
pemulihannya baik melalui rescheduling ataupun melalui reconditioning, namun tetap tidak terpulihkan. Di 
tahun 2024 berencana akan terdapat penambahan piutang bermasalah, di mana piutang tersebut 
merupakan Mitra Binaan yang sulit ditemui, usahanya gulung tikar, ataupun meninggal dunia. Di tahun 2025 
ADHI memperkirakan adanya penambahan nilai piutang bermasalah, yaitu sebagai berikut.  
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Tabel 6.17: Posisi Piutang Bermasalah 

Uraian RKA Tahun 2024 Prognosa 2024 RKA Tahun 2025 Persentase 
(1) (2) (3) (4)= (3)/(1) (5)= (3)/(2) 

Bermasalah 2.217.127.912 2.217.127.912 8.336.909.636 409,20% 409,20% 

Selain piutang bermasalah ADHI juga merencanakan penghapusbukuan untuk piutang-piutang bermasalah 
ADHI, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 6.18: Rencana Hapus Buku 

Uraian RKA Tahun 2024 Prognosa 2024 Rencana Hapus Buku 2025 
(1) (2) (3) 

Bermasalah 2.217.127.912 2.217.127.912 2.217.127.912 

Pelaksanaan penghapusbukuan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
serta dilakukan dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga meminimalisasi risiko 
kesalahan pengelolaan dalam proses penghapusbukuan ini. Diharapkan penghapusbukuan ini dilaksanakan 
bukan semata untuk menghapuskan piutang dari pihak ketiga ADHI, melainkan untuk memastikan bahwa 
laporan keuangan PUMK ADHI mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan Program PUMK ADHI. 
Penghapusbukuan ini juga tidak menghilangkan hak tagih perusahaan atas piutang pihak ketiga, sehingga 
ADHI akan tetap melakukan penagihan atas piutang-piutang ini apabila memungkinkan.  
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7. PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO 

Manajemen risiko di lingkungan ADHI mengacu pada Visi dan Misi perusahaan serta mempertimbangkan 
perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis ADHI, termasuk perubahan yang berasal dari faktor 
internal maupun eksternal. Dalam rangka mencapai kepastian pencapaian sasaran dan target ADHI, baik 
dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP), perlu menerapkan manajemen risiko secara terstruktur, sistematis, dan komprehensif. Tidak hanya 
berperan sebagai sarana untuk mencapai sasaran perusahaan, pengelolaan risiko juga memiliki peran yang 
sangat penting dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance/GCG) di ADHI. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya untuk menerapkan praktik 
bisnis yang sehat dan memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan 
(stakeholders) perusahaan.  

Selain itu, penerapan Manajemen Risiko di lingkungan ADHI memiliki tujuan yang sangat relevan dan 
penting, antara lain; tujuan pertama, adalah melindungi perusahaan dari berbagai risiko yang memiliki 
potensi merugikan; dan kedua, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuan 
tersebut, ADHI telah dengan cermat merancang dan/atau menyusun proses dan kerangka kerja yang efisien. 
Kerangka kerja ini diciptakan dengan tujuan untuk mengelola risiko yang dapat berdampak negatif pada 
perusahaan dan sekaligus risiko yang dapat memunculkan peluang (risiko positif). 

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis dengan lebih 
percaya diri dan efisien, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi risiko secara lebih baik, mengevaluasi 
dampak dan kemungkinan risiko dan memberikan keuntungan yang signifikan dalam mencapai tujuan 
perusahaan. RKAP yang dirancang ADHI dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Hal ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, mempertimbangkan, dan memitigasi risiko-
risiko yang berpotensi menghambat dan mengganggu pencapaian target kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip 
manajemen risiko yang diterapkan dalam proses penyusunan RKAP 2026 mengacu dari arahan DAM adalah 
sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan perusahaan di tahun 2026 sesuai dengan arahan sektoral bisnis yang disampaikan 
oleh DAM telah ditopang dengan kecukupan risk capacity (kapasitas risiko) dan risk appetite 
(selera risiko) yang prudent melalui granularity atas risk limit sesuai dengan kategori risiko ADHI; 

b. Penyusunan goals dan target tahun 2026 yang terefleksi dalam figur RKAP baik keuangan dan non 
keuangan dilakukan secara terintegrasi antara perhitungan ekonomis, finansial, risiko dan aspek 
lainnya yang relevan; 

c. Penggunaan asumsi didasari dengan market data, jika tidak tersedia perusahaan menggunakan 
data sejenis atau berbasis asumsi internal yang dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Skenario yang digunakan mempertimbangkan kondisi ketidakpastian (uncertainty) ke depan untuk 
menguji pilihan terbaik atas inisiatif yang diusulkan; 

e. Potensi kerugian dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan risk and 
reward dan menyiapkan inisiatif strategi penanganan terbaik (mitigation in advence) 

Semua faktor ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan Strategi Risiko perusahaan 
dan membantu dalam merancang pendekatan yang terperinci dan efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, 
dan mengelola risiko secara holistik. 

7.1. Pernyataan Selera Risiko Perusahaan / Risk Appetite Statement (RAS) 

Selera risiko merupakan prinsip panduan yang berperan penting dalam proses pengelolaan risiko ADHI yang 
bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKAP 
Tahun 2026. Selera risiko yang telah ditetapkan mencerminkan batasan dan kerangka kerja risiko yang dapat 
diterima oleh ADHI dalam menjalankan operasional dan pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang 
jelas terhadap selera risiko, ADHI dapat memetakan langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola risiko, 
menjadikannya alat yang efektif dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan serta 
merespons potensi risiko dengan lebih efisien. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai target 
RKAP 2026, dengan memastikan bahwa risiko yang dihadapi dikaji secara hati-hati dan selaras dengan 
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strategi pertumbuhan yang diinginkan. ADHI telah menjalankan langkah-langkah yang penting dengan 
menetapkan Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement) yang mengacu pada RAS DAM serta 
mempertimbangkan RJPP, Outlook Industri. 

Tabel 7. 1: Pernyataan Selera Risiko ADHI 

No Taksonomi 
Risiko DAM 

Taksonomi 
Risiko ADHI 

Risk 
Posture Risk Appetite Statement 

1 Risiko Strategis Risiko 
Strategis Moderat 

Melalui pengambilan risiko strategis yang terukur, ADHI 
berupaya menciptakan nilai serta meningkatkan 
profitabilitas lewat inisiatif strategis yang dirancang dengan 
cermat. Setiap langkah didasari analisis menyeluruh 
terhadap tren industri dan didukung strategi mitigasi yang 
memastikan keberlanjutan hasil. 

2 Risiko Strategis Risiko 
Pemasaran Strategis 

ADHI secara aktif mengambil risiko pemasaran yang 
terencana untuk mengembangkan peluang baru, 
berlandaskan analisis pasar yang mendukung serta mitigasi 
yang memastikan terciptanya nilai jangka panjang di seluruh 
lini bisnis. 

3 
Risiko 
Investasi/Projec
t 

Risiko Investasi Konservatif 
ADHI hanya mengambil risiko investasi yang terbatas dan 
terkendali, dengan mempertimbangkan keseimbangan 
antara potensi keuntungan dan kemampuan pengelolaan 
risiko guna menjaga stabilitas kinerja jangka panjang. 

4 Risiko Finansial Risiko Keuangan Konservatif 

ADHI menjaga risiko keuangan pada tingkat yang terbatas 
dan terkendali dengan berfokus pada pengelolaan arus kas 
yang sehat, struktur pendanaan yang efisien, serta 
memastikan kepatuhan guna mendukung keberlanjutan 
jangka panjang. 

5 Risiko 
Operasional Risiko SDM Moderat 

ADHI bersedia menghadapi risiko yang terukur dalam 
pengelolaan SDM sebagai bagian dari strategi inovatif untuk 
mengembangkan talenta, meningkatkan produktivitas, serta 
mempertahankan tenaga kerja yang beragam dan terampil 
guna mendukung keberlanjutan perusahaan. 

6 Risiko 
Operasional 

Risiko Sistem 
Informasi & 
Teknologi 

Konservatif 

ADHI menerapkan pengelolaan risiko sistem dan teknologi 
informasi yang terbatas dan terkendali untuk menjaga 
keandalan sistem, melindungi data, dan mendukung 
pengembangan teknologi yang selaras dengan strategi 
bisnis. 

7 Risiko 
Operasional Risiko Produksi Konservatif 

ADHI menjaga risiko produksi pada tingkat risiko yang 
terbatas dan terkendali dengan fokus pada efisiensi biaya, 
kepastian mutu, serta ketepatan waktu untuk mendukung 
keberhasilan operasional dan pencapaian sasaran 
perusahaan. 

8 
Risiko 
Regulatory, 
Legal, dan 
Compliance 

Risiko Hukum, 
Reputasi, dan 
Kepatuhan 

Konservatif 

ADHI mengelola risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan 
secara terbatas dan terkendali dengan memastikan seluruh 
aktivitas bisnis dijalankan sesuai regulasi, prinsip tata kelola 
yang baik, dan nilai-nilai etika yang tinggi. 

9.a Risiko 
Operasional 

Risiko K3L & 
Sosial 

 

Konservatif 

Risiko K3L: 

ADHI mengelola risiko secara berhati-hati (proaktif) untuk 
memastikan penerapan standar praktik K3L di setiap proses 
bisnis Perusahaan, termasuk keselamatan karyawan, 
perlindungan dan pelestarian lingkungan 

9.b Risiko 
Operasional Moderat 

Risiko Sosial: 

ADHI menjaga risiko sosial pada tingkat yang terbatas dan 
terkendali untuk mencegah dampak merugikan terhadap 
masyarakat dan memastikan keberlanjutan hubungan 
dengan para pemangku kepentingan. 

 



 

110 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

7.2. Strategi Pengelolaan Risiko 

Penetapan risk appetite dan risk tolerance dalam pengelolaan manajemen risiko merupakan standar yang 
digunakan untuk menentukan pandangan dan sikap perusahaan terhadap risiko. Ketetapan ini mencakup 
batasan atas tingkat risiko yang dapat diterima oleh Pemilik Risiko (Risk Owner) dalam pelaksanaan kegiatan 
bisnis dan operasional perusahaan. 

ADHI telah merancang parameter-parameter nilai risiko yang menjadi dasar dalam penetapan risk appetite, 
risk tolerance, dan risk limit (batas risiko). Berdasarkan RAS yang telah ditetapkan, ADHI menetapkan 
ambang batas untuk masing-masing kategori, yaitu:  

a. risk appetite sebagai batas risiko yang diinginkan dan masih dapat diterima dalam pencapaian 
tujuan; 

b. risk limit sebagai nilai ambang pengendalian yang menandakan risiko mendekati area yang tidak 
dapat diterima; dan 

c. risk tolerance sebagai batas maksimum risiko yang masih dapat diterima sebelum memerlukan 
tindakan korektif. 

Penjabaran lebih lanjut mengenai ambang batas masing-masing kategori tersebut diatas disampaikan dalam 
Lampiran (akan disampaikan kemudian). 

7.3. Profil Risiko 

Dalam proses penyusunan profil risiko RKAP, ADHI mengacu pada arahan sektoral bisnis yang telah 
ditetapkan oleh DAM sebagai pemegang saham. Proses identifikasi profil risiko dilakukan dengan mengacu 
pada 5 (lima) aspek di dalam balance scorecard menjadi landasan untuk mengenali risiko melalui 
pendekatan yang merujuk, meskipun tidak terbatas, pada Key Performance Indicator (KPI) dan/atau proses 
bisnis di unit kerja yang memiliki risiko, contohnya KPI terkait ekspansi yang berkesinambungan dan 
peningkatan nilai ekonomis seperti ROA, ROE, ROIC ≥ WACC, Interest Bearing Debt to EBITDA, dan 
sebagainya. 

Dalam konteks ini, ADHI telah merumuskan proses tersebut berdasarkan taksonomi risiko ADHI yang 
kemudian diidentifikasi ulang ke dalam taksonomi risiko DAM1. Pemetaan risiko perusahaan mencakup 
identifikasi, parameter, dan rencana pengendalian risiko yang disesuaikan dengan kegiatan usaha ADHI 
beserta deskripsi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. 

 Tabel 7. 2: Profil Risiko ADHI 

No Risiko Parameter 

1 
Strategic Risk a.  Gangguan pada kinerja dan pengelolaan keuangan selama masa transisi 

restrukturisasi anak perusahaan 
b. Checklist item Legal Due Diligence yang dipenuhi 

2 Market Risk a. Win-rate rasio 
b. Inflasi harga material strategis 

3 

Market Risk a. Interest Bearing Debt to EBITDA 
b. Rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek 
c. Days Payable Outstanding 
d. Covenant compliance 

4 
Financial Risk  a. Day Sales Outstanding 

b. Day Inventory Outstanding 
c. Subkon yang ter-verifikasi melalui sistem 

 
1 Taksonomi risiko mengacu pada Surat PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor SR.122/DI-DAM/DO-2025 
tanggal 19 September 2025 perihal Pedoman Strategis Penyusunan RKAP 2026 Anak Perusahaan PT DAM. 
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5 

Credit/Counterparty 
Credit Risk 

a. Kasus nearmiss accident terhadap total inspeksi 
b. Sertifikasi personil kunci HSE 
c. Kerugian risiko operasional akibat gangguan keamanan siber terhadap sistem 

dan data perusahaan seiring meningkatnya digitalisasi proses bisnis 
d. Indeks Kecocokan Kompetensi SDM terhadap Kebutuhan Bisnis (IKK-SDM) 

6 
Operational Risk a. Equipment utilize rate (aset ADHI) 

b. Land availability indeks 
c. Committed cost ratio 
d. Penurunan selisih IRR atas WACC BP Badan Usaha Pelaksana 

7 Investment/Project 
Risk 

Media Net Sentiment Score 

8 
Reputational Risk a. Outstanding claim ratio 

b. Pemenuhan atas kewajiban homologasi Anak Perusahaan (APP) 

7.4. Perhitungan Risiko 

Dalam melakukan identifikasi dan perhitungan peristiwa risiko di ADHI, tindakan tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan sasaran dan strategi perusahaan, termasuk risiko yang muncul atau sulit diidentifikasi 
seperti ancaman dari entitas virtual dan risiko yang berasal dari sumber yang tidak terstruktur. Risiko yang 
telah diidentifikasi parameternya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Parameter eksisting yang 
melekat pada kegiatan operasional perusahaan, 2) Parameter baru yang timbul karena inisiatif perusahaan 
dalam mencapai sasaran dan strategi untuk meningkatkan nilai, dan 3) parameter yang muncul karena 
adanya gejala atau ancaman perubahan dalam lingkungan bisnis. 

Parameter yang digunakan adalah strong parameter yaitu parameter yang memberikan kontribusi signifikan 
dapat berdampak pada pencapaian sasaran perusahaan dan memiliki konsekuensi atau potensi kerugian, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian (threshold) dari setiap parameter risiko ADHI akan 
disampaikan lebih lanjut. 

7.5. Strategi Pengelolaan Unexpected Loss dan Tail Loss 

Dalam kerangka manajemen risiko perusahaan, unexpected loss dan tail loss merupakan jenis kerugian yang timbul 
di luar tingkat risiko yang diantisipasi (expected loss), dan sering kali disebabkan oleh peristiwa dengan probabilitas 
rendah namun berdampak tinggi. Pengelolaan terhadap kedua jenis kerugian ini menjadi krusial untuk menjaga 
ketahanan keuangan dan keberlanjutan operasional perusahaan. ADHI memandang penting penerapan strategi 
yang komprehensif, terukur, dan berlapis dalam mengendalikan eksposur terhadap risiko ekstrem yang berpotensi 
mengganggu pencapaian sasaran korporasi. 

Pengelolaan unexpected loss berfokus pada peningkatan efektivitas kontrol internal, perencanaan kontingensi, dan 
kesiapan organisasi menghadapi fluktuasi risiko yang masih dalam batas toleransi. Strategi ADHI berfokus untuk 
mengurangi frekuensi dan besaran kerugian yang terjadi di luar ekspektasi namun masih dalam skenario realistis. 

Pengelolaan tail loss berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi kejadian luar biasa yang dapat mengancam 
keberlangsungan perusahaan. Strategi ADHI melibatkan pendekatan protektif, ketahanan organisasi 
(organizational resilience), serta mekanisme pemulihan pascakejadian (recovery plan). 
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Tabel 7. 3: Risk Posture ADHI 

NO 
RISK 

POSTURE 
APPETITE PENJELASAN 

1 Strategis 
Risiko yang 
Terencana 

Risiko yang diidentifikasi dan dikelola secara sistematis untuk mendukung tujuan strategis 
ADHI. ADHI bersedia mengambil risiko lebih besar untuk mengejar peluang inovatif, kreatif 
untuk pertumbuhan berkelanjutan. 

2 Moderat 
Risiko yang 
terukur  

ADHI  bersedia mengambil risiko yang terukur dalam batas yang ditentukan untuk 
mencapai efisiensi dan efektivitas. Inovasi dan kreatifitas untuk pertumbuhan yang 
berkelanjutan. 
Memantau dan mengelola ancaman dan peluang untuk keberlangsungan perusahaan.  
memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang cermat untuk 
melindungi stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. 

3 Konservatif 
Risiko 
Terbatas dan 
Terkendali  

ADHI bersedia mengambil risiko yang terbatas dan terkendali untuk mencapai efisiensi dan 
efektivitas bisnis. Potensi kerugian atau dampak negatif dari suatu risiko telah 
diminimalkan melalui langkah-langkah pengendalian yang terpadu.  

• Risiko Terbatas: Risiko yang telah dikurangi hingga tingkat yang dapat diterima 
oleh ADHI, sehingga tidak mengancam keberlangsungan operasi secara 
signifikan.  

• Risiko Terkendali: Risiko yang dapat dikelola dengan baik melalui strategi, 
kebijakan, program, dan prosedur serta tindakan mitigasi yang sistematis. 

4 Tidak Toleran 

Risiko 
Dikelola 
sangat 
Berhati-hati 
(Proaktif) 

ADHI sangat berhati-hati (proaktif) dalam mengambil risiko dan memastikan bahwa 
perusahaan tidak terpapar pada risiko yang dapat mengganggu operasional dan reputasi. 
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Tabel 7. 4: Risk Posture ADHI 

NO TAKSONOMI 
RISIKO MITIGASI RISIKO UNEXPECTED LOSS MITIGASI RISIKO TAIL LOSS 

1 Strategic Risks • Monitoring key risk indicator terhadap 
RKAP dan transformasi bisnis 

• Scenario planning & early warning 
system untuk perubahan kebijakan 
pemerintah 

• Diversifikasi portofolio proyek dan 
model bisnis 

• Corporate restructuring plan jika 
terjadi perubahan lingkungan 
besar 

• Pendampingan legal law firm 
untuk legal due diligence 

2 Market Risks • Penyesuaian harga kontrak dengan 
price adjustment clause 

• Monitoring tren makro dan indeks 
komoditas mingguan 

• Proteksi nilai melalui long-term 
supply agreement 

• Diversifikasi pasar (domestik–
internasional) 

3 Financial Risks • Cash flow forecasting mingguan 
• Covenant testing dan kontrol 

leverage 
• Evaluasi klaim asuransi secara 

proaktif 

• Pembentukan liquidity 
contingency fund korporat 
melalui kebijakan contingency 
cost (cash reserve) 

• Aktivasi standby loan facility atau 
bridging finance 

• Comprehensive insurance 
coverage (CAR, EAR, DSU) 

4 Credit/Counterparty 
Risks 

• Melakukan pendekatan Know Your 
Counterparty di setiap proses dan 
melalui ID Score 

• Memastikan terdapat payment 
security clause dalam kontrak 
(jaminan pembayaran, escrow 
account, retention release clause). 

• Menambahkan klausul penalti untuk 
keterlambatan pembayaran. 

• Payment guarantee dari lembaga 
keuangan 

• Performance bond untuk proyek 
besar 

• Melakukan penyisihan sebagian 
laba proyek untuk receivable loss 
reserve dari nilai kontrak proyek. 

• Menggunakan corporate liquidity 
buffer  sesuai aturan contingency 
plan untuk menutup cash flow 
gap akibat keterlambatan 
ekstrem. 
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8. PENJABARAN RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 

8.1. Peran TI terhadap Pengembangan Bisnis  

ADHI telah menyusun Rencana Strategis TI / Master Plan TI 2025-2029, yang telah disahkan pada Mei 2024. 
Penyusunan Rencana Strategis TI telah mengacu pada arah pengembangan bisnis Perusahaan ke depan, 
serta didasari pada analisis faktor-faktor baik dari lingkup internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, 
penyusunan telah dilakukan dengan didasari pada evaluasi Rencana Strategis TI sebelumnya. Berdasarkan 
berbagai analisa tersebut, diperoleh gap serta area of improvement bagi Rencana Strategis TI 2025-2029. 

Sebagai bentuk dan hasil dari analisis dan evaluasi tersebut, Rencana Strategis TI 2025-2029 melakukan 
pembaruan visi, misi, serta strategi untuk menyambut relevansi dengan perkembangan digital dan 
dampaknya terhadap industri saat ini. Visi TI dalam Rencana Strategis TI 2025-2029 adalah “Menyediakan 
layanan TI yang andal, efisien dan terintegrasi, dengan teknologi yang tepat untuk mendukung daya saing dan 
digitalisasi semua lini bisnis PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Anak Usaha”. Terdapat tiga tujuan dari 
implementasi teknologi informasi ADHI ke depan yakni keandalan, efisiensi & integrasi. Ketiga tujuan 
tersebut merupakan keutamaan dalam perkembangan industri terkini, di mana kemajuan penerapan IT 
diharapkan dapat menjadi backbone proses bisnis yang andal (menjadi kunci dari efektivitas internal 
control), menciptakan efisiensi proses, serta mendukung pengambilan keputusan yang presisi berdasarkan 
single source of truth. 

Dalam mencapai visi tersebut, telah disusun misi yang mengacu pada strategic keyword yang tercantum di 
dalam visi. Beberapa misi dalam Rencana Strategis TI 2025-2029 antara lain: 

1. Menyediakan layanan sistem informasi, dan infrastruktur TI, yang terintegrasi, efisien, aman dan 
andal. 

2. Menyediakan sarana pengelolaan data yang terpusat untuk mendukung pengambilan keputusan 
berbasis data. 

3. Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi digital untuk mendukung 
otomatisasi berbagai proses operasional. 

4. Menerapkan standar Tata Kelola TI yang comply dengan regulasi BUMN dan best practices serta 
mengedepankan sinergi TI dengan seluruh lini bisnis ADHI. 

5. Mengembangkan kapabilitas Sumber Daya TI  yang tangguh, unggul, inovatif, dan berdaya saing. 

Selain itu, untuk mendukung efektivitas misi, Rencana Strategis TI 2025-2029 telah menentukan strategi yang 
dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 8.1: TI Balanced Scorecard 

  



 

115 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

Untuk memenuhi proses bisnis yang sepenuhnya terdigitalisasi, telah disusun arsitektur TI yang terdiri dari 
business building block dari seluruh proses bisnis ADHI. Business building block, seperti yang tergambarkan 
pada gambar di bawah ini, menjelaskan proses bisnis yang diproyeksikan terdigitalisasi dalam 5 tahun ke 
depan. Berdasarkan kondisi terkini, terdapat beberapa proses yang telah settle dengan implementasi IT yang 
memasuki level mature, namun juga terdapat beberapa proses yang masih berjalan dengan belum 
sepenuhnya terdigitalisasi maupun manual di mana maturitas digitalisasi proses masih bersifat wishlist. 

 
Gambar 8.2: Arsitektur TI 

8.2. Organisasi TI 

 
Gambar 8.3: Struktur Organisasi TI 

  



 

116 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

Pencapaian sasaran Rencana Strategis TI ADHI membutuhkan dukungan struktur organisasi yang mumpuni 
dan memadai. Terdapat sejumlah dasar pertimbangan bagi ADHI untuk menentukan hal-hal yang diperlu-
kan dan tetap sesuai dengan kecukupan alokasi anggaran. Pada dasarnya, seiring dengan semakin 
terdigitalisasinya proses bisnis, struktur organisasi TI ADHI akan turut berkembang setiap periodenya untuk 
mendukung tercapainya sasaran TI sebagai business enabler ADHI.  

Beberapa penyesuaian struktur organisasi meliputi: 

1. Tata Kelola dan Arsitektur Strategis TI 
Penyesuaian struktur organisasi yang dapat mendukung peningkatan manajemen tata kelola dan 
arsitektur TI yang terkendali dan termonitor. 

2. Penyesuaian Fungsi TI 
Tim TI akan berfokus pada spesialisasi skill dan kompetensi yang dikelompokkan dalam beberapa 
fungsi TI untuk mendukung optimalisasi peran TI ADHI. 

3. Segregation of Duties 
Pemilihan fungsi sesuai dengan karakteristik pekerjaan, peran, tugas, dan tanggung jawab dalam 
pelaksanaan proses-proses TI perusahaan. 

8.3. Rencana Pembayaran TI 

Rencana Strategis TI yang disusun untuk menjadi acuan transformasi TI lima tahun ke depan, telah dilengkapi 
dengan program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2026. Program kerja dalam Rencana Strategis TI telah 
diselaraskan sebagaimana inisiatif strategis RJPP ADHI 2025-2029. Dalam RJPP, terdapat kelompok inisiatif 
IT Advancement yang ditujukan untuk meningkatkan peran TI dalam proses bisnis ADHI, sekaligus menjadi 
enabler bagi penguatan fungsi lainnya, terutama terhadap proses bisnis yang terintegrasi dan ERP sebagai 
backbone internal control proses bisnis ADHI. Pada RKAP 2026, telah dibentuk anggaran untuk mendukung 
terlaksananya program kerja TI, dengan jumlah dan rincian sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8.1: Anggaran TI Tahun 2026 

No Keterangan Rupiah 

1 Capital Expenditure – Investasi Aplikasi & Lisensi IT Rp124.582 Juta 

2 Operational Expenditure – Anggaran Operasional Rp12.033 Juta 

8.4. Peta Jalan TI 

Sebagai bagian dari Rencana Strategis TI, pada gambar di bawah ini dijelaskan sejumlah tahapan yang 
dirincikan dengan rencana pengembangan aplikasi & lisensi TI untuk dilakukan setiap tahunnya. Pada 
tahapan pertama, ditajukan sebagai IT Capability Improvement, yang dimaksudkan untuk memfokuskan 
peningkatan kemampuan dan kinerja layanan sistem TI pada proses bisnis ADHI. Pada tahapan kedua, 
ditajukan sebagai IT-Based Business Processes, yang terdiri dari serangkaian program optimalisasi 
penggunaan TI untuk mendukung improvement bagi proses bisnis dan kegiatan operasional ADHI. Tahapan 
ketiga bertajuk Digital Information Environment, yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan informasi 
digital untuk pengelolaan informasi yang lebih efisien. Tahapan keempat bertajuk Integrated & Centralized 
Data Solution, yang ditujukan untuk pengelolaan data yang dilakukan secara terpusat dan terintegrasi 
mencakup seluruh aplikasi ADHI. Pada tahapan kelima, bertajuk Data Analytics Advancement, yang 
bertujuan untuk meningkatkan data analytics dalam setiap pengambilan keputusan, serta penentuan 
kebijakan ADHI dalam menyikapi suatu permasalahan dan perkembangan bisnis ke depan. 
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Gambar 8.4: Peta Jalan TI 
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9. INDIKATOR KINERJA UTAMA/KPI 

9.1. Daftar KPI Utama yang Ditetapkan Perseroan pada Level Konsolidasi  

Untuk mengukur kinerja dan keberhasilan ADHI, telah dirumuskan indikator kinerja utama key performance 
indicator (KPI) yang akan menjadi acuan dari ketercapaian tahun 2026. Perumusan KPI dilakukan melalui 
analisis yang mempertimbangkan faktor indikator kinerja historis, maupun benchmarking kepada peers baik 
yang ada pada bisnis konstruksi nasional maupun regional. Perumusan KPI juga telah mengacu pada 
pedoman strategis penyusunan KPI yang diberikan oleh pemegang saham, dengan mereferensi pada 5 aspek 
yang tergabung dalam balanced scorecard yaitu aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses bisnis 
internal, aspek pengembangan dan aspek lingkungan. 

Hasil dari analisa dan rumusan tersebut, ADHI akan mengajukan 10 (sepuluh) indikator untuk menjadi dasar 
pengukuran kinerja Perseroan pada tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 9.1: Usulan KPI ADHI Tahun 2026 

No Indicators Satuan Target ESG/C Polaritas Bobot 

A.  Aspek Keuangan     55% 

1 EBITDA Rp Rp1.363.673 C Maximize 12.5% 
2 ROIC ≥ WACC % -5,21% C Maximize 10% 
3 Cash Conversion Cycle Hari 100 Hari C Minimize 10% 
4 Penyehatan / Restrukturisasi ADHI Grup % 100% C Maximize 12.5% 
5 IBD to EBITDA Rasio 5,55x C Minimize 10% 

B.  Aspek Pelanggan     10% 

6 Perolehan Kontrak Konstruksi Rp Rp22.095.000 C Maximize 10% 

C. Bisnis Proses Internal     20% 
7 On Time + on Budget Project % 100% C Maximize 10% 
8 Zero Fatality Accident Jumlah 0 (Zero) C Minimize 10% 

D.  Pengembangan     7.5% 

9 Divestasi % 100% S Maximize 7.5% 

E.  Lingkungan     7.5% 

10 ESG Rating % 38% ESG Minimize 7.5% 

Sebagai catatan, sebagaimana peraturan dan tata kelola BUMN yang menyebutkan bahwa proses 
persetujuan KPI diberikan oleh Pemegang Saham/Menteri, maka dengan ini kami sampaikan bahwa KPI 
sebagaimana yang tercantum pada tabel tersebut di atas masih berupa usulan ADHI. Pembahasan lebih 
lanjut dan penetapan akan mengikuti arahan serta keputusan pemegang saham. 

9.2. Benchmark 

Mengacu pada pedoman strategis penetapan indikator kinerja utama / key performance indicator (KPI), 
diperlukan benchmarking untuk menjaga relevansi dan kesesuaian proses perumusan KPI. Melalui proses 
benchmark akan diperoleh gap analysis positioning ADHI terhadap perusahaan sejenis yang bergerak pada 
bisnis konstruksi, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Dalam proses penyusunan 
perencanaan strategis jangka menengah, RJPP 2025-2029, juga telah dilakukan analisis benchmark sebagai 
salah satu bentuk sintesis dalam menemukan baseline dan penetapan strategi ke depan. Analisis 
benchmark dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki value chain sejenis dengan yang dimiliki ADHI 
hingga saat ini. 
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Gambar 9.1: Analisis Value Chain 
Sumber: RJPP ADHI 2025-2029 

Dengan semangat untuk membangun BUMN Karya yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk bersaing 
secara global, ADHI memilih sejumlah perusahaan internasional yang bergerak pada bisnis utama konstruksi 
dan memiliki beberapa lini bisnis yang yang berupa dengan ADHI. Berdasarkan hasil analisis, ADHI memilih 
satu perusahaan sebagai objek dari benchmark dikarenakan dengan value chain yang paling mendekati dan 
memiliki kecenderungan kesamaan, dan beroperasi pada industri yang memiliki iklim bisnis yang sama pada 
Asia Tenggara. Analisis dalam menetapkan perusahaan tersebut dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 9.2: Daftar Perusahaan dengan Value Chain Serupa 

Sumber: RJPP ADHI 2025-2029 

Selain itu, untuk menjaga relevansi dengan kondisi saat ini, dalam proses penyusunan KPI, ADHI melakukan 
benchmarking pada perusahaan sejenis di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan BUMN 
Karya dan perusahaan konstruksi swasta yang berstatus perusahaan terbuka. Berdasarkan hasil analisis 
pada perusahaan nasional dan terbuka tersebut, ADHI memilih PT PP sebagai perusahaan yang ditetapkan 
sebagai peers dalam melakukan benchmark terhadap positioning ADHI dalam industri nasional. Selain itu, 
pemilihan PT PP juga dilakukan dengan pertimbangan proses integrasi BUMN Karya, di mana terdapat 
kemungkinan akan diintegrasikannya ADHI dengan PT PP ke depan. 
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Gambar 9.3: Proses Perumusan KPI 2026 

Sumber: Analisis Internal 

Hasil benchmarking memberikan sejumlah gambaran dari item KPI yang tepat untuk digunakan sebagai alat 
untuk mengukur pencapaian kinerja ADHI tahun 2026. Beberapa pertimbangan lainnya adalah perlunya 
untuk menyatukan perspektif dalam balanced scorecard dan 5 (lima) perisai Kementerian BUMN yang telah 
digunakan sebagai acuan KPI historis. Berdasarkan hasil dari analisis benchmark tersebut, rumusan KPI 
telah dilakukan dengan pendekatan dan metode sebagaimana dipersyaratkan dalam pedoman strategis 
penyusunan RKAP Tahun 2026 DAM, dan dengan ini kami ajukan kepada pemegang saham untuk dapat 
ditetapkan dalam suatu mekanisme pengesahan. 
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10. HAL LAIN yang MEMERLUKAN KEPUTUSAN RUPS/DAM 

Terdapat beberapa aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan RUPS/Menteri dalam program kerja dan 
anggaran tahun 2025. Beberapa aktivitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan ke depan, 
dengan menguatkan solvabilitas fundamental keuangan, pemenuhan modal investasi untuk ekspansi lini 
investasi & konsesi, serta menjalankan mandat aspirasi pemegang saham untuk menyukseskan integrasi 
BUMN Karya.  

Sejalan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan serangkaian aksi korporasi yang sekiranya 
direncanakan membutuhkan keputusan pemegang saham antara lain: 

Tabel 10.1: Aksi Korporasi 

No Aksi Korporasi Perkiraan Nominal Perkiraan Waktu Keterangan 

1 Ratifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2025 dalam AD/ART Perseroan - Semester 1 Tahun 2026 - 

2 
Pelimpahan Kewenangan Persetujuan 
RJPP, RKAP beserta perubahannya kepada 
Dewan Komisaris 

- Semester 1 Tahun 2026 - 

3 
Penyehatan dan restrukturisasi bisnis  
ADHI Grup 

- Semester 1 Tahun 2026 - 

4 Divestasi Kepemilikan Saham pada PT JMJ To be discussed Semester 2 Tahun 2026 - 

5 Penerbitan PUB IV dan/atau Instrumen 
Keuangan Lainnya To be discussed Semester 2 Tahun 2026 - 

6 Divestasi Kepemilikan Saham pada PT DTP To be discussed Semester 2 Tahun 2026 - 

7 Divestasi Kepemilikan Saham pada Anak 
Perusahaan Level 2, PT MGCP To be discussed Semester 2 Tahun 2026 - 

 

 

  



 

viii 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk  Head Office Jl. KH. Guru Amin Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia.  Phone 62-21 7975312 – Fax. 62-21 7975311 – Email adhi@adhi.co.id 

RKAP 2026 

Lembar Persetujuan 

RKAP ADHI 2026 akan menjadi acuan Manajemen ADHI dalam menjalankan usahanya pada sisa periode 
tahun 2026, dan sekaligus menjadi acuan strategi dan arah pengembangan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan dalam RJPP 2025-2029, serta tujuan yang telah diselaraskan arah pengembangan DAM 
selaku pemegang saham mayoritas. Akhirnya, semoga RKAP 2026 PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini dapat 
dicapai dan memberikan manfaat bagi Pembangunan Indonesia, sehingga ke depannya ADHI dapat 
mewujudkan Visi:  

“Menjadi Perusahaan yang Inovatif dan Berbudaya Unggul, untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”.  

Jakarta,  

Dewan Komisaris, Direksi, 

Dody Usodo Hargo S. 
Komisaris Utama 

Entus Asnawi M. 
Direktur Utama  

Bob Arthur Lombogia 
Komisaris 

A. Suko Widigdo 
Direktur Operasi 1 

Elan Suherlan 
Komisaris Independen 

Harimawan 
Direktur Operasi 2 

R. Erwin Moeslimin Singajuru 
Komisaris Independen 

Vera Kirana 
Direktur Operasi 3 

Rustam Sofyan Sirait 
Komisaris Independen 

Ki Syahgolang Permata 
Direktur Human Capital dan Legal 

 
Bani Iqbal 
Direktur Keuangan 

 
Yan Arianto 
Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman 

24 Oktober 2025 
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